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ABSTRAKSI

Seperti kita ketahui, berbagai macam konfik dewsa ini berbagai macam
konflik atau sengketa timbul dalam masyarat. Konflik atau persengketaan tersebut
kadang-kadang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak sendiri, sehingga mereka
terpaksa pergi ke lembaga peradilan. Hal ini disebabkan oleh kesepakatan yang
mereka buat di dalam kontrak, misalnya dalam berbagai kontrak atau perjanjian
bisnis yang dibuat oleh para pihak, selalu mencantumkan klausula “Penyelesaian
sengketa melalui Pengadilan, dan jarang melalui konsiliasi, arbiirase, atau mediasi.

Sehubungan dengan hal itu perlu dicari penyelesaian sengketa yang efektif
dan efisien untuk menghadapi kegitan bisnis yang free market and free competition.
Harus ada lembga yang dapat diterima dunia bisnis dan memiliki sistem penyelesaian
sengketa dengan cepat dan biaya murah {quick and lower in time and money to the
parties). )

Mengingat ketidak puasan masyarakat tersebut semakin penting kiranya
untuk lebih mendayagunakan ADR (Alternative Dispute Resolution) sebagai salah
satu sistem penyelesaian sengketa. ADR adalah suatu prinsip penyelesaian sengketa
di lvar pengadilan dengan cepat dan biaya murah. ADR merupakan salah satu
mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan menguntungkan untuk
berbagai pihak di masa yang .kan datang.

Dengan dimasyarakatkan dan dilembagakannya ADR sebagai alternatif
penyelesaian sengketa di luar pengadilan, masyarakat mempunyai sarana lain atau
pilihan untuk menyelesaikansengketa. Di lain pihak, sistem penyelesaian sengketa di
luar pengadilan yang ada di Indonesia, model arbitrese, yang berpedoman pada
Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtvordering) tidak sesuai lagi dengan
kondisi kebutuhan pengaturan perdagangan.

Penulis mengharapkan agar konsep ADR sebagai bentuk alternatif
penyelesaian sengketa di luar pengadilan didayagunakan. Salah satu bentuk
pendayagunaan ADR adalah dalam bentuk pengaturan dalam suatu perundang-
undangan. Sehubungan dengan rencana pembaharuan peraturan perundang mengenai
arbitrase agar sesuai dengan kontrak bisnis bersifat internasional, akan lebih baik jika
model ADR diintegrasikan di dalamnya karena sifatnya sama-sama sebagai bentuk
penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan prosedur yang lebih efektif, efisien,
dan kerahasiaannya terjamin.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Perubahan dan pergeseran yang cepat dalam perkembangan dunia bisnis di
Indonesia dengan dunia luar, khususnya dengan kalangan dunia maju telah
memperlihatkan kemajuan disana sini, salah satu bentuk dari hubungan tersebut ialah
semakin berkembangnya pembangunan ekonomi di Indonesia. Bentuk kerjasama
muitilateral, baik berupa joint venture, perdagangan internasional maupun alih
teknologi telah berkembang demikian pesatnya. Interaksi sosial, budaya, ekonomi
da:= politik telah menjadikan dunia terasa berada dalam suatu wadah bersama yang
memungkinkan terciptanya suatu hubungan singkat dalam berbagai hal, oleh karena
segala aspek kehidupan bergerak secara cepat, maka sangat dibutuhkan akselerasi
dalam berbagai hal. Antisipasi-antisipasi perlu dilakukan guna menghadapi era
kompetitif yang semakin bergerak cepat. Salah satu ciri yang paling menonjol dalam
era perdagangan bebas dan globalisasi saat ini adalah “MOVING QUICKLY™.
Segala aspek kehidupan berpindah dan bergerak secara cepat. Sangatlah tepat apa
yang dikemukakan oleh William Irwin Thomson bahwa “ Now with the aspearance
of micro electronics and genetic engineering. A change that spell A. moevement from
evolution bynatural selection to evalution by cultural natrusion, the part of change

1

shift to decades, even years”. Fakta tersebut menunjukkan betapa pesatnya

! William Irwin Thomson, Pacific Shelf, Series Club Books, Sanfransisco, 1985. P4,

i .

-
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kemajuan teknologi dan informasi sehingga kecepatan perubahan tidak lagi
menghitung abad, tahun, atau bulan, tetapi tiap-tiap hari berubahan telah terjadi.
Perubahan dan pergeseran yang sangat cepat dalam era globalisasi yang
menitik beratkan pada peran sckior industri dan perdagangan telah melahirkan
konsep kehidupan baru. Konsep tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Keinichi
Olamae ialah “konsep dunia tanpa batas” (Borderless world)’ . gambaran serupa juga
dikemukakan oleh Jhon Naisbitt tentang perubahan yang dihadapi manusia, yaitu *
The world moving from trade countries to a singgle economy, one economy, one

market place™

hal ini membawa suatu konsekuensi logis bahwa dunia yang dialami
manusia telah berubah menjadi “global vilage™ (perkampungan dunia) mengenai hal
ini juga dipertegas oleh Carolyn Horchkiss yang mengatakan bahwa, political
boundaries don’t define market boundaries any more. Businesses are tradeing and
making invesments wherever they think they can get competitive adveniages™ .
pendapat-pendapat tersebut pada hakekatnya memperlihatkan betapa dunia yang kita
hadapi sekarang telah menciptakan tiga hal fundamental dalam sistem perekonomian
global, yaitu business in global village, free market, dan free competition. Ketiga
elemen fundamen dalam sistem perckonomial‘l dalam sistem perekonomian global
telah menjadi suatuz keadaan mau tidak mau atau suka tidak suka harus dihadapi.
Guna memperlancar dan meningkatkan free Jrrade, dan free competiton, bangsa-

bangsa didunia telah melahirkan “multinational agreement” tujuan utama

? Kenichi Olimae, borderless word, Harker business, maknisey company me, printed in USA,
1999.
P XII
* Jhon Naisbitt, megtrend 2000, pan books, published in great britain, by Stagwich & Jackson
Cid. 1990, P. 12,
* Corolyn Horchikiss, International edition, business law series, 1994.P. 4.
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diadakannya perjanjian-perjanjian tersebut ialah menciptakan suatu orde ekonomi
yang mampu mendukung perkembangan perdagangan internasional yang bebas”.
Bentuk dan karakteristik perdagangan flobal telah menciptakan suatu
transaksi bisnis yang cepat dan semakin semarak. Transaksi-transaksi bisnis telah
banyak dilakukan, baik domistik maupun internasional. Hal ini dilakukan tanpa
mengenal perhentian, mulai dan penyiapan lahan untuk real estate maupun industrial
estate pembuatan alat produksi, penyediaan bahan baku, perlengkapan dan peralatan
kerja, pendistribusian produksi dan transportasi yang dibarengi dengan persetujuan
asuransi, komunikasi, pembiayaan dan sebagainya. Melihat demikian kompleksnya
transaksi-transaksi bisnis yang terjadi ; maka potensi terjadinya sengketa antara para
pihak sangat besar terjadi. Adapun jenis sengketa yang terjadi menurut adanya suatu
penyelesaian dan pemecahan yang baik. Semakin banyak transaksi bisnis dilakukan
maka akan semakin tingg: frekwensi sengketa yang tcrjadiﬁ. Artinya, akan semakin
banyak sengketa yang harus cepat diselesatkan. Salah satu bentuk mekanisme
penyelesaian sengketa yang konvensional ialah melalui lembaga pendidikan.
Menurut M. Yahya Harahap, peradilan masih diharapkan menjadi “The last resort”
yakni sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga pengadilan
masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi menegakkan kebenaran dan keadilan
( to enforce the truth and to enforce justice )'. Hal senada juga diungkapkan oleh JR

Spencer, bahwa putusan pengadilan diibaratkan seperti putusan Tuhan (The

> M. Yahya Harahap, beberapa tinjauan mengenali sistem peradilan dan perselisihan
sengketa, Citra Adiya Bakti, Bandung, 1997, h. 145

¢ Ibid h. 47

7 Ibid h. 327
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judgement was that of god)® ; Namun dalam pemyataannya tidaklah demikian,
putusan yang diambil cenderung mencerminkan ketidak adilan bhahkan terkesan
memihak, selain itu proses berperkara yang berbelit-belit dan menghabiskan banyak
biaya. Stigma negatif terhadap dunia peradilan tersebut telah berkembang dan
menjadi problem serius diseluruh dunia. Beberapa kritik terhadap dunia peradilan
dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, yaitu :
1. Penyelesaian sengketa “lambat™
Hal ini disebabkan terlalu banyak formalitas dan hal-hal yang bersifat teknis serta
derasnya arus perkara yang harus ditangani oleh peradilan.
2. Biaya perkara mahal.
3. Peradilan tidak tanggap
Pengadilan dianggap tidak dapat membuka kepentingan umum, selain itu putusan
pengadilan justru tidak menyelesaikan masalah, diambil secara tidak adil, dan
sering menimbulkan ketidakpastian hukum,
4. Putusan pengadilan tidak menyelesatkan masalah. dan,
5. Kemampuan para hakim bersifat generalis’.

Kenyatan tersebut di atas merupakan gambaran betapa hancumya
kepercayaan masyarakat akan dunia pengadilan, khususnya bagi masyarakat bisnis.
Hal ini tentu sangat berdampak langsung terhadap aktivitas transaksi bisnis, dampak
yang sangat dirasakan bagi kalangan pebisnis adalah lambatnya penyelesaian
sengketa melalui jalur pengadilan. Membiarkan sengketa dagang terlambat

diselesaikan mengakibatkan perkembangan pembangunan ekonomi menjadi tidak

® JR. Spencer Jackson. Machinery of Justice, Cambrige University Press, 1989, P. 9.
° M. Yahya Harahap, OP. Cit, H, 240 - 246.
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efisien, produktivitas menurun dan dunia bisnis mengalami keharcuran. Akibatnya
lainnya ialah biaya produksi akan meningkat dan konsumen akan dirugikan serta
menghambat kesejahteraan dan kemajuan sosial para pekerja. Oleh karena itu, timbul
suatu keinginan untuk mendesain suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang
cepat, sederhana, dan biaya murah, walaupun hal ini juga tidak mudah di wujudkan.

Mitra dagang Indonesia diluar negeri menghadapi kenyataan bahwa kegiatan
transaksi bisnis berkembang sangat cepat dan semarak. Imbasnya, kegiatan ekonomi
dan bisnis dalam negeri pun mengalami kemajuan yang cepat. Setiap tahun ratusan
kegiatan transaksi bisnis terjadi setiap hari, baik domestik maupun dengan dunia
luar',

Mengamati kegiatan bisnis yang jumlah transaksinya ratusan setiap hari,
tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (dispute/difference) antar pihak yang
terlibat. Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan
penyelesaian yang cepat. Makin banyak dan luas kegiatan perdagangan, frekuensi
terjadinya sengketa makin tinggi. Ini berarti makin banyak sengketa vang harus
diselesaikan,

Membiarkan sengketa dagang terlambat diselesaikan akan mengakibatkan
perkembangan pembangunan ekonomi tidak efisien, produktivitas menurun, dunia
bisnis mengalami kemandulan, dan biaya produksi meningkat. Konsumen adalah
pihak yang paling dirugikan. Disamping itu, peningkatan kesejahteraan dan

kemajuan social kaum pekerja juga terlambat.

' M yahya Harahap, Beberapa tinjasuan mengenahi sistem peradilan dan penyelesaian
sengketa(Bandung Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 142
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Kalaupun akhirnya hubungan bisnis ternyata menimbulkan sengketa diantara
para pihak yang terlibat, peranan penaschat hukum dalam menyelesaikan sengketa
itu dihadapkan pada alternative penyelesaian yang dirasakan paling menguniungkan
kepentingan kliennya.

Secara konvensional, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan secara
litigasi atau penyelesaian sengketa dimuka pengadilan. Dalam keadaan demikian,
posisi para pihak yang bersengketa sangat antagonistis (saling berlawanan satu sama
lain). Penyelesaian sengketa bisni; model ini tidak direkomendasikan. Kalaupun
akhirnya ditempuh, penyelesaian itu semata-mata hanya sebagai jalan yang terakhir
(ultimatum remedium) setelah alternative lain dinilai idak membuahkan hasil. Proses
penyelesaian sengketa yang membutuhkan waktu yang lama mengakibatkan
perusahaan atau para pihak yang bersengketa mengalami ketidakpastian. Cara
penyelesaian seperti ity tidak diterima dunia bisnis karena tidak sesuai dengan
tuntutan zaman. Penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga peradilan tidak selalu
menguntungkan secara adil bagi kepentingan para pihak yang bersengketa.

Sehubungan dengan itu perlu dicari dan dipikirkan cara dan system
penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan efisien. Untuk itu harus dibina dan
diwujudkan suatu system penyelesaian sengketa vang dapat mcr.lyesuajkan din
dengan laju perkembangan perekonomian dan perdagangan di masa datang. Dalam
menghadapi liberalisasi perdagangan harus ada lembaga yang dapat diterima dunia
bisnis dan memiliki kemampuan system menyelesaikan sengketa dengan cepat dan

biaya murah (quick and lower in time and money to the parties).
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Di samping model penyelesaian sengketa secara konvensional melalui liligasi
sistem peradilan (ordinary court), dalam praktek di Indonesia di kenalkan pula
model yang relative baru. Model ini cukup popular di Amerika Serikat dan Eropa
yang dikenal dengan nama ADR (aiternative dispute resolution) yang diantaranya
meliputi negosiasi, mediasi, dan arbitrase > Walaupun penyelesaian sengketa dapat
dilakukan dengan menggunakan model ADR, namun tidak menutup peluang
penyelesaian perkara tersebut secara litigasi. Penyelesaian perkara secara litigasi
tetap dapat dipergunakan manakala penyelesaian secara nonlitigasi tidak
membuahkan hasil. Jadi, penggunaan ADR adalah sebagat salah satu mekanisme
penyelesaian sengketa nonlitigasi dengan mempertimbangkan segala bentuk
efisiensinya dan untuk tuyjuan masa yang akan datang sekaligus menguntungkan bagi
para pihak yang bersengketa ?

Setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh
kescpakatan dalam proses penyelesaian perkara, konflik dan sengketa. Secara
berangsur-angsur masyarakat cenderung meninggalkan cara-cara penyelesaian
sengketa berdasarkan kebiasaaan dan beralih ke cara-cara hukum yang diakui
pemerintah. Sebagai contoh, saat ini masyarakat di Amerika Serikat dalam
menyelesaikan berbagai perkaranya, baik sengketa publik, swasta, sosial maupun
pribadi, dilakukan melalui cara litigasi dihadapan badan peradilan umum.
Sebenamya metode pertentangan (adversarial) dalam penyelesaian sengketa sudah

umum di Amerika Serikat dan telah menjadi model yang diakui dalam seluruh proses

? Wahyu Nugroho, Penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis. Newsletter No
21, Juni 1995

* Basuki Rekso Wibowo. Studi Perbandingan beberapa Model Alternatif Penyelesaian
Sengketa Bisnis. Pro justitia No.4 Tahun 16, Qktober 1996, Him 25
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perkara adjudikasi dan adjudikasi semu. Hal tersebut juga mempengaruhi prosedur
penyelesaian sengketa. Akan tetapi, metode adversarial tidak selalu memjadi cara
terbaik untuk menyelesaikan sengketa atau konflik, khususnya dalam proses perkara
adjudikasi public.

Jika kita perhatikan berbagai macam beatuk penyelesaian sengketa, dapat
dikatakan bahwa setiap bentuk penyelesaian memiliki keungguian dan kelemahan
tertentu. Sebagai contoh, pencapaian consensus bersama (community consensus
finding) seperti yang terdapat dalam masyarakat hukum adat di Indonesia, selain
melindungi, serta mempertahankan komunitas masyarakat adat agar berlangsung
langgeng atau terus-menerus. Akan tetapi, dalam upaya untuk memperoleh
kesepakatan ini kadangkala yang muncul hanyalah bentuk pemaksaan yang
terselubung belaka. Para pihak yang bersengketa dipaksa untuk menyetujui demi
kepentingan pihak tertentu. Pada beberapa kasusseperti inikebutuhan dan
kepentingan pihak yang bersengketa (mungkin) tidak terpenuhi sama sekali.Akibat
kelemahan prosedur tersebut adalah kerugian yang dialami pihak yang bersengketa *

Perjanjian merupakan prosedur dan undang-undang bagi pihak-pihak yang
membuatnya. Hal ini bahwa perjanjian yang dibuat itu sah dan mengikat kedua belah
pihak. Kedua belah pihak wajib melaksanakan isi perjanjian dan tidak dibenarkan
untuk membatalkan ataupun mengakhiri perjanjian tanpa persetujuan kedua belah

pinak ataupun tanpa alas an yang dibenarkan oleh undang-undang °

* Gary Good paster, tinjauan terhada; Penyelesaian Sengketa, Seri Dasar Dasar Hukum
Ekonomi 2, Arbitase di Indonesia (jakarta: Ghalia Indonesia.1995), Him 1-2
* Pasal 338ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata.
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Sahnya suatu perjanian hukum perdata Indonesia adalah apabila masing-
masing pihak mengadakan perjanjian harus memenuhi empat syarat, yaitu :
a. Sepakat dari mereka yang mengikatkan diri;
b. Kecakapan untuk membuat sesuatu perikatan;
¢. Suatu hal tertentu;
d. Suatu sebab yang halal ®
Apabila suatu perjanjian felah disepakati (konsensus) maka masing-masing
pihak terkait karenanya dan berkewajiban untuk memenuhi_ prestasinya. Akan tetapi,
dalam pelaksanaannya mungkin saja mengalami hambatan-hambatan yang pada
akhimya akan mempengaruhi tujuan perjanjian yang telah mereka lakukan. Pihak
yang mengadakan perjantian lazimnya sudah menyadai kemungkinan semacam ini
mengingat pelaksanaan perjanjian tidak terjadi seketika, tetapi memeriukan tenggang
waktu. Menyadari keadaan seperti ini dan keinginan untuk tetap menjaga
kelangsungan hubungan baik yang telah terjalin, bahkan kadang-kadang juga
menghendaki apabila timbulnya sengketa setidaknya diselesaikan tanpa diketahui
pihak luar atau lain, di dalam perjanjian tersebut para pihak mencantumkan kiausat
khusus ’
Apabila masing-masing pihak berkeinginan untuk menyelesaikan sengketa
yang timbul secara baik-baik, penyelesaian sengketa tersebut dapat diperjanjikan
untuk diselesaikan di luar hukum acara. Janji yang telah disepakati bersama

merupakan undang-undang bagi yang bersangkutan (pacta sunt servanda). Jadi, yang

® Pasal 1320 KUH Prdata.
7 Agnes M toar, Uraian singkat tentang Arbitrase Dagang Indonesia, Seri Dasar Dasar
Hukum Ekonomt 2, Arbitrase di Indonesia (jakartz:ghalia [ndonesia. 1995), him 73
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dijadikan dasar hukum dalam alternative dispute resolution atan mekanisme
alternatif penyeleaian sengketa adalah kehendak bebas yang teratur dari pihak-pihak
yang bersengketa untuk menyelesaikan perseiisihannya di luar hakim negara.
Masalah ini diakui oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 197¢ tentang Pokok-
pokok Kekuasaan kehakiman. Dalam penjelasan pasal 3 undang-undang tersebut
dinyatakan bahwa penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau
wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan.

Berdasarkan UU di atas, cara penyelesaian sengketa yang ditempuh
sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing pihak, apakah melalui proses
peradilan ataukah menggunakan cara penyelesaian sengketa yang lain. Di Indonseia,
pihak-pihak yang mengadakan perjanjian {dalam hal kontar dagang) bebas
menentukan cara penyelesaian sengketa yang timbul dalam mengambil keputusan
bisnisnya.

Duntia bisnis menuntut cara penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan
biaya ringan atau informal procedure and can be put in motion quickly. Dalam arti
penyelesaian sengketa tetap berada dalam jalur sistem yang formal dan resmi
dibenarkan hukum yang lazim disebut Formal and official law enforcement system.

Sebenanya, sistem penyelesaian sengketa sederhana, cepat, dan biaya ringan
telah dipancangkan sebagai salah satu asas dalam peradilan Indonesia. Pasal 4 ayat
(2) Undang-Undang No. 14 tahun 1970 telah menjadikan sistem yang sangat
JSundamentum tersebut dalam pelaksanaan fungsi peradiian. Jadi, secara teoritis,
tuntutan dunia bisnis yang menghendaki penyelesaian sengketa secara informal

procedure sudah tertampung dalam perundang-undangan Indonesia.
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Pekembangan pelaksanaan asas penyelesaian tersebut ternyata tidak mampu
memenuhi harapan yang dituntut duria bisnis. Dunia luar sering mempertanyakan
keberadaan peradilan di Indonesia dan meragukan keefektifannya dalam
menyelesaikan sengketa bisnis. Keraguan itu membuat mitra dagang atau investor
luar negeri kurang berminat menjadi partner dan menanamkan modalnya, sedangkan
sistem penyelesaian model ADR (alternative dispute resolution) belum berkembang
di Indonesia. Satu-satunya lembaga yang diandalkan sebagai the first resort dan the
last resort, masih !)ertumpu pada badan peradilan melalui proses litigasi (ordinary
court) 8

Penulisan ini bermaksud memberikan gambaran apakah ADR diperlukan di
Indonesia. Sengketa biasanya bermula dan suatu situasi di mana ada pihak yang
merasa dirugikan oleh pihak lain. Hal im diawali oleh perasaan tidak puas yang
bersifat subjektif dan tertutup. Kejadian ini dapat dialami oleh perorangan maupun
kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi conflict of
interest. Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidak puasannya
kepada pihak kedua. Apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak
pertama, selesailah konflik tersebut. Sebaliknya jika reaksi dari pihak kedua
menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nii.ai—nilai yang berbeda, terjadi apa
yang dinamakan dengan sengketa.

Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak pihak
yang bersengketa. Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian/pendapat

yang berbeda dapat beranjak ke situasi sengketa. Secara umum, orang tidak akan

* M Yayah Harahap, Op.cit., him 147- 151 dalam bab yang berjudul Allernative Dispute
Resolotion (ADR)
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mengutarakan pendapat yang mengakibatkan konflik terbuka. Hal ini disebabkan
oleh kemumngkinan timbulnya konsekuensi yang tidak menyenagkan, di mana
seseorang (pribadi atau sebagai wakil kelompoknya) harus menghadapi situasi remit
yang mengundang ketidak tentuan sehingga dapat mempengaruhi kedudukannya.

Dalam persengketaan, perbedaan pendapat dan perdebatan yang
berkepanjangan biasanya mengakibatkan kegagalan proses mencapai kesepakatan.
Keadaan seperti ini biasanya berakhir dengan putusnya jalur komunikasi yang sehat
sehingga masing-masing pihak mencart jalan keluar tanpa memikirkan nasib ataupun
kepentingan pihak lainnya.

Agar tercipta proses penyelesaian sengketa yang efektif, prasyarat yang harus
dipenuhi adalah kedua belah pihak harus sama-sama memperhatikan atau
menjunjung tinggi hak untuk mendengar dan hak untuk didengar. Dengan prasyarat
terscbut proses dialog dan pencarian titik temu (commond ground) yang akan
menjadi panggung proses penyelesaian sengketa baru dapai berjalan. Jika tanpa
kesadaran tentang pentingnya langkah ini, proses penyelesaian sengketa tidak
berjalan dalam arti yang sebenamya.

Ada 3 faktor utama yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa,
yaitu : °
1. kepentingan (interest),

2. hak-hak (rights), dan

3. status kekuasaan (power). L f x iff.'v.'-j

® Wiliam ury, J.M. Bett $.B. Golberg, Getting Dispute Resolvet, Pan Pook 1993.
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Para pihak yang bersengketa menginginkan agar kepentingannya tercapai,
hak-haknya dipenuhi, dan kekuasaannya diperlihatkan, dimanfaatkan, dan
dipertahankan. Dalam proses penyelesaian sengketa, pihak-pihak yang bersengketa
lazimnya akan bersikeras mempertahankan ketiga factor tersebut di atas.

Karna itu dari pemikiran mengenahi peran ADR dalam penyelesaian perkara
mempunyéi prospek yang sangat menentukan dan untuk dikembangkan serta
diberdayakan.

Dari latar belakang tersebut terdapat dua permasalaan penting yang akan
dibahas dan dianalisa dalam tesis ini, yaitu:

1. Bagaimanakah kekuatan mengikatnya Penyelesaian sengketa melalui

proses ADR.

2. Manfaat dan kendala ADR dalam pelaksanaanya

B. Penjelasan Judul

Bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai suatu mekanisme
penyelesaian sengketa non litigasi. Selama bertahun-tahun konsep tersebut tidak
mengalami perubahan atas perkembangan yang berarti semenjak berlakunya UU No.
5 tahun 1968 konfensi New York diratifikasi dengan Kepres No. 34 tahun 1988 pada
dasarnya alternatif penyelesaian sengketa telah diakui sejak tahun 1970 yaitu UU No.
14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasan kehakiman untuk mengantisipasi
perkembangan tersebut. Telah diterbitkan UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase
dan alternatif penyelesaian sengketa beserta manfaat dan kendala ADR dalam

pelaksanaan yang ditimbulkannya.
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C. Alasan Pemilihan Judul

Bahwa selama ini masyarakat telah mengenal penyelesaian sengketa dalam
mekanisme penyelesaian alternatif. Jenis mekanisme penyelesaian juga beragam
misalnya negosiasi, konsiliasi, mediasi dan arbitrase.

Suatu hal yang sangat menarik untuk dicermati bahwa penyelesaian sengketa
telah diatur dalam aturan suatu undang-undang sebagai payung dalam
kelembagaannya. Dengan diterbitkannya UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase
dalam putusannya telah mempunyai kekuat:{n yang mengikat dan mempunyai

kewenangan koperensi absolut terhadap lembaga peradilan lainnya.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan penelihan ini adalah sebagai salah satu syarat mutlak
vang dibebankan kepada mahasiswa Pasca Sarjana untuk dapat memperoleh gelar
Magister. Selain itu, penelitian ini agar dapat menamba wawasan dan pengetahuan

mengenahi pentingnya ADR Sebagai Pilihan Penyelesaian Sengketa jual beh jasa.

E. Manfaat Penulisan
Mengenai manfaat penuliasan ini adalah sebagai berikut:
1. Hasil Penelitihan ini di harapkan dapat bermanfaat untuk dapat membenkan
konstribusi yang positip terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya
dalam lingkup para negosiator pihak penjual jasa yang mana para negosiator

sebagian besar tidak berpendidikan berlatar belakang hukum.
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2. Hasil penelitihan ini dapat digunakan oleh para mahasiswa lainya sebagai
bahan pertimbangan untuk menyusun tulisan hukum, terutama yang berkaitan

dengan pentingnya ADR Sebagai Pilihan Penyelesaian Sengketa di indonesia.

F. Tinjanan Pustaka

Pelembagaan disini tidak terbatas pada pengertian adanya suatu badan atau
organisasi, namun lebih luas mencakup legitimasi hukum berupa peraturan
perundang-undangan serta perangkat lembaga yang memungkinkan proses
perundingan. Penjelasan pasal 3 undang —undang nomer 14 tahun 1970, tetap
diperbolehkan, menyatakan bahwa Penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar
perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan , tetapi putusan arbitrase
hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah
untuk dieksekusi (exekutoir)danri pengadilan. Selain itu Penjelasan pasal 14 ayat 2
UU ini, menyatakan Ketentuan dalam ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk
usaha penyelesaiaan perkara perdata secara perdamaian.

Berdasarkan UU diatas cara penyelesmian sengketa yang ditempuh
sepenuhnya diserahkan kepada masing masing pihak, apakah melalui proses
peradilan ataukah menggunakan cara penyelesatan sengketa yang lain.

Selama ini yang dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan arbitrase di
Indonesia adalah pasal 615 sampai dengan pasal 651 Reglemen Acara Perdata
(reklement op deRechtuordering, Staatsblad 1847 52) Pasal 377 Reglemen Indonesia

yang diperbarui ( Het Hetziene Indonessch Reklement, Staatsblad 1941 : 44) dan
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pasal 705 Reglemen untuk acara daerah luar jawa dan madura (regtregement
Buitengewesten, Staatsblad 1927 : 227).

Perkembangan dunia usaha lalu lintas di bidang perdagangan, baik nasional
maupun internasional, yang pesat serta perkembangan hukum pada umumnya
mengakibatkan peraturan yang terdapat dalam Reglemen Acara Perdata ( Reglemen
op de Rechtuordering), Yang digunakan sebagat pedoman arbitase perlu disesuaikan.
Hal ini dikarenakan peraturan dagang yang bersifat internasional sudah sebagai
kebutuhan mutlak (condisio sine quanon), sedangkan hal tersebut tidak diatur dalam
Reglemen Acara Perdata (Reglementop de Rechtuordering). Pada keadaan demikian
perlu adanya perubahan yang subtansial dan mendasar atas Reglemen Acara Perdata
Reglement op de Rechtuordering), baik secara filosofis maupun material.

ADR merupakan istilah asing yang perlu untuk dicarikan padannaya dalam
bahasa Indonesia. Berbagai istilah dalam bahasa indonesia telah diperkenankan
dalam berbagai forum oleh berbagai pihak, seperti pilihan penyelesaian sengketa
(PPS)'°, Mekanisme arternatif penyelesaian sengketa (MAPS)!! .. Pilihan
penyelesaikan diluar pengadilan, dan mekanisme penyelesaian sengketa secara
kooperatif. Bila kita mengertikan ADR sebagai aliernative to adjudikation, padanan
istilah MAPS, PPS, dan mekanisme penyelesaian sengketa secara kooperatif
merupakan tiga istilah untuk dipertimbangkan sebagai padanan istilah bahasa
indonesia. Apabila ADR diartikan sebagai alternative to litigation, mekanisme

arbitase dapat dimasukkan atau digolongkan dalam kelompok ADR sehingga MAPS,

'® Lihat UU No 23 tahun 1997 tentanag pengelolaal lingke 1gan hidup{UUPH)
" Penggunaan istila (MAPS) dapat diartikan pada plenekanan serta pengembangan metoda
konfik bersifat kooperatifdi luar pengadilan.
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PPS merupakan dua padanan istilah yang dapat dipertimbangkan. Istilah ADR label
atau merck yang diberikan untuk mengelompokan proses negosiasi, mediasi,
konsoliasi dan arbitrase. Masalah pilihan istilah adalah sesuatu hal yang dipikirkan
lebih jauh. Untuk menjamin keberhasilan upaya penyebaran menyebarluaskan
penerapan ADR di Indonesia, diperlukan istilah yang singkat, mudah dimengerti, dan

tidak menimbulkan kerancuan.

G. Metoda Penulisan.
1. Bentuk Penelitian

Penulisan ini mengedepankan studi kepustakaan. Karenanya penulisan tesis
ini menggunakan metoda penelitihan normatif. Penelitian yang menitik beratkan
pada pendekatan pengkajian perundang undangan dalam suatu tata hukum koneren
(statute approach) dan pendekatan konseptual (comspiual appraoch). Sedangkan
penelitian terhadap perundang undangan dengan mengumpulkan data dan
menganalisa serta menyimpulkan kontektualisasinya dengan pokok bahasan,
Penelitihan terhadap konseptual dengan mengumpulkan pendapat pendapat hukum
atau konsep asas asas teori hukum yang relevan dengan pokok bahasan untuk
memudahkan kesimpulan maupun jawaban terhadap dua permasalahan dalam
penulisan tesis ini.
2. Bahan Hukum

Bahan hukum yng digunakan dalam penulisan adalah bahan hukum primer
,yaitu hahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang undangan yang relevan

dengan tema penulisan, sedangkan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang
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menunjang bahan hukum primer berupa tulisan atau pendapat sarjana yang sesuai
dan bermanfaat untuk analisa tesis ini. Dan bahan hukum tersier yaitu bahan yang
memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap kedua bahan hukum diatas. Bahan-
bahan tersebut dikumpulkan dan disistimatisasikan agar lebih mudah dilaksanakan
analisa dalam rangka mencari jawaban yang nantinya dituangkan dalam kesimpulan.
3. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpulkan diklasifikasikan, selanjutnya
dianalisis kualitatif ,yaitu suatu analisis dengan cara menganalisa bahan bahan
hukum secara sistimatis dan konsisten, sehingga dapat penyimpulkan peme@an
permasalahan yang diperoleh secara peraturan perun_dang undangan. Segala bahan
hukum yang terkait dengan pokok bahasan benar benar dipertimbangkan sebagai
sumber dan bahan analisa. Semua bahan bahan yang diperoleh agar proses analisa
bisa mendapatkan temuan pemahaman yang sistimatis dan tidak parsial. Dengan
tujuan mendapatkan jawaban dalam rangka permasalaan penulisan tesis yang telah

diajukan.

H. Sistimatika penulisan
Adapun sistimatika penulisan ini terdiri dari empat bab , antara bab satu
dengan bab lainnya saling berkaitan, yang mana untuk memudahkan dalam penulisan

disusun dengan sistematika adalah sebagai berikut:
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Bab pertama merupakan bab pendahuluan ini yang terdiri dari beberapa hal,
yaitu:

- Latar belakang dan perumusan masalah.

Penjelasan Judul

Alasan Pemilihan Judul

Tujuan Penelitian

Manfaat Penelitian

Tinjauan Pustaka
- Metode Penulisan
- Sistimatika penulisan

Bab II berisi analisa tentang rumusan masalah, yaitu tentang tujuan proses
penyelesaian sengketa Alternative dispute relotion, yang meliputi berbagai macam
proses penyelesaian sengketa serta berbagai macam karakteristiknya, pemahaman
perselisihan/ konflik dan menggunakan dasar dasar hukum dalam penyelesaianya,
selanjutnya kelebihan penyelesaian sengketa melalui ADR.

Bab HI menguraikan secara garis besar mengenahi negosiasikonsoliasi,
mediasi dan arbitrase.Sebagai bagian dari metode penyelesaian sengketa ADR. Yang
meliputi pengertian, karaktenistik, peran dan fungsi negosiator,médiator, serta
tahapan tahapan perundingan dilakukan dalam negosiaasi, konsoliasi, mediasi dan
arbitrase. Selanjutnya ADR sebagai jawaban penyelesalaan sengketa jual beli jasa
dan pelembagaan penyelesalan sengketa alternatif di indonesia.

Bab IV penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.
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BABII
DASAR PENERAPAN DAN PERATURAN ALTERNATIF

PENYELESAIAN SENGKETA

A. Tinjauan Umum Tentang Sengketa

Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa
dirugikan oleh pihak lain. Hal ini diawali olah perasaan tidak puas yang bersifat
subjektif dan tertutup . Kejadian ini dapat dialami oleh perorangan maupun
kelompok . Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi conflict of
interest . pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidak puasannya
kepada pihak kedua . Apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak
pertama, selesailah konflik tersebut .Sebaliknaya jika reaksi dari pihak kedua
menunjukan perbedaan pendapat atau memiliki nilai-nilai yang berbeda, terjadi apa
yang dinamakan dengan sengketa.

Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak
yang bersengketa . Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian / pendapat
yang berbeda dapat beranjak ke situasi sengketa . Secara umum, orang tidak akan
mengutarakan pendapat yang mengakibatkan konflik terbuka . Hal im disebabkan
oleh kemungkinan timbulnya konsekuensi yang tidak menyenangkan, di mana
seseorang (pribadi atau sebagai wakil kelompoknya) harus menghadapi situasi rumit

vang mengundang ketidak tentuan sehingga dapat mempengaruhi kedudukannya *'.

? Suyut margono, ADR & Arbitrase- Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum Glalia
Indonesia bogor 2000, h 34

20
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ADR merupakan suatu istilah asing yang perlu dicarikan padanya dalam
bahasa Indonesia bahasa Indonesia. Berbagai istilah dalam bahasa Indonesia tclah
diperkenalkan dalam berbagai forum oleh berbagai pihak, seperti pilihan
penyelesaian sengketa (PPS), mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (MAPS),
pilihan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dan mekanisme penyelesaian
sengketa secara koorperatif.

Alternative dispute resolution (ADR) sering diartikan sebagai alternative to
litigation dan alternative to adjudication. Pemilihan terhadap salah satu dari doa
pengertian tersebut menimbulkan implikasi yang berbeda. Apabila péngertian
pertama yang menjadi acuvan (alferanative to litigation), seluruh mekanisme
penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase, merupakan bagian dari
ADR ( di luar litigasi dan arbitrase )} merupakan bagian dari ADR. Pengertian ADR
sebagai alternative to adjudication dapat meliputi mekanisme penyelesaian sengketa
yang bersifat konsensus atas koorporatif seperti halnya negoisasi., mediasi, dan
konsiliasi.

Jika kita mengamati latar belakang pengembangan ADR di Amerika Serikat,
ADR yang dimaksud adalah ADR sebagai alfernative to aa}.'udicarion Hal ini
disebabkan keluaran (outcome) adjudication, baik pengadilan maupun arbitrase
cenderung “win-lose, ” bukan “win-win, ” sehingga solusi yang dapat diterima kedua
belah pihak vang bersengketa (muwfual acceptable solution) sangat kecil dapat
tercapai.

Istilah ADR dapat memben kesan bahwa pengembangan mekanisme

penyelesaian sengketa secara konsensus hanya dapat dilakukan di luar pengadilan
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(out court), sedangkan saat ini dibutuhkan juga di dalam pengadilan (court annexed
atau court connected). Beragamnya pengertian ADR dilandasi oleh pertimbangan
psikologis untuk mendapatkan dukungan terhadap penyelesaian melalui ADR dan
pihak pengadilan. ADR seolah-olah merupakan jawaban atau kegagalan pengadilan
memberik.;an_ akses keadilan bagi masyarakat sehingga permasyarakatan istilah ini
mengundang rasa tidak aman dan kecemburuan bagi insan pengadilan.

Sebagian besar penduduk Indonesia hidup di pedesaan. Mercka merasa
dirinya sebagai bagian dan alafm sekitarnya (alam semesta). Dengan kata lain,
penduduk senantiasa harus menyesuaikan perilakunya dengan tata hidup alamiah
untuk mencapai kebahagiaan. Sehubungan dengan hal tersebut, mereka dalam
berperilaku memperhitungkan ketentuan-ketentuan gaib yang tidak tampak.

Jika timbu! sengketa di antara mercka, jarang sekali dibawa ke pengadilan
negara untuk diselesaikan. Mereka lebih suka dan dengan senang hati membawa
sengketa ke lembaga yang tersedia pada masyarakat adat untuk diselesaikan secara
damai. Dalam masyarakat hukum adat, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan di
hadapan kepala desa atau hakim adat.

Perlu disadari bahwa secara historis, kultur masyarakat Indonesia sangat
menunjang tinggi pendekatan konsensus. Pengembangan penyelesaian sengketa di
Indonesia sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan secara tradisional dan
penyelesaian sengketa secara adat. Alasan kultural bagi ecksistensi dan
pengembangan ADR di Indonesia tampaknya lebih kuat diabandingkan alasan

ketidakefisienan proses pengadilan dalam menangani sengketa.”

2 Ibid, him, 38
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Di Indonesia, proses penyelesaian melalui ADR bukanlah sesuatu yang baru
dalam nilai-nilai budaya bangsa kita yang berjiwa koorporatif. Nilai koorporatif dan
kompromi dalam penyelesaian sengketa muncul di mana saja di Indonesia. Pada
masvarakat Batak yang relatif memiliki nilai litigious, masih mengandalkan forum
rungguan adat yang intinya penyelesaian sengketa secara musyawarah dan
kekluargaan. Di Minangkabau, dikenal dengan adanya lembaga hakim perdamaian
yang secara umum berperan sebagai mediator dan konsiliator. Konsep pembuatan
keputusan dalam pertemuan desa pada suku Jawa tidak didasarkan atas suara

mayorttas, tetapi dibuat oleh keseluruhan yang hadir sebagai suatu kesatuan.

B. Pengertian Perselisihan / Konflik

Istilah konflik berasal dari kata bahasa inggris conflict dan dispute, yang
berarti perselisihan atau percekcokan, atau pertentangan. Perselisihan atau
percekcokan tentang sesuatu terjadi antara dua orang atau lebih. Konflik nyaris tidak
terpisahkan dari kehidupan manusia sehingga sulitlah membayangkan ada orang
yang tidak pernah terlibat dalam konflik apa pun ditempat kerja.

Dalam Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, kata-kata conflict van
attibutie menunjukkan perselisihan dalam hal kekuasaan admiristrasi dengan
kekuasaan pengadilan, > Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata konflik pada
umumnya diartikan sebagai percekcokan, pertentangan..., konflik sosial berarti
pertentangan antara golongan masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam

kehidupan.

2 Algra N.E. dkk, Kamus istilah hukum fockema Andreae Belanda indonesia, Bina Cipta
Jakarta, 1983. h. 77

Y
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Dengan demikian dapat dismpulkan bahwa pengertian kata konflik atau
percekcokan adalah adanya pertentangan atau ke tidak sesuaian antara para pihak
yang akan dan sedang megadakan hubungan atau kerjasama. Bentuk konflik akan
dapat terlihat, apakah konflik kepentingan, hukum, sosial, dan lain-lain atau konflik
dalam kegiatan bisnis atau perdagangan.

Perselisihan dalam kegiatan bisnis dapat dilihat pada tahap sebelum
peranjian disepakati, misalnya mengenat objek perjanjian, harga barang, dan isi
perjanjian, dan pada waktu pelaksanaan perjanjian, misalnya ada salah satu pihak
tidak dapat menjalankan perjanjian yang telah disepakai atav tidak dapat
menjalankan kewajibannya.

Namun demikian, timbulnya bentuk-bentuk konflik tersebut pada umumnya
disebabkan oleh berbagat faktor, yaitu :

1. Konflik Data (Data Conflict)

Konflik data terjadi karena adanya kekurangan informasi (lack of information),
kesalahan informasi (misinformation), adanya perbedaan pandangan, adanya
perbedaan interpretasi terhadap data, dan adanya perbedaan penafsiran terhadap
prosedur. Data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu persetujuan.
Oleh karena itu, akurasi data sangatlah

penting untuk tercapainya kesepkatan yang baik. Untuk itu, dalam setiap
negosiasi para pihak akan selalu berusaha mencari data atau informasi yang
menjadi objek perundingan selengkap mungkin, Setelah data terkumpul atau

didapat, diperlukan pemahaman, interpretasi atau pengertian yang sama antara
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para pihak. Kalau masih terdapat perbedaan pandangan atau pendapat, maka

negosiasi tersebut tidak akan menghasilkan kesepakatan (deadlock).

. Konflik Kepentingan {(Inferest Conflict)

Dalam melakukan kegiatan, setiap para pihak memiliki kepentingan. Tanpa
adanya kepentingan para pihak tidak akan dapat mengadakan kerjasama.
Timbulnya konflik kepentingan ini adalah karena beberapa hal, yaitu :
a. Ada perasaan atau tindakan yang bersaing.
b. Ada kepentingan substansi dari para pihak.
¢. Adakepentingan prosedural.
d. Ada kepentingan psikologi.
Keempat hal di atas dapat menimbulkan konflik kepentingan karena apabila
diantara para pihak merasa adanya kepentingan dalam suan kerjasama, maka
akan timbul rasa persaingan yang tinggi, ini akan menyebabkan kerjasama yang

dibina tidak akan menghasilkan hal-hal sebagimana diharapkan.

3. Konflik Hubungan (Relationship Confilct)

Konflik hubungan dapat terjadi oleh adanya kadar emosi yang kuat (strong
emotions), adanya kesalahan persepsi, miskin konllunikasi (poor
communications), atau kesalahan komunikasi (miscommunications), dan tingkah
laku negatif yang berulang-ulang (repetitive negative behavior).

Para pihak yang mengadakan hubungan kerjasama haruslah mengontrol
emosi melalul aturan main yang disepakati, mengklarifikasikan perbedaan

persepsi, dan membangun persepsi yang positif, kemudian memperbaiki kualitas
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dan kuantitas komunikasi dan menghilangkan tingkah laku negatif yang
dilakukan secara berulang-ulang.
4. Konflik Struktur (Structural Conflict)

Konflik struktur akan terjadi karena adanya pola merusak perilaku atau
interaksi, kontrol vang tidak sama, kepemilikan atau distribusi, sumber daya yang
tidak sama, adanya kekauasaan dan kekuatan, geografi, psikologi yang tidak
sama, atau faktor-faktor lingkungan yang menghalangi kerjasama, serta waktu
yang sedikit, Oleh karena itu, para pihak dalam hal ini, perlu menjelaskan atau
mempertegas aturan main, mengubzah pola pritaku perusak, mengalokasi kembali
kepemilikan atau kontrol sumber daya, membangun persaingan sehat, saling
pengertian, merubah proses negosiasi dari posisional menjadi penawaran
berdasarkan kepentinga, mengubah psikologi dan lingkungan yang berhubungan
dengan para pihak, dan memodifikasi tckanan luar pada para pihak serta
mengubah waktu yang sempit menjadi lebih memadai.

5. Konflik Nilai (Value Conflict)

Konflik nilai terjadi karena adanya perbedaan kriteria evaluasi pendapat
atau perilaku, adanya perbedaan pandangan hidup, idiologi dan agama, adanya
penilaian sendiri tanpa memperhatikan nila.i._orang lain. Konflik nilai ini harus
dihilangkan, untuk itu para pihak harus menghindari permasalahan istilah atau
nilai, megijinkan para pihak untuk menyetujui atau tidak menyetujui,
menciptakan lingkungan pengaruh dengan satu nilai yang dominan, dan

melakukan penelitian untuk mencari hasil dimana semua pihak mendapat bagian.

Tesis Kedudukan Harta Bersama.... Zia Ul Hak



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

27

B.1 Literatur Konflik

Gambar I

LINGKARAN KONFLIK

PERMASLAHAN DALAM HUBIU/NGAN :
* Kadar emosi yang kust

* Salah persepsi ataw stereotip

* Komuniasi yang jelas / salak

* Sifat negatif yang berulang

PERMASLAAHAN

PERBEDAAN NILAV ?‘;Ir:m Informasi

l:lp?ﬂmmmm * Sudut pandang

i berbeda tentang apa yang
!ln{ mwu dibutuhkan

* Nilai yang dibuat * Interpretash yang berbeda

sendiri

MASALAH-MASALAH

STRUKTURAL :

* Bagiamans scbuah keputusen
dibuat,

KEPENTINGAN

SUBSTANSI

Sumber : Copyright © 1986 CDR Associates
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B.2 Pengertian Dalam Bentuk-Bentuk Konftik.

Klasifikasi konflik atau perselisihan di atas dilihat dari sudut jumlah atau
kelompok manusia yang mengadakan interaksi lalu terjadi persengketaan. Hal ini
dapat kita perhatikan di hngkungan hidup kita sendiri dan lingkungan yang lebih
luas. Namun, perlu kita renungkan apakah setiap konflik merupakan sesuatu yang
tidak baik atau merupakan gangguan. Mengenai hal ini ada dua aspek yang dapat kita
renungkan. Pertama, suatu konflik adalah suatu indikasi sesuatu yang salah satu
bahuia ada sesuatu permasalahan yang perlu ditentukan. Dan kedua, bahwa konflik
menciptakan konsekuensi merusak yang meluas. Beberapa elemen memperparah
konflik, 2* yaitu :

L. Convetitive process
Dalam hali ini, para pihak berkompetisi satu sama lain karena mereka percaya
bahwa tujuan mereka berlawanan dan duz orang dari mereka tidak dapat menilai
secara objektif.

2. Misperceptions and bias (Salah persepsi dan bias)
Suatu konflik meningkatkan persepsi kecenderungan berubah atau menyimpang.
Orang cenderung berfikir secara konsisten dengan persepsi mereka terhadap
konflik. Oleh karena itu, mercka cenderung menginterpretasi orang dan
peristiwa. Dengan kata lain, berpikiran dengan cara demikian cenderung menjadi

stereotip dan bias,

*Joni Emirson tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pe agadilan. Gramedia
Pustaka Utama Jakarta, 2001 h, 26-28. dikutip dari Deutsch 1973, Folger, POOL dan Stutman 1993,
Hocker dan wilmoi, 1985 Telah meneliti beberapa elemen yang memperparah konflik
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3. Emotionality (Emosional)
Konflik cenderung menjadi emosional, misalnya pada pihak menjadi khawatir,
marah, dan frustasi. Oleh karena itu, emosi cenderung mendominasi pikiran, dan
para pihak dapat menjadi sangat emosional dan irasional sehingga konflik
semakin membesar.

4. Lack of communication (kurang komunikasi)
Dalam hal ini terjadi kemunduran komunikasi, dimana para pihak kurang
berkomunikasi dengan pihak yang tidak setuju dengan merekam dan lebih-lebih
dengan yang sependapat.

5. Blurred issues (Permasalahan kabur)
Dalam hal ini akar permasalahan dalam perselisihan menjadi kabur dan kurang
jelas. Para pihak tidak mengerti kapan perselisihan telah dimulai, apakah konflik
ini siap untuk disclesaikan, atay apa yang akan diselesaikan ? kekaburan
permasalahan ini disebabkan oleh permasalahan yang tidak relevan.

6. Rigid commitement (Komitmen yang kaku)
Dalam hal ini, para pihak berpendirian tetap pada posisinya, para pihak menjadi
lebih berkomitmen dengan pandangan mereka dan mereka kelihatan kehilangan
muka dan terkesan bodoh. Proses berfikir menjadi kaku, para pihak cenderung
melihat permasalahan sebagai sesuatu yang Scderhana dan tidak lebih konfleks
serta multi dimensi.

7. Magnified differences, minimized similarities (Memperbesar perbedaan,

meminimalkan persamaan)
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Pada pihak berpegang teguh pada komitmen mereka sechingga permasalahan
menjadi kabur. Mereka hanya melihat kedudukan satu sama lain sebagai oposisi
vang berlawanan, Semua faktor yang berbeda dan terpisah dari setiap pihak
semakin membesar dan menekan, sementara persamaan dan kebersamaan yang
mereka bagi menjadi lebih sederhana dan diminimalkan.
8. Escalation of the complict (Peningkatan konflik)

Konflik akan meningkat apabila para pihak bertahan dalam pandangannya,
kurang toleransi, kurang menerima pihak lain, kurang komunikasi, dan
emosional. Hasil yang diharapkan adalah bahwa par pihak berusaha menang
dengan meningkatkan komitmen pada posisi mereka, meningkatkan sumber-
sumber mereka untuk mendapatkan kemenangan, dan meningkatkan kegigihan

mereka.

B.3 Manfaat Konflik
Bahwa selain konflik mengandung keburukan, konflik ternyata ada fungsi dan

manfaatnya, 23 yaitu:

1. Konflik membuat anggota organisasi lebih sadar dalam menanggulangi
permasalahan-permasalahan.

2. Konflik menjanjikan peruabahan organisasi dan adaptasi, misalnya : prosedur,
tugas-tugas, alokasi anggaran, dan prakick organisasi lain yang menjadi
tantangan. Konflik menggambarkan adanya perhatian terhadap permasalahan-

permasalahan yang muncul akibat rasa prustasi karyawan.

2 Lewicki Roy J & David M Saunders, Jhon W Miton, Niegotiation, The Mc Graw- Hill
Company, Boston, 1999 h.17-18.
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3. Konflik menguatkan hubungan dan meningkatkan moral.

Dengan adanya konflik, karyawan suatu perusahaan akan menyadari bahwa
hubungan mereka cukup kuat. Mereka dapat melepaskan ketegangan melalui
diskusi dan pemecahan masalah.

4. Konflik meningkatkan kesadaran diri sendiri dan pihak lain. Melalui konflik,
orang akan tahu hal-hal apa yang membuat mereka marah, prustasi, dan takut,
dan juga apa yang penting bagi mereka, dan lain-lain.

5. Konflik meningkatkan perkembangan Personal. Seorang manager akan
menemukan bagaimana gaya mereka berpengaruh terhadap karyawan mereka
melalui konfik. Pekerja/karyawan dapat belajar teknik dan keahlian interpersonal,
dan mereka perlu mengembangkan diri mereka.

Dengan demikian, persepsi negatif terhadap konflik merupakan kekeliruan
karena sebenarnya konflik dapat membuat para pihak lebih dewasa dan percaya din.
Karena dalam menyclesaikan suatu konflik kita belajar mengendalikan emosi, karena
emosi merupakan faktor utama yang membuat tidak dapat berfikir dengan baik atau
jemih.

Pada dasamya setiap konflik dapat diselesaikan oleh para pihak, namun
kadang-kadang dalam prakteknya terdapat banyak faktor yang menjadikan konflik
sulit diselesatkan, Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Permasalahan pnnsif, seperti nilai, etik, atau preseden penyelesaian
permalahan.
2. Konsekuensi yang besar.

3. Saty yang menang dan yang lain kalah.

Tesis Kedudukan Harta Bersama.... Zia Ul Hak



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

32

4. Transaksi tunggal.
5. Tidak terorganisasi, tidak bersatu, kepemimpinan yang lemah.
6. Pihak ketiga tidak bersikap neteral.
7. Tidak berimbang (unbalanced)
Ketujuh faktor tersebut tidak bersifat limitatitf, karena masih banyak faktor

lain yang dapat menjadi penghalang untuk melakukan penyelesaian koinflik.

B.4 Strategi Penyelesaian Konflik

Saat ini kita mengenal manajemen didefinisikan sebagai cara-cara yang
berbeda dimana konflik dapat dikelola oleh para pihak sendiri, maksudnya bahwa
dalam hal terjadinya konflik para pihak dapat menyelesaikan sendiri. Pada umumnya
ada 5 (lima) strategi untuk menyelesaikan konflik manajemen yaitu :

1. Contendting (juga disebut kompetetif dan dominasi) adalah strategi dimana
pihak-pihak yang bekerja dengan strategi ini menjadi aspirasi mereka dan
mencoba untuk membujuk pihak lain untuk menyerah dengan ancaman,
hukuman, intimidasi, dan tindakan sepihak.

2. Yield (juga disebut akomodatif atau bersedia membantu) adatah svatu strategi
dimana salah satu pihak tidak menunjukkan perhatian atau kepentingan yang
besar dalam pencapaian hasil mereka sendini, tetapi mereka sungguh berminat
terhadap apa yang pihak lain capai. Hal ini meliputi penurunan aspirasi dimana
salah satu pihak membiarkan pihak lain menang dan memperoleh apa yang dia
inginkan. Ini tampak seperti suatu strategi yang anch tetapi memiliki

pemanfaatan pasti dalam beberapa situasi.
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3. Inaction (juga disebut penghindaran) adalah strategi dimana para pihak
melakukan strategi diam dengan menunjukkan sedikit kepentingan kepada apa
yang mereka capai dam hasil kepemilikan mereka. Ketidakgiatan (diam) senng
disamakan dengan pengambilan kembali atau pasif, pihak-pihak lebih senang
mundur, diam, atau tidak melakukan apa-apa.

4. Problem Solving (juga disebut bekerjasama atau penggabungan) adalah strategi
dimana para pihak yang menggunakan strategi ini menujukkan perhatian yang
tinggi untuk mendapatkan hasil yang mereka inginkan dan memberi perhatian
yang tinggi terhadap pihak lain. Dalam pemecahan masalah, kedua pihak harus
aktif menggunakan pendekatan yang dapat memaksimatkan kerjasama sehingga
hasilnya kedua pihak meneng.

5. Compromising yaitu kompromi yang terjadi diantara para pihak untuk
menyelesaikan konflik yang sedang mereka hadapi dengan tujuan untuk
menghasilkan solusi sama-sama menang. Strategi ini merupakan strategi yang
paling valid untuk menyelesaikan konflik.

Gentle Confrontation, tehknik ini disebut konfrontasi secara terbuka.

Persiapan yang harus dilakukan untuk menggunakan strategi ini adalah :

Kontro} emosi, menghindarni overacting.

Jangan mengeluh.

Melatih apa yang akan anda katakan.

Yakinkan dini anda dan kontrol suara, badan anda, dan ekspresi muka.

Jangan menggurui.
Dengarkan dengan baik, jangan melakukan interupsi. *°

o e T

% Peterson, Jhames G, How to Becomne a Batter Negotiator, Amerika Management Association, New
York, 1996 h, 37-38
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Setiap sebetum terjadi konflik tentunya muncul gejala-gejaia konflik. Prof.
Charles Handy, dalam bukunya yang berjudul “Understanding Organization”,
mengelompokkan gejala-gejala konflik menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Bentuk-bentuk perilaku yang tidak disadari atau tidak disengaja yang
dikaitkan dengan konflik.

2. Cara-cara yang sengaja dilakukan oleh orang-orang yang terlibat di dalam
konflik untuk menunjukkan pendirian mereka, misalnya salah satu pihak

berusaha “memenangkan pertempuran”,

C. Karakteristik Penyelesaian Sengketa ADR

ADR merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar
pengadilan (ordinary court) melalui prose negosiasi, mediasi, dan arbitrase.
Negosiasi dan mediasi merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa secara
komfromi (koopratif antar pihak) dengan tujuan pemecahan masalah bersama. Dalam
arbitrase, proses penyelesaian sengketanya disebut “metode kompromi negosiasi
bersaing” dan terdapat pihak ketiga yang putusannya bersifat final. Pada bagian i
kami uraikan secara gamblang tentang karakteristik atau metode-metode
penyelesaian sengketa-sengketa dalam ruang lingkup ADR.

Tabel 1 menggambarkan suatu rangkaian karakteristik / prosedur ADR. Bila
kita menelusuri rangkaian tersebut dari kiri kekanan, kekuatan dan kewenangan

secara gradual diberikan kepada pihak luar (pihak ketiga).”’

27 Cristhoper W Moore, Exekutive Seminar on Alternative Dispute Resolution Prosedur
{Colorado: CDR Associates. 1995) h, 4-14 Bandingkan Garrry Goodpaster {1995: h 5-10)
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Tabel §
Rangkaian Prosedur Mekanisme ADR
Pengambilan Pihak Ketiga Sebagai Fasilitator Dalam Pihak Ket'lga
Keputusan . Sebagai
Negoisasi R
Secara Atau Penyelesaian Sengketa Pengambilan
Kooperatif y g Keputusan
Bantuan Bantuan
Para pihak dalam Bantuan Bantuan yang Bantuan
tidak dibantu . tidak yang
. . membangun prosedural Substansial . :
pihak ketiga hubun mengikat mebgikat
gan (Advisory)
o Konsiliasi ¢ Konseling Cuaching/co | e Early » Arbitrase | ® Arbilrase
s Perternuan / terapi nsultation neutral yang o Met-Arb
pertukaran { » Konsiliasi process evaluation tidak
informasi Training + Minitrial mengikat
¢ Negosiasi Fasilitas o Technical | Summbry
Mediasi advisory Jury
Ombudsman board/disp triales
ute panels
* Advisory
mediation
o Fact
finding
e Settlement
confe-
rence
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Pengambilan keputusan secara koopratif merupakan prosedur dimana para

pihak berinisiatif sendiri tanpa bantuan pihak ketiga.Yang termasuk prosedur ini

antara lain adalah konsiliasi, pertemuan pertukaran informasi, dan negosiasi.

1.

28
Konsiliasi

Konsiliasi berguna untuk membangun hubungan sosial yang positif diantara para
pihak yang terlibat. Para pihak bisa saling bertemu dan membuka dialog untuk
saling mengenal, membangun persepsi yang positif, meningkatkan rasa saling
percaya, dan menawarkan saling keterbukaan.

Perternuan Pertukaran Informasi (Information exchange meeting). Para pihak
bertemu untuk saling bertukar data dan mengemukakan persepsi dari masing-
masing masalah, kepentingan, posisi, dan motivasi dalam wusaha untuk

meminimalkan konflik.

. Negosiasi

Negosiasi merupakan cara dimana para pihak secara sukarela bergabung dalam
suatu hubungan yang bersifat sementara untuk saling memberikan keterangan
tentang kebutuhan dan kepentingannya masing-masing.

Terdapat kemungkinan bahwa para pthak tidak mencapai kesepakatan karena

berbagai keterbatasan untuk menyelesaikan sengketa secara kooperatif atau juga

karena kurangnya pengetahuan prosedur penyelesaian sengketa. Untuk mengatasi

masalah tersebut diperlukan bantuan pihak ketiga yang netral dan tidak berpihak

untuk mencapai kesepakatan yang sesuai dengan keinginan para pihak. Peranan

2 Suyut Margono, ADR & Arbitrase- Proses Pelembagaan dan Aspek hukum Ghalia

Indonesia Bogor, 2000, h 45
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pihak ketiga dapat berupa bantuan dalam membangun hubungan, bantuan prosedural,
dan bantuan substansial.

Bantuan ini dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Konseling dan Terapi
Proses ini diorientasikan untuk menolong para pihak dalam mengatasi
permasalahan psikologis yang menghalangi hubungan diantara mereka.

2. Konsiliasi
Prosedur ini bertwjuan untuk membangun komunikasi, meluruskan salah
persepsi, mengatasi emosi, dan membangun kepercayaan yang diperlukan dalam
pemecahan masalah secara koopratif.”

Para pihak yang bersengketa terkadang membutuhkan bantuan pihak ketiga
karena mereka tidak saling mengenal atau pihak lain yang mungkin terlibat belum
dapat diketahui, tidak ada tempat yang disetujui untuk negosiasi, dan menegangnya
hubungan dengan para pihak sehingga diskusi yang rasional sulit dicapai. Bantuan
prosedural yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut antara lain
sebagai berikut :

1. Coaching or Consultation Process
Pihak ketiga memberikan pendapatnya tentang proses atau prosedur penyelesaian
yang dapat membangun komunikasi, memulai negosiasi, mengenal kepentingan,

menghasilkan piliban-pilihan dalam membuat penawaran dan sebagainya.

# Ibid., h. 46
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2. Pelatihan (training)
Pihak ketiga memberikan latihan kepada salah satu atau para pihak yang
bersengketa tentang negosiasi yang efektif atau prosedur penyelesaian masalah
yang dapat menguntungkan semua pihak.
3. Fasilitas
Proses ini merupakan bantuan dari individu yang tidak memihak berkenaan
dengan persoalan yang sedang dipecahkan.
4. Mediasi
Prosedur mediasi digunakan karena dibutuhkannya pihak ketiga y.ang netral
dalam suatu negosiasi. Mediasi tidak berwenang untuk memutuskan sengketa,
peranannya hanya membnantu secara sukarela untuk mencapai kesepakatan yang
saling menguntungkan.
5. Ombusd Assisstance / Ombudsmand
Ombudsmand adalah pihak independen yang bertugas mempasilitasi sengketa
antara para pihak. Hasil kerja dan penelitiannya hanya berupa rekomendasi
terhadap putusan yang akan diambil. Rekomendasinya tidak mengikat pihak-
pihak yang bersengketa. |
Bantuan substansial diberikan karena banyak sengketa yang tidak dapat
ditangani akibat adanya halangan mengenai data / informasi. Halangan tersebut
disebabkan kurangnya informasi dan perbedaan pandangan tentang hal-hal yang
relevan dengan persoalan yang disengketakan. Bantuan substansial dapat berupa

bantuan yang disebabkan pihak ketiga untuk merancang dan memfasilitasi sebuah
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prosedur sehingga dapat dieksplorasi bagi para pihak. Secara umum bantuan

substansial meliputi sebagai berikut :*°

1.

Early neutral evaluation (evaluasi oleh pihak ketiga netral)

Proses dari pihak ketiga ini bertujuan untuk memberikan kepada para pihak yang
bersengketa suatu penilaian yang terjadi jika sengketa diselesaiakan lewan badan
peradilan, Proses imi dimaksudkan agar para pihak menyelesaikan sengketanya
secara damai.

Minitrial (perad_i‘lan mini})

Peradilan mini dilaksanakan secara singkat dengan tidak melibatkan lembaga
formal dan putusannya tidak mengikat.

Teachnical Advisory Board / Dispute Panel

Dalam proses ini, pihak ketiga yang neteral memberikan pandangannya mengenai
sengketa serta memberikan saran atas perbedaan persepsi dan salah informasi
untuk mendamaikan perbedaan.

Advisory Mediation (mediasi)

Mekanisme ini hanya merupakan variasi dari proses mediasi yang sudah ada. Hal
ini dilakukan jika para pihak menemui deadlock atas penyelesaian sengketanya,
dimana mediator akan memberikan pendapat dan rekomendasi terhadap sengketa

agar dapat terselesaikan.

. Pact finding (pencari fakta)

Pencarni fakta adalah pihak neteral yang ditunjuk oleh para pihak yang

bersengketa untuk menyelidiki pokok-pokok masalah dalam sengketa. Dengan

* Ibid., h.47
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adanya pencari fakta diharapkan dapat membantu penyelesaian sengketa melalui

negosiasi atau proses penyelesaiaan lainnya.

6. Settlement conference

Settlement conference adalah proses yang similar dengan mediasi, dimana pihak
ketiganya lebih mempunyai wewenang untuk memfasilitasi penyelesaian
sengketa. Mediator dalam proses ini biasanya adalah seorang Jowyer yang
memiliki integritas yang baik.

Pemberian bantuan oleh pihak ketiga pengambil keputusan dibagi dalam 2

(dua) bagian, yaitu bantuan yang tidak mengikat dan bantuan yang mengikat.

l.

Bantuan yang tidak mengikat (Advision)
Cara ini dapat dinamakan proses penyelesaian sengketa adjudikasi semu / quasi
yudisial / quasi adjudicatory. Tujuan proses ini adalah memberikan rekomendasi
yang tidak mengikat kepada para pihak (yang dapat mereka terima atau tolak).
Proses penyelesaian sengketanya dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut :*'
a. Arbitrase yang tidak mengikat
Dalam proses ini para pihak saling mempresentasikan argumen atas persoalan
yang terjadi. Arbiter memberikan suatu advise dalam bentuk pemecéhan
masalah yang tidak mengikat atau berdasarkan kesepakatan para pihak.
b. Summary Jury trial (pemeriksaan juri secara sumir)
Proses ini biasanya lebih formal karena dilakukan dalam proses litigasi dan

pihak ketiga yang ditunjuk adalah juri yang ditunjuk cleh hakim.

2. Bantuan Yang Mengikat

31 Ibid., h 48

Kedudukan Harta Bersama.... Zia Ul Hak



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

41

Tentang mekanisme ini masih trerdapat pertentangan, apakah termasuk prosedur
ADR atau tidak karena di dalamnya terdapat adjudikator / arbiter yang
berwenang memutus sengketa dengan keputusan yang mengikat. Proses
penyelesaian sengketanya dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut :
a. Arbitrase
Arbitrase adalah penyelesaian sengketa secara formal berdasarkan
kesepakatan para pihak, dimana arbiter mempunayi wewenang memfasilitasi
dan memutuskan sengketa melalui keputusan yang mengikat.
b. Med-Arb
Dalam prosedur ini pemecahan masalah terlebih dahulu dilakukan dengan
cara mediasi. Bila mediasi tidak berhasil, penyelesaian sengketa arbitrase
dapat dilakukan. Mediator dan arbiter dalam prosedur ini adalah dua orang

yang berbeda.

D. Dasar Peraturan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Sebagaimana kita ketahui, penyelesaian masalah melalui lembaga-lembaga
Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alfernatif Dispute Resolution / ADR) secara tak
langsung sudah berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia, seperti
negoisasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, walaupun tidak persis sama dengan apa
yang dilakukan di Australia atau di Amerika yang sudah melembaga. Lembaga-
lembaga ini perlu dikembangkan untuk membantu atau setidak-tidaknya mengurangi
beban pengadilan dalam menyelesaikan perkara-perkara (perdata/bisnis) yang makin

lama makin menumpuk dan bahkan tidak terselesaikan.
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Selain itu, mengingat Indonesia telah turut serta secara aktif, baik dalam
lingkup regional dengan mendukung terwujudnya AFTA (ASEAN Free Trade Area)
dan APEC (4sia Pacific Economic Cooperation) maupun dalam lingkup global
dengan telah dilkeluarkannya UU No. 7 tahun 1994 tentang pengesahan Agreement
of Establishing World Trade Organization (WTQ), maka mau tak mau perlu
diciptakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien.
Dengan kata lan alternatif penyelesaian sengketa khusus bisnis merupakan kebutuhan
yang mendesak, mengingat intensitas hubungan bisnis dan investasi makin ramai dan
konflik atau sengketa bisnis semakin sering terjadi.

Dengan demikian lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan
mendapat dasar hukum yang kuat dan aturan main perlu diberlakukan dan
dimantapkan agar tidak terdapat Kketimpangan dalam prakteknya. Untuk
memantapkan eksisitensi lembaga ini, perlu kita kaji bagaimana kedudukan
Penyelesaian Sengketa Alternatif menurut hukum positif dan peraturan-peraturan
yang ada, yang akan dibahas pada ulasan berikut.

Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa (APS) mengartikan APS sebagai lembaga penyelesaian
sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni
penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsolidasi, atau
penilaian ahli (Ps. 1 angka 10).

Dengan demikian dapat dismpulkan bahwa ADR / APS adalah suatu proses

penyelesaian sengketa dimana para pthak yang bersengketa dapat membantu atau
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dilibatkan dalam menyelesaikan persengketaan tersebut atau melibatkan pihak ketiga

yang bersifat netral. 2

D.1. Dasar Hukum Pembentukan UU Sengketa Alternatif.

Pancasila sebagai dasar filosofi kehidupan bermasyarakat Indonesia, telah
mengisyaratkan bahwa atas penyelesaian sengketa melalui musywarah untuk
mufakat lebih diutamakan, seperti tersirat juga dalam Undang-Undang Dasar 1945.
selain itu, sumber hukum tertulis lain yang mengatur alternatif penyelesian sengketa
selama ini, khususnya arbitrase dapat ditemui di dlam Reglement of de Burigelijke
Rechtvordering (RV). Ketentuan ini tetap berlaku sebelum ada peraturan baru, karena
Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 memungkinkan ketentuan-
ketentuan ini tetap berlaku setelah kemerdekaan Indonesia. Hanya saja, RV ini akan
dianggap sebagai pedoman. Ketentuan RV yang berqasal dari abad ke-19 selama ini
berlaku tanpa mengalami peruabahan sehingga tidak dapat mengikuti perkembangan
yang terus terjadi selama ini. salah satu kekurangan dalam peraturan arbitrase ini
adalah tidak diaturnya aspek-aspek internasional dari arbitrase, padahal hubungan-
hubungan perdagangan internasional semakin berkembang dengan berbagai klaﬁsula
arbitrasenya yang kini telah menjadi peristiwa sehari-hari. Untuk menjembatani
kekurangan dari RV tersebut saat ini Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi
internasional yang berkaitan dengan arbitrase internasional, seperti Konvensi
Washington dengan Undang-undang No. 5 tahun 1968, Konvensi New York

diratifikasi dengan Kepres No. 34 tahin 1981.

*2 Jhoni Emerson Alternative Penyelesaian Sengketa di kutip dalam bukunya Jacquline M.
Nolan -Haley, Alternative dispute Resolution, West Publishing Company, 1991
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Pada dasamya, keberadaan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah diakui
sejak tahun 1970, yaitu datam Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman. Penjelasan pasal 3 Undang-undang ini menyatakan,
“Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui
wasit (arbitrase), fetap diperbolehkan”, selain itu pasal 14 ayat 2 UU ini juga
menyatakan bahwa, “Ketentuan dalam ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk
usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian’.

Untuk mewujudkan ketentuanpasala 3 dan 14 UU No. 14 tahun 1970, pada
tahun 1977 telah didirikan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), atas
prakarsa Kamar Dagang dan Industri (KADIN). BANI memiliki peraturan prosedur
arbitrase sendiri dan menyediakan suatu panel arbitrase. Sedangkan dasar hukum
negosiasi, mediasi dan konsiliasi saat itu belum ada ketentuan perundang-
undanganya yang secara tegas mengaturnya, hanya saja dalam dunia bisnis, praktek
ADR bertumpu pada ETIKA BISNIS, karena penyelesaian alternatif ini bukan badan
peradilan resmi (ordinary courf)yang memiliki kewenangan memaksa. ADR hanya
merupakan lembaga swadaya yang berkedudukan sebagai ekstra judisial **

Sebagaimana dijelaskan di atas, secara yuridis keberadaan Penyelesaian
Sengketa Alternatif diakui sehingga ada peluang untuk menyelesaikan sengketa atau
konflik di luar pengadilan khusus kasus perdata atau bisnis. Akan tetapi yang perlu
segera dilaksanakan adalah aturan mainnya (ride of play) atau Undang-undang
tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut. Aturan yang lama, seperti RV

dirasa tidak cocok untuk saat ini. apalagi aturan main tentang negosiasi dan mediasi,

¥ M. Yahya Harahap, dik, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, BPHN, Jakarta, 1996
ho
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walaupan KUH Perdata menganut asas kebebasan berkontrak, itikad baik, persamaan
di depan hukum, dan lain-lain, yang semua hanya dari aspek materil, tetapi aspek
formil perlu diwujudkan mekanisme atau aturan mainnya. Penyusunan Undang-
undang ini sudah dimulai beberapa tahun yang lalu oleh proyek ELIPS, yaitu
Rancangan Undang-Undang tentang Arbitrase.

Untuk mengantisipast perkembangan tersebut telah diterbitkan UU No. 30
tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, hanya sayangnya
Undang-undang ini tidak mengatur secara rinci dan tegas tentang bentuk-bentuk
alternatif penyelesalan sengketa kecuali mengenai arbitrase. UU ini sebenarnya lebih
cocok di sebut UU tentang Arbitrase, karena UU ini hanya mengatur keberadaan
lembaga arbitrase dan mekanisme proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase,
sedangkan lembaga lain tidak.

UU No. 30 tahun 1999 mengatur Penyelesaian Sengketa atau beda pendapat
antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang secara tegas
menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang
mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara

arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

D.2. Penggunaan ADR dalam Masyarakat Indonesia

Istilah Alternatif Penyelesaikan Sengketa (ADR) relatif baru dikenal di
negara kita. Sedangkan dasar hukum negosiasi, mediasi, dan konsiliasi belum
memiliki ketentuan per undang-undangnnya yang secara tegas mengaturnya, hanya

saja di dalam dunia bisnis, praktek ADR bertumpu pada ETIKA BISNIS Indonesta,
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khususnya negosiasi, mediasi, dan arbitrase, padahal pola penyelesaian seperti ini
bisa di lakukan di daerah-daerah pedesaan di Indonesia berdasarkan Hukum Adat.

Hukum adat di Indonesia sudah biasa dilakukan cleh warga pedesaan untuk
menyelesaikan suatu perselisihan, Hanya saja istilah yang digunakan berbeda. Istilah
yang dikenal dalam hukum adat tersebut adalah musyawarah untuk mufakat, yang
pada hakekatnya sama dengan melakukan negosiasi, mediasi, dan arbitrase.
Misalnya, Kepala Desa atau Pemuka Adat setempat yang diminatai atau ditugaskan
untuk mcnyelesz}ikan sengketa yang timbul dalam masyarakat, baik perselisihan di
bidang pertanahan, hutang piutang, perkawinan, warisan, dan sebaginya.
Penyelesaian masalah tersebut dilakukan secara musyawarah dengan ditengahi oleh
Kepala Desa atau Pemuka Adat. Penyelesaian sengketa tersebut di dasarkan pada
hukum adat setempat dan itikad baik dari para pihak dan penengah.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dalam satu dekade, sudah cukup
banyak menyelesaikan sengketa (sebagian besar sengketa bisnis), walaupun sebagian
besar infestor asing masih meragukan keberadaan BANI tersebut. Bila kita pelajan
kontrak-kontrak investasi asing, yaitu kerjasama antara perusahaan asing dan
perusahaan swasta nasional, perusahaan-perusahaan tersebut selalu menggunakan
Arbitrase Internasional. Contoh-contoh perjanjian yang telah diselesaikan melalui
penyelesaian sengketa melalui BAN I** adalah seperti:

1) Perjanjian pinjam meminjam antara suatu perusahaan di Swiss kepada

peminjamnya perusahaan di Indonesia.

™ Felik OS dan fatma jatim, Arbitrase di Indonesia Beberapa Contoh Kasus dan Pelaksanaan dalam
Praktek, dalam felik OS(edt), Arbitrase di Indonesia Glalia Indonesia, Jakarta, 1995 h 82-92

Kedudukan Harta Bersama.... Zia Ul Hak



Tesis

2)

3)

4)

5)

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

47

Dalam transaksi di bidang minyak dan gas bumi dapat di jumpai beberapa
macam klausula yang menyatakan penyelesaian sengketa melaiui BANI.
Perjanjian antara PT. Telkom dan salah satu perusahaan swasta.

Kasus-kasus lingkungan, seperti : Kasus Tapak-Semarang Barat, Sungai Siak
Riau, Tembok Dukuh Surabaya, Sungai Sambong Pekalongan, dan Sibalec-
Sleman, daerah Istimewa Yogyakarat (1991 — 1994).

Dan lain-lain.

E. Kelebihan Proses Sengketa Melalui ADR

Diantara bentuk Penyelesaian Sengketa Alternatif di atas, negosiasi, mediasi,

dan arbitrase lebih banyak digunakan oleh para usahawan (dunia bisnis} Indonesia

untuk menyelesaikan perselisihan, karena yang dituntut oleh dunia bisnis adalah

penyelesaian yang bersifat sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, sclama ini,

penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui litigasi sangat lambat, biaya mabhal,

tidak responsif, keputusannya tidak menyelesaikan masatah, dan kemampuan hakim

pun bersifat generalis. Oleh karena itu, penyelesaian alternatif ini perlu

dikembangkan dan dimantapkan, supaya semua perkara tidak harus disclesaikan

lewat pengadilan. Untuk lebih jelasnya dapat kita ambit perbandingan keunggulan

mediasi, arbitrase dan litigasi pada tabel 2 di halaman berikut ini.
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Tabel 2
Perbandingan Keunggulan Mediasi
Arbitrase dengan Litigasi
SEGI PROSES MEDIASI ARBITRASE LITIGASI

Yang megatur Para pihak parties | Arbitrator Hakim
proses
Prosedur Infromal Agak formal, Formalistik teknis

sesuai dengan

peraturan
Jangka waktu Segera Agak cepat Lama, lambat

(3-6 minggun) (3-6 bulan) (5-12 tahun)

Biaya Sangat murah Terkadang sangat i sangat mahal

sangat mahal
Aturan Tidak perlu Agak informal dan | Sangat formal dan
Pembuktian tidak teknis teknis
Publikasi Konfidensi dan Konfidensial dan | Terbuka untuk

pribadi pribadi umum

Hubungan para Koopratif menye- | Bermusuhan Bermusuhan
pihak lesaikan sengketa
Fokus Menuju ke depan | Masalah masa lalu | Masalah lalu
penyelecaian
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Cara negosiasi Kompromis Sama keras pada | Sama keras paaa
prinsip hukum prinsip
Komunikasi Memperbaiki yang | Menghadapi jalan | Menghadapi jalan
sudah lalu buntu buntu
Hasil yang Sama-sama Kalah-menang Kalah-menang
dicapai menang
Pemenuhan Dengan sukarela | Selalu ditolak Ditolak dan mencari
dan sénang hati mengajukan dalih
oposisi
Suasana emosi Bebas emosi Emosional Emosi bergejolak.

Sumber : M. Yahya Harahap, 1996
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BAB III

URGENSI ADR SEBAGAI PILTHAN PENYELESAIAN SENGKETA

A. Bentuk-Bentuk Alternatip Penyelesaian Sengketa

Bentuk alternatif penyelesaian adalah mediation, conciliation, disputes
prevention, binding opinion, valuation apprasial, special matters, matters,
ombudsmen, minitral, private jugdes, summary jury trial, quality arbitration atau
arbitration””. Namun, saat ini bentuk alternatif penyelesaian sengketa (ADR) yang
paling umum dilakukan adalah :
1. Negoisasi
2. Mediasi
3. Konsiliasi
4. Arbitrase

Keempat bentuk penyelesaian sengketa di atas dilakukan di iuar pengadilan.
Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya, tergantung yang mana yang
lebih disukai atau dianggap cocok oleh para pihak untuk menyelesaikan
permasalahan yang sedang mereka hadapi.
Perbedaan keempat bentuk alternatif penyelesaian sengketa di atas dapat dilihat pada
Tabel dihalaman berikut.

Dari tabel tersebut dapat kita ketahui bagaimana karakteristik, daya mengikat

dan hasil akhir dari masing-masing pola alternatif penyelesaian sengketa tersebut.

% H Priyana Abdurrosyid, Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional di Luar
Pengadilan Semarang, 1996, hal.12.

50
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Tabel 3
Primary Dispute Resulution Processes
Karekterisik Adjudikasi Arbitrase Mediasi Negosiasi
Sukarela /| Tidak sukarela Sukarela Sukarela Sukarela
tidak sukarela
Yang Hakim Arbiter Para pihak Para pihak
memutus
Mengikat /| Mengikat dan ada | Mengikat . dan | Mengikat Sama
tidak kemungkinan dapat diuji | apabila terjadi ; dengan
mengikat banding (review)  untuk | kesepakatan mediasi
hal yang singkat | enforcable
terbatas sebagai
kontrak
Pihak ketiga | Pihak ketiga | Dipilth oleh para | Dipilih Tidak ada
ditetapkan  dan | pihak dan | sebagai pihak
pada umumnya | biasanya fasilitator dan | ketiga
tidak  memiliki | memiliki biasanya ahli
keahlihan tertentu | keahlithan di | di bidang
pada obyek yang | bidang objek | objek  yang
dipersengketakan | yang disengketakan
dipersengketakan
(pengambil
keputusan}
Aturan Teknis Informal Tidak ada Tidak ada
pembuktian
Proses Kesempatan Sama dengan | Presentasi Sama
karakter masing—masing adjudikasi bukti-bukti dengan
pihak argumen, dan | mediasi
menyampaikan kepentingan-
bukti argumen kepentingan
QOutcome Principled Kadang - sama | Kesepakatan | Sama
decision yang | dengan yang diterima | dengan
didukung  oleh | adjudikasi  dan | kedua  belah | mediasi
pendapat  yang | kadang pihak
objektif kompromi tanpa
(reasoned ada opini
opinion)
Private /| Public (terbuka | Tidak terbuka | Private Private
public untuk umum) untuk umum
(privat)
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Dari tabel tersebut dapat kita ketahui bagaimana karakteristik, daya mengikat

dan hasil akhir dari masing-masing pola alternatif penyelesaian sengketa tersebut

Tabel 4

Hybrid Dispute Resolution Processes

Karakteristik | Neutral Mini Trial Ombudsman | Summary
Fact Jury Trial
Finding
Sukarela / | Sukarela dan | Sukarela Sukarela Tidak sukarela
tidak sukarela | tidak
sukarela
Mengikat /i Tidak Bila terjadi | Tidak Tidak
tidak mengikat. kesepakatan mengikat mengikat
mengikat tetapi enforcable  sebagai
akibatnya kontrak
dapat
diterima i
Pihak ketiga | Third-party | Party-selected neutral | Third-party | Mock jury
neutral advisor selected by | impaneled by
dengan institution court
keahlihan
menguasai
masalah
Aturan Informal Less  formal  than | Informal Less  formal
pembuktian adjudication; prosedur than
perundingan dilakukan adjudication
oleh para pihak
Proses Investigatory ; Kesepakatan dan | Investigatory | Kesepakatan
karakter kebertanggungjawaban tiap pihak
untuk menyampaikan untuk
ringkasan bukti dan menyampaikan
argumen ringkasan
bukti dan
argumen
Outcome Laporan atau | Saling menerima dan ; Laporan Putusan
kesaksian mencari kesempatan petunjuk
Private /| Private Private Private Public
Public
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Keputusan untuk menggunakan metode ADR tergantung pada kebijaksanaan

para pihak, hanya saja paling tidak memerlukan dua pertimbangan, yaitu bahwa

prosedur ADR lebih tepat guna daripada prosedur hukum biasa dan perlu ditentukan

mana yang paling tepat untuk jenis sengketa yang dihadapi.

1.

Beberapa besar kekuatan relatif yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat, dan
bagaimana pentingnya persengketaan ini bagi setiap pihak ?

Memperhitungkan kekuatan relatif dan komitmen dari tiap pihak, apabila
persengketaan ini terus berlangsung sampai sekarang.

Dengan mempertimbangkan kekuatan relatif dan komitmen yang diberikan oleh
satu pihak, jika persengketaan terscbut terus berlangsung sampai sekarang.
Dengan mempertimbangkan perkiraan atau ramalan anda dalam pertanyaan
nomor 2 dan 3, berapa besar keuntungan / biaya potensial dari prosedur yang
diterapkan.

Apakah penggunaan prosedur yang diterapkan sekarang sudah dicarikan
pembenarannya (dijustifikasi)?

Mekanisme alternatif penyelesaian sengketa mana yang paling sesuai untuk
menangani persengketaan ini 7

Dari beberapa pernyataan di atas kita dapat melakukan kualifikasi atau

pengkotakan permasalahan-permasalahan (fakta-fakta) yang kita hadapi, sehingga

antara pola penyelesaian yang dipilih dan permasalahan yang dihadapi cocok dan

BATNA tercapai.
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A.l. Bentuk Penyelesaian Sengeketa Melalui Negoisasi

Negosiasi adalah fact of life atau keseharian. Setiap orang yang melakukan
negosiasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti mitra dagang dan kuasa hukum salah
satu puhak yang bersengketa. Negosiasi adalah basic of means untuk mendapatkan
apa yang diinginkan dari orang lain.

Negosiasi merupakan komunikasi 2 arah yang dirancang untuk mencapai
kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama
maupun yang berbeda. Nogosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang
bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaian tanpa keterlibatan pihak ketiga
penengah, baik yang tidak berwenang mengambil keputusan (mediasi} maupun yang

berwenang (arbitrase dan letigasi).

Teknik Negosiasi

Secara umum terdapat beberapa teknik negosiasi yang dikenal masyarakat :

1. Teknik negosiasi kompetitif,

2. Teknik negosiasi kooperatif,

3. Teknik negosiasi lunak,

4. Teknik negosiasi keras,

5. Teknik negosiasi interest based.’"
Teknik Negosiasi Kompetitif

Teknik negosiasi kompetitif diistilahkan sebagai negosiasi yang bersifat
alot. Unsur-unsur yang menjadi ciri negosiasi kompetitif adalah sebagai berikut :

1. Mengajukan permintaan awal yang tinggi diawal negoasiasi.

5! Rogger Fisher and William Ury, Getting fo Yes : Negotiating an Agreememt Without
Giving In (Landon : Bussiness Book, Ltd. 1291)
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2. Menjaga tuntutan agar tetap tinggi sepanjang proses negosiasi dilangsungkan
(maitaining high level of demands).

3. Konsesi yang diberikan sangat langkah atau terbatas.

4. Secara psikologis, perunding yang menggunakan teknik ini menganggap
perunding lain sebagai musuh atau lawan.

5. Menggunakan cara-cara yang berlebihan atau melemparkan tuduhan-tuduhan
dengan tujuan menciptakan ketegangan dan tekanan terhadap pihak lawan.

Penggunaan teknik ini biasanya diterapkan karena negosiasi tidak memiliki

data-data yang baik dan akurat.

Teknik Negosiasi Kooperatif

Teknik negosiasi kooperatif menganggap pihak negosiator lawan (opposing
party) bukan sebagai musuh, melainkan sebagat mitra kerja untuk mencan commond
ground. Para pihak berkomunikasi untuk menjajaki kepentingan, nilai-nilai bersama,
dan bekerja sama. Hal yang dituju oleh seorang negosiator adalah penyelesaian
sengketa yang adil berdasarkan analisis yang objektif dan atas fakta hukum yang

jelas.

Teknik Negosiasi Lunak dan Keras

Teknik negosiasi lunak menempatkan pentingnya hubungan baik antar
pihak. Teknik ini menekankan pada corak negosiasi yang mengandung resiko
lahirnya kesepakatan yang bersifat semu serta menghilangkan pola "menang—kalah”.
Penggunaan teknik ini mengandung resiko manakala perunding lunak menghadapi

seseorang yang menggunakan teknik keras (hard). Perunding keras dalam

Kedudukan Harta Bersama.... Zia Ul Hak



Tesis

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

56

menghadapi perunding-perunding lunak bersifat sangat dominan. Perunding keras di
satu pihak akan berusaha memberikan konsesi dan menggunakan ancaman. Di
pihak lain, perunding lunak akan memberikan konsensi untuk sekedar mencegah
konfrontasi dan bersikeras untuk mencapai kesepakatan. Proses negosiasi seperti ini
akan menguntungkan pihak perunding yang bersifat keras serta menghasilkan
kesepakatan yang berpola menang atau kalah.

Tabel 5
Perbedaan antara Teknik Negosiasi Lunak dan Keras

Soft (Lunak) Hard (Keras)
1. Negosiator adalah teran 1. Negosiator dipandang sebagai
musuh / lawan
2. Tujuan perundingan adalah | 2.  Tujuan untuk kemenangan
kesepakatan.
3. Memberi konsensi untuk menjaga | 3. Menuntuk konsesi scbagai
hubungan baik prasyarat dari pembinaan hubungan
4. Mempercayai perunding lawan 4, Keras terhadap orang maupun
masalah
5. Mudah mengubah posisi 5. Tidak percaya perunding lawan
dan memperkuat posisi
6. Mengemukakan tawaran 6. Membuat ancaman
7. Mengalah untuk mencapai | 7. Menuntuk  perolehan  sepihak
kescpakatan sebagai harga kesepakatan (win-
lose)
8. Mencari satu jawaban yang dapat | 8.  Mencari satu jawaban yang harus
diterima secara menyenangkan oleh diterima perunding lawan
pihak lawan
9. Bersikeras terhadap perlunya | 9.  Bersikeras terhadap posisi
kesepakatan
10. Mencegah untuk berlomba | 10. Sedapat mungkin memenangkan
kehendak (contest of will) keinginan
i1. Menerima untuk ditekan 11. Menerapkan tekanan

Teknik Negosiasi Interest Based

Sebagar tanggapan

atas kategori keras

lunak, Harvard Project

mengembangkan teknik yang disebut inferest based negotiation atau principled

negotiation. Teknik ini merupakan jalan tengah yang ditawarkan atas pertentangan
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teknik keras-lunak. Teknik ini dipilih karena pemilihan teknik keras berpotensi
menemui kebuntuan (dead lock) dalam negosiasi, terlebih apabila bertemu dengan
sesama perunding yang bersifat keras, sedangkan perunding lunak berpotensi
sebagai pecundang (Joser). Potensi resiko lain adalah kesepakatan yang dicapai (bila
ada) bersifat semu sehingga sangat mungkin salah satu pihak di kemudian hari
menyadai ketidakwajaran dalam proses negosiasi dan tidak mau melaksanakan
perjanjian yang telah disepakati.

Tekni!( negosiasi interest based memiliki 4 komponen dasar, yaitu people
(orang), interest (kepentingan), option/ solution dan objective critteria. Keempat
komponen tersebut diistilahkan dengan PIOC. Komponen tersebut dapat diuraikan
sebagai berikut :

1. Komponen orang, komponen ini dibagi menjadi 3 landasan : (1) pisahkan antara
orang dan masalah, (2) konsentrasi serangan pada masalah bukan orangnya, dan
(3) para pihak harus menempatkan diri sebagai mitra kerja.

2. Komponen interest memfokuskan pada kepentingan mempertahankan posisi.

3. Komponen option  bermaksud : (1) memperbesar bagian sebelum dibagi
dengan memperbanyak pilihan-pilthan kesepakatan / solusi yang _
mencerminkan kepentingan bersama, (2) jangan terpaku pada satu jawaban, dan
(3) menghindari pola pikir bahwa pemecahan problem mereka adalah urusan

mereka.,

4. Komponen kriteria mencakup: (1) kesepakatan kriteria, standart obyektif, dan

independen pemecahan masalah, (2) bernilai pasar (marker value), (3)
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precedent, (&) scientific judgement, (S) standar profesi, (6) bersandar hukum,
dan (7) kebiasaan dalam masyarakat.
Teknik ini merupakan dinamika penyelesaian sengketa yang dapat
digambarkan sebagai berikut.>

Gambar 2
Teknik Negosiasi Interest Based
Ke

o (" reoviem )
= / N\

Teknik ini menggambarkan bahwa negosiasi dilakukan dari strategi

menang kalah ke position bargaining.
Tahap-Tahap Dalam Proses Negosiasi

Howard Raiffa dalam pengamatannya membagi tahap-tahap negosiasi
menjadi: (1) Tahap persiapan, (2) tahap tawaran awal (Oppening gambif), (3) tahap

pemberian konsesi, dan (4) tahap akhir permainan {(end play). 33

Tahap Persiapan

Dalam mempersiapkan perundingan, hal pertama yang dipersiapkan adalah
apa yang kita butuhkan / inginkan. Dengan kata lain, kenali dulu kepentingan kita
sebelum mengenali kepentingan orang lain. Tahap ini sering diistilahkan know

vourself. Dalam tahap persiapan kita juga perlu menelusuri berbagai alternatif

2 Gambar disadur dari Christoper W. Moore, Environmental Negotiation and Facilation,
{Colerado:CDR Associates, 1995), p.10

3 Howard Raiffa, The Art and Science of Negotiation (Massachusetts : Harward University
Press, 1982), p. 119-130.
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lainnya apabila alternatif terbaik atau maksimal tidak tercapai atau discbut BATNA
(best alternative to a negotiated agreement).

Hal kedua adalah know your adversaries. Kita perlu memperkirakan tentang
kepentingan dan kebutuhan alternatif mereka / orang lain. Tindakan kita selanjutnya
adalah merencanakan hal vang berkaitan dengan negotiating conventions, seperti
strategi tentang seberapa terbukanya informasi yang harus/ dapat kita berikan dan
seberapa jauh kita harus mempercayai perunding lawan. Dalam tahap persiapan yang
harus menentukan hal-hal yang bersifat Jogistics, seperti siapa yang harus bertindak
sebagai perunding, perlukah menyewa perunding yang memiliki ketrampilan khusus,
dan dimana perundingan harus dilakukan. Apabila  perundingan bersifat
internasional, bahasa apa yang akan digunakan serta siapa yang bertanggung jawab
menyediakan penerjemah.

Raiffa menyarankan agar dalam tahap perencanaan ini juga dilakukan
simulasi (simulated role playing). Simulasi bermanfaat dalam mempersiapkan

strategi negosiasi.

Tahap Tawaran Awal (Opening Gambit)

Dalam tahap ini biasanya seorang perunding mempersiapkan strategi
tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernyataan siapakah yang harus teriebih
dahulu menyampaikan tawaran. Apabila kita menyampaikan tawaran awal dan
perunding lawan tidak siap (if/ prepared), terdapat kemungkinan tawaran pembuka
kita mempengaruhi persepsi tentang reservation price dari perunding lawan. Dalam

tahap ini disarankan kita mengunci diri dan merasa “buntu” terhadap tawaran
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perunding lawan yang sifatnya ekstrem. Strategi yang baik bila menghadapi tawaran
eksterm adalah menghentikan negosiasi sampai mereka memodifikasi tawaran atau
segera melakukan kontra tawaran (counter offer) dengan mengajukan tawaran yang
kita miliki. Apabila terdapat dua tawaran yang diajukan dalam perundingan, biasanya
midpoint (titik diantara dua tawaran) merupakan solusi atau kesepakatan. Agar
tercapai posisi yang memnuaskan, sebelum mid point dijadikan kesepakatan

hendaknya kita bandingkan dengan level aspiration atau BATNA kita.

Tahap Pemberian Konsesi (The Negotiuted Dance)

Konsepsi yang harus dikemukakan tergantung pada konteks negosiasi dan
konsesi yang diberikan perunding lawan. Dalam tahap ini seorang perunding harus
dengan tepat melakukan kalkulasi tentang agresifitas serta harus bersikap
manupulatif. Agresifitas kita sangat tergantung atas berbagai faktor, seperti seberapa
jauh kita menjaga hubungan baik dengan perunding lawan, empati kita terhadap
hubungan lawan, dan fairness. Yang lebih penting adalah kemampuan negosiator
memainkan peran dalam konsesi dan menjaga penawaran sampai pada tingkat yang

diinginkan (menjaga BATNA yang telah kita siapkan).

Tahap Akhir Permainan (End };Iay)

Tahap akhir permainan adalah pembuatan komitmen atau pembatalan
komitmen yang telah dinyatakan sebelumnya.

Negosiasi dapat berlangsung secara efektif dan mencapai kesepakatan yang
bersifat stabil apabila terdapat berbagai kondisi yang mempengaruhinya, meliputi

hal-hal sebagai berikut :
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1. Pihak-pihak bersedia bernegosiasi secara sukarela berdasarkan kesadaran penuh
(willingness).

2. Pihak-pihak siap melakukan negosiasi (preparedness).

3. Mempunyai wewenang mengambil keputusan (authoritative).

4. Memuliki kekuatan vang relatif seimbang sehingga dapat menciptakan saling
ketergantungan (relative equal bargaining power).

5. Mempunyai kemauan menyelesaikan masalah.

Kita tunjukkan BATNA yang kita ‘miliki, dengan BATNA, kita dapat
berguman datam hati bahwa saya tidak ada masalah apabila negosiasi tidak tercapai
kesepakatan. Kita yakinkan kembali bahwa tujuan kesepakatan adalah memenuhi

kepuasan bersama. Strategi ini disebut dengan use power fo educate.
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Tabel 6
Perbandingan Teknik Negosiasi Lunak, Keras dan Interest Based
Soft (Lunak) Hard (Keras) Interest Based
Perunding adalah teman Perunding dipandang | Perunding adalah pemecah
sebagai musuh masalah
Tujuan kesepakatan Tujuan semata mencapai | Tujuan untuk mencapai
kemenangan hasil bijakasana

Memberi  konsesi
membina hubungan

untuk

Menuntut konsesi sebagai
prasyarat

Pisahkan orang dengan
masalah

Lunak terhadap orang dan

Keras terhadap orang dan

Lunak terhadap orang dan

masalah masalah keras terhadap masalah

Percaya pada perunding | Tidak  percaya  pada | Kepercayaan dibangun

lawan_ perunding lawan berdasarkan situasi dan
kondisi

Mudah untuk mengubah ; Memperkuat posisi Fokus pada kepentingan

posisi

Mengungkapkan boftom | Menciptakan win-lose Mencegah win-lose

line

Mengalah untuk | Perolehan sepihak sebagai { Hasil sedapat mungkin
kesepakatan harga kesepakatan diterima para pihak
Mencari satu jawaban | Mencari satu jawaban | Mengembangkan pilihan
yang menyenangkan | yang  harus  diterima | terlebih dahulu sebelum
lawan perunding lawan memutuskan

Bersikeras atas perlunya

Bersikeras atas posisi

Bersikukuh pada kriteria

kesepakatan objektif

Mencegah contest of will | Memenangkan Mencapai kesepakatan
perlombaan atas keinginan bersama

Menerima untuk ditekan | Menerapkan tekanan Argumentasi dan alasan

terhadap lawan

A.2. Bentuk Penyelesaian Sengketa Melalui Konsiliasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Konsiliasi diartikan sebagai wusaha

mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan

menyelesaikan perselesihan. Konsiliasi dapat juga diartikan sebagai upaya membawa

pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan antara kedua belah pihak secara

negosiasi. Menurut Oppenheim, konsiliasi adalah proses penyelzsaian sengketa
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dengan menyerahkannya kepada suatu komisi orang-orang yang bertugas untuk
menguraikar/ menjelaskan fakta-fakta dan (biasanya telah mendengar para pihak
dan mengupayakan agar mereka mencapai suatu kesepakatan), membuat usulan-
usulan untuk suatu penyelesaian, namun keputusan tersebut tidak mengikat™ .

Proses yang berkembang di Amerika Serikat agak berbeda dengan yang
berkembang di Jepang dan Korea. Konsiliasi di AS merupakan tahap awal dan
proses mediasi dengan acuan penerapan. Apabila terhadap seseorang diajukan proses
mediasi, dan tuntutan yang diajukan orang yang mengklaim {(claimant) dapat
diterimanya dalam kedudukannya sebagai responden. Dalam tahap yang demikian,
telah diperoleh penyelesaian tanpa melanjutkan pembiayaan, karena pihak responden
dengan kemauan baiknya (goodwill) bersedia menerima apa yang dikemukakan oleh
claimant. Cara penyelesaian dengan goodwill yang demikian ini disebut konsiliasi
winning over by goodwill. Biasanya alasan responden menyadari sejauh mana
seriusnya persoalan yang disengketakan, atau dia tidak ingin permasalahannya
dicampuri oleh pihak ketiga®®. Di Australia, konsilisasi dalam praktek lebih banyak
dikaitkan dengan fungsi Badan Administrasi atau TUN (Tata Usaha Negara).
Keberadaan lembaga ini dijamin dan didukung oleh peraturan perundang-undangan.
Dalam upaya menyelesaikan sengketa :

1. Konsiliator tidak harus mengadakan pertemuan dan pembicaraan dengan kedua
belah pihak di suatu tempat, tapi bisa dihasilkan shuttle negotiation atara para

pihak.

* Huala Adolf dan A. Chandrawulan, Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional,
PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hal. 186.

“* M. Yahya Harahap dkk, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, BPHN, Jakarta 1996,
hal. 15.
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2. Putusan yang diambilnya menjadi resolusi yang dapat dipaksakan kepada kedua
belah pihak,

Konsiliasi iidak saja berkembang di beberapa negara karena secara
internasional lembaga ini juga sering dipergunakan para pihak apabila terjadi
sengketa yang bersifat internasional. Dalam penyelesaian sengketa internasional,
istilah konsiliasi diartikan sebagai ” suatu upaya untuk menyelesaikan sengketa
internasional mengenai keadaan apapun di mana suatu komisi yang dibentuk oleh
pihak-pihak, baik yang bersifat tetap atau ad hoc untuk menangani suatu sengketa,
berada pada tahap pemeriksaan yang tidak memihak atas sengketa tersebut dan
berusaha untuk menentukan batas penyelesaian yang dapat diterima oleh pihak-
pihak, atau memberi pihak-pihak pandangan untuk penyelesaiannya, seperti bantuan
yang mereka minta.

Sifat yang melekat pada cara ini segera tampak. Bila mediasi pada dasarnya
merupakan eksistensi negosiasi, maka konsiliasi atau permufakatan melibatkan
campur tangan pihak ketiga pada foofing hukum formal dan mewujudkannya ke
dalam cara yang dapat diperbandingkan, tapi tidak identik, dengan penyelidikan atau
arbitrase.* '

Pada saat berakhirnya konsiliasi tersebut, konsiliator harus menyodorkan
perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak atau memberikan laporan yang berisi

tentang kegagalan atau memberikan pemberitahuan dari satu atau lebih pihak yang

#! Marilis JG, Internasional Dispute Settiement, diterjemahkan Achmad Fauzan, Penyelesaian
Sengketa Internasional, Tarsito, Bandung, 1286, hal. 54.
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berisi tentang tidak dilanjutkannya proses konsiliasi. Pemberitahuan-pemberitahuan

seperti ini diberikan kepada sekretariat Pengadilan (pasal 8).*

A.3. Bentuk Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi

Dalam kepustakaan, setidaknya ditemukan 10 (sepuluh) definisi tentang
mediasi yang dirumuskan para penulis. Nolan Haley®

“d short term structured task oriented, partipatory inventory invention
process. Disputing parties work with a neufra-f third party, the mediator, to reach a
mutually acceptable agreement”,

Kovach * mendefisikannya sebagai :

“facilitated negotiation. It process by which a neutral third party, the
mediator, assist disputing parties in reaching a mutually satisfaction solution”.

Dari rumusan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian tentang
mediasi mengandug unsur-unsur sebagai berikut :
1. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan.
2. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam

perundingan.

3. Merdiator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai

penyelesaian.

* Huala Adolf dan A. Chandrawulan, Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan
Internasional, PT. Raja Grefindo Persada, Jakarta, 1994, hal. 189-190.
“  Nollan Halley dan M. Jaqueline, Alternative Dispute Resolution (St. Paul: West
Publishiné Co., USA. 1992), hlm. 56.
Kimberlee K, Kovach, Mediation Principle and Practice (system Thinking. Paull: West
Publishing Co. USA 1994), him. 16
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4, Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan
berlangsung.
5. Tujuan mediasi adalah unmk mencapai atau menghasiikan kesepakatan yang

dapat diterima pihak-pthak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

Peran dan Fungsi Mediator
Raiffa melihat peran mediator sebagai sebuah baris rentang dari sisi peran
yang terlemah hingga sisi peran yang terkuat.*’ Sisi peran terlemah adalah apabila
mediator hanya melaksanakan peran sebagai berikut :
1. Penyelenggara pertemuan.
2. Pemimpin diskusi netral.
3. Pemelihara atau menjaga aturan perundingan agar proses perundingan
berlangsung secara beradab.
4. Pengendali emosi para pihak.
5. Pendorong pihak / perunding yang kurang mampu atau segan mengemukakan
pandangannya.
Sisi peran yang kuat mecdiator adalah bila dalam perundingan mediator
mengerjakan / melakukan hal-hal berikut.
1. Mempersiapkan dan membuat notulen perundingan.
2. Merumuskan titik temu / kesepakatan para pihak.
3. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan
untuk dimenangkan, melainkan dis¢lesaikan,

4. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah.

* Howard Raiffa, Op. cit., him. 218
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5. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah.

Fuller dalam Riskin dan Westbrook® menyebutkan 7 fungsi mediator,
yakni sebagai catalyst, educator, translator, resource person, bearer of bad news,
agent of reality, dan scapegoat.

1. Sebagai “katalisator”, mengandung pengertian bahwa kehadiran mediator dalam
proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi
diskusi.

2. Sebagai “pendidik”, berarti sescorang harus berusaha memahami aspirasi,
prosedur kerja, keterbatasan politis, dan kendala usaha dan para pihak. Oleh
sebab itu, ia harus berusaha melibatkan diri dalam dinamika perbedaan di antara
para pihak.

3. Sebagai “penerjemah”, berarti mediator harus berusaha menyampaikan dan
merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak lainnya melalui bahasa atau
ungkapan yang baik dengan tanpa mengurangi sasaran yang dicapai oleh
pengusul.

4. Sebagai “nara sumber”, berarti seorang mediator harus mendayagunakan sumber-
sumber informasi yang tersedia. |

5. Sebagai “penyandang berita jelek”, berarti seorang mediator harus menyadari
bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat berikap emosional. Untuk itu
mediator harus mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak-pihak terkait untuk

menampung berbagai usulan.

* Leonard L. Riskin, dan james E. Westbrook, Despute Resolution and Lawyers (System
Thinking. Paul West Publishing Co., USA. 1987), him. 96
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6. Sebagai “agen realitas”, berarti mediator harus berusaha memberi pengertian
secara jelas kepada salah satu pihak bahwa sasarannya tidak mungkin/ tidak
masuk akal tercapai melalui perundingan.

7. Sebagai “kambing hitam”, berarti seorang mediator harus siap disalahkan,

misalnya dalam membuat kesepakatan hasil perundingan.

Tipologi Mediator

Moore’’ membedakan mediator dalam tiga tipologi, vakni social nertwork
mediators, authoritative mediators, dan independent mediators. Tipologi pertama,
mediator berperan dalam sebuah sengketa atas dasar adanya hubungan sosial antara
mediator dan para pihak yang bersengketa, misainya bila terjadi sengketa antar rekan
sekerja dan teman usaha, Mediator yang berasal dari tokoh agama termasuk dalam
tipologi ini.

Tipologi kedua, mediator adalah mereka-mereka yang berusaha membantu
pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan dan
memiliki posisi yang kuat sehingga mereka memiliki potensi atau kapasitas untuk
mempengaruhi hasil akhir dari sebuah proses mediasi. Akan tetapi aguthoritative
mediators selama menjalankan perannya tidak menggunakan kewenangan atau
pengaruhnya, Hal ini dasarkan pada keyakinan atau pandangan bahwa pemecahan
yang terbaik terhadap sebuah kasus bukanlah ditentukan oleh dirinya selaku pihak
vang berpengaruh, melainkan harus dihasilkan oleh upaya pihak-pihak yang

bersengketa sendiri. Authoritative mediators dapat dibagi dalam tiga tipe, yakm

*7 Christopher W. Moore, The Mediation Process ; Practical Strategies for Resolving Conflict
{San Fransisco : Jossey Bass Publisher, 1996), hlm. 4] — 45
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benovalent mediators, administrative managerial mediators, dan vested interst

mediators.

Type benovalent mempunyai ciri sebagai berikut :

1.

2.

Dapat memiliki atau tidak memiliki hubungan dengan para pihak.

Mencari penyelesaian yang baik bagi para pihak.

Tidak berpihak dalam hal substantif.

Kemungkinan memiliki sumber daya untuk membantu pemantauan dan

implementasi kesepakatan.,

Tipe managerial mempunyai cin sebagai berikut :

L.

5.

Memiliki hubungan otoritatif dengan para pihak sebelum dan sesudah sengketa
berakhir.

Mencari penyelesaian yang diupayakan bersama —sama dengan para pihak dalam
ruang lingkup kewenangannya.

Berwenang untuk memberi nasihat dan saran jika para pihak tidak mencapai
kesepakatan.

kemungkinan memiliki sumber daya untuk membantu pemantauan dan
implementasi kesepakatan.

Memiliki kewenangan membuat keputusan.

Tipe vested interest memiliki ciri sebagai berikut :

1.

2.

Memiliki hubungan dengan para pihak atau diharapkan memiliki hubungan masa
depan dengan para pihak.

Memiliki kepentingan yang kuat terhadap hasil akhir.
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3. Mencari penyclesaian yang dapat memenuhi kepentingan mediator atau
kepentingan pihak yang disukai.

4. Kemungkinan memiliki sumber daya untuk membantu pemantauan dan
implementasi kesepakatan.

5. Kemungkinan dapat menggunakan tekanan agar para pihak mencapai

kesepakatan.

Tipologi ketiga (independent), mediator dapat menjaga jarak antar pihak maupun
dengan persoalan yang tengah dihadapi. Mediator tipologi ini lebih banyak
ditemukan dalam masyarakat. Budaya yang mengembangkan tradisi kemandirian
akan menghasilkan mediator-mediator profesional. Model mediasi ini mulai
dipratekkan dan berkembang di Amerika Utara. Keadaan seperti ini dapat dilihat atau
dibuktikan dengan lahir dan berkembangnya profesi mediator seperti halnya profesi
pengacara, dokter, akuntan dan sebagainya.

Di Amerika Serikat telah berdiri kantor-kantor mediator profesional,
misalnya The Institute of Enviromental Mediator di Seattle, JAM Sen Dispute di
Seattle, Confluence North West di Portland Oregon, dan Community Dispute Czntre
di Ithaca. Dengan berdirinya kantor-kantor tersebut lahirlah yang disebut Society in

Profesional Dispute Resolution (SPIDR).
A.3. Bentuk Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi

Para sarjana atau praktisi mediasi berbeda dalam melihat dan membagi

tahapan yang terdapat dalam proses mediasi. Pada sub bagian ini akan disebutkan
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beberapa tahapan proses mediasi menurut beberapa sarjana. Riskin dan

Westbrook™® membagi proses mediasi ke dalam 5 (lima) tahapan sebagai berikut :

Mo W

Sepakat untuk menempuh proses mediasi.
Memahami masalah-masalah.

Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah.
Mencapai kesepakatan.

Melaksanakan kesepakatan,

Kovach ¥ membagi proses mediasi ke dalam 9 (sembilan) tahapan sebagai

g
5

Aol A TR o a

Penataan atau pengaturan awal.

Fengantar atau pembukuan olah mediator.

Pernyataan pembukaan olah para pihak.

Pengumpulan informasi.

Identifikasi masalah-masalah, penyusunan agenda, dan kaukus.
Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah.
Melakukan tawar menawar.

Kesepakatan.

Penutupan.

A.4. Bentuk Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Arbitrase berasal dari kata arbitrare (bahasa Latin) yang berarti kekuasaan

untuk menyelesaikan sesuatu pekara menurut kebijaksanaan, arbitration adalah suatu

proses yang mudah yang dipilih oleh para pihak secara sukarela karena ingin agar

pekaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan di mana

keputusan mereka berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut.

Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan

mengikat.

5% Leonard L. Riskin dan James E. Westbrook, Op. cit., hlm. 214
¥ Kimberlec K. Kovac, Op. cit., him 24 - 26
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Subekti mengatakan bahwa arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan
(perkara) oleh seorang atau beberapa orang wasit (arbiter) yang bersama-sama
ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan iewat
pengadilan. Dengan demikian pada dasarnya arbitrase ini merupakan suatu proses
penyelesaian sengketa para pihak yang dilakukan secara musyawarah dengan
menunjuk pihak ketiga sebagai wasit, hal mana dituangkan dalam salah satu bagian
kontrak.

Menurut UU No. 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian satu
perkara perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase
yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (pasal 1 angka 1).

Dari beberapa pengertian yang disampaikan di atas, pada dasarnya terdapat
kersamaan bahwa arbitrase adalah perjanjian perdata di mana para pihak sepakat
untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara mereka yang mungkin akan
timbul di kemudian hari yang diputuskan oleh seorang ketiga, atau penyelesaian
sengketa oleh seorang atau beberapa orang wasit (arbritator) yang bersama-sama
ditunjuk oleh pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan melalui pengadilan
tetapi secara musyawarah dengan menunjuk pihak ketiga, hal mana dituangkan
dalam satu bagian dan kontrak.

Dalam kegiatan bisnis ini, penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase
lebih sering digunakan, terutama pada kontrak-kontrak dagang internasional. Ada
beberapa alasan mengapa para pihak menggunakan badan ini*°.

1. Adanya kebebasan, kepercayaan dan keamanan

¢ Felix OS dan Fatma Jatim, Arbitrase di Indonesia beberapa contoh kasus dan pelaksanaan
dalam praktek, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, bal. 19-20.
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Wasit/ arbiter memiliki keahlian (expertise)
Lebih cepat dan hemat biaya.

Bersifat rahasia

Adanya kepekaan arbiter/ wasit

Bersifat Nonpreseden

Pelaksanaan putusan lebih mudah dilaksanakan

A Tl

Perikatan Arbitrase

Untuk mengetahui apakah para pihak menggunakan lembaga penyelesaian
arbitrase atau tidak, dapat kita ketabui dari perikatan arbitrase yang para pihak.
Perikatan arbitrase adalah perikatan yang lahir dari perjanjian, hal ini dapat kita lihat
dari isi perjanjian yang disepakati para pihak. Dari kemn@-kewnmm hukum yang
berkenaan dengan arbitrase dapat diketahui bahwa perikatan arbitrase harus dibuat
dalam suatu akte, baik dalam bentuk akte kompromitendo maupun kompromis.
Hampir semua lembaga arbitrase yang ada mensyaratkan adanya perjanjian tertulis.

Dalam perikatan arbitrase ada dua macam klausula arbitrase, yaitu : Pactum
de compromitendo dan acta compromise. Klausula pactum de compromitendo dibuat
sebelum persengketaan terjadi, dapat bersamaan dengan saat pembuatan perjanjian
pokok atau sesudahnya. Ini berarti perjanjian arbitrase tersebut menjadi salah satu
dengan_pc:ljanjian pokoknya atau dalam suatuipetjanjian yang tersendiri di luar
perjanjian pokok. Karena perjanjian tersebut dibuat sebelum terjadinya sengketa,
maka diperlukan pengetahuan yang iuas dan mendalam mengenai perjanjian
pokoknya untuk dapat mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang tidak
dikehendaki tetapi mungkin saja terjadi. Dengan adanya pengetahuan luas dan
mendalamn mengenai perjanjian pokoknya dapat diharapkan fercipta pactum

compromitendo yang baik dan terinci.
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Sedangkan acta compromise dibuat setelah terjadinya sengketa yang
berkenaan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Jadi kiausula ini ada setelah
sengketa terjadi dan kedua pihak setuju bahwa sengketa yang terjadi akan

diselesaikan dengan arbitrase.

Arbiter
Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang
bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase,
untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan
penyelesaiannya melalui arbitrase. Untuk menjadi seorang arbiter harus memenuhi
beberapa pra-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 UU No.30 Tahun 1999,
yaitu :
(1) yang dapat ditunjuk atau diangkat menjadi arbiter harus memenuhi syarat :
a. cakap melakukan tindakan hukum;
b. berumur paling rendah 35 tahun;
c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan
derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa ;
d. tidak mempunyai kepentingan dengan salah satu pihak bersengketa;
e. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif bidangnva paling sedikit
15 tahun.
(2) Hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau
diangkat sebagai arbiter.
Seorang arbiter dapat ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri apabila tidak

tercapai kesepakatan antara para pibak. Penunjukkan arbiter berarti para pihak
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memberikan wewenang kepada arbiter untuk memilih dan membentuk arbiter yang
ketiga. Arbiter ketiga diangkat oleh ketua majelis arbitrase. Apabila dalam waktu
paling lama 30 hari setelah pemberitahuan diterima oleh pemohon dan salah satu
pthak tidak menunjukkan seseorang dan salah satu pihak tidak menunjukkan
seseorang yang akan menjadi anggota majelis arbitrase, arbitrase yang ditunjuk oleh
pihak lain akan bertindak sebagai arbiter tunggal dan putusannya mengikat kedua
belah pihak. Jadi pada dasamya arbiter dapat dilakukan secara tunggal atau oleh

majelis tergantung pada kondisi dan kasus saat itu.

Prosedur Arbitrase di Indonesia
Sebelum UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa diundangkan, prosedur arbitrase masih berpedoman pada

ketentuan RV, Anggaran Dasar, dan Peraturan Prosedur BANL

1. Menurut RV

Menurut pasal 615 s/d 652, tahapan-iahapan prosedur arbitrase adalah
sebagai berikut :

1). Persetujum; arbitrase harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani kedua
belah pihak. Persetujuan arbitrase dapat berupa pactum compromitendo atau
pactum compromi,

2). Jumlah wasit harus ganjil

3). Gugatan arbitrase harus diajukan secara tertulis dengan ancaman batal. Dalam
surat gugatan antara lain dimuat :

a. Nama dan tempat tinggal para pihak.

Kedudukan Harta Bersama.... Zia Ul Hak



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

76

b. Masalah yang menjadi sengketa

¢. Uraian tuntutan,

d. Nama dan tempat tinggal wasit/ para wasit.

Dalam UU ini tidak ada keharusan untuk melampirkan akta perjanjian pokok atau

perianjian arbitrase. Selain itu ditetapkan pula bahwa penerimaan penugasan para

wasit harus dilakukan secara tertulis dan dapat ditulis pada surat pengangkatan
mereka.

4). Tata cara pemeriksaan alat bukti serta pelaksanaan putusan wasit dijalankan
menurut cara yang biasa berlaku bagi suatu pelaksanaan putusan pengadilan.

Ini berarti bahwa :

a. Pemanggilan para pihak untuk menghadiri sidang pemeriksaan sengketa
arbitrase harus dilakukan dengan baik. Apabila pada sidang pertama tidak
hadir, maka gugatan gugur. Akan tetapi lain hainya apabila sedang pertama
tergugat yang tidak hadir. Dalam hal ini, hakim dapat menggunakan salah
satu dari dua alternatif di bawabh ini yaitu :

a.l. menunda sidang pemeriksaan dan memerintahkan tergugat untuk hadir
pada sidang berikutnya atau, ’
a.2. langsung melakukan pemeriksaan perkara di luar hadirnya tergugat
sekaligus menjatuhkan putusan verstek.
b. Proses replik, dupllik dan mengenai pembuktian serta alat-alat bukti berlaku

ketentuan hukum yang berlaku di pengadilan.
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Arbiter atau para arbiter harus memberitahukan menurut peraturan hukum
kecuali persetujuan arbitrase telah disepakati bahwa arbiter dapat memberikan
keputusan menurut ex gequo boro.

Terhadap putusan verstek dari arbiter/ para dapat diajukan kepada Mahkamah
Agung.

Mengenai pelaksanaan putusan arbitrase

Prosedur Arbitrase Menurut BANI

Berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan prosedur Badan Arbitrase

Nasional Indonesia, prosedur arbitrase menurut BANI dan UU No. 30 Tahun 1999

adalah :

1).

).

Melakukan perdaftaran surat permobonan untuk mengadakan arbitrase dalam
register BANI oleh Sekretaris.

Surat permohonan harus memuat :

a. nama lengkap dan tempat tinggal (tempat kedudukan) kedua pihak;

b. suatuuraian singkat tentang duduk sengketa ;

¢. apa yang dituntut.

Pada surat permohonan harus dilampirkan salinan dari naskah atau akte
perjanjian yang secara khusus menyerahkan putusan sengketa kepada arbiter/
badan arbitrase atau perjanjian yang memuat khusus arbitrase, yaitu ketentuan
yang menetapkan bahwa sengketa-sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut
akan diputus oleh arbiter/ badan arbitrase. Apabila surat permohonan tersebut
diajukan oleh seseorang juru kuasa, maka surat kuasa unuk mengajukan

permohonan tersebut harus dilampirkan pula.
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Dalam surat permohonan tersebut pemohon dapat menunjuk (memilih seorang
arbiter atau menyerahkan penunjukkan arbiter itu kepada ketua BANL
Pendaftaran tidak akan dilakukan oleh Sekretaris apabila biaya-biaya
pendaftaran dan administrasi/ pemeriksaan sebagai ditetapkan dalam peraturan
tentang biaya arbitrase belum dibayar lunas oleh pemohon.

BANI akan menyatakan permohonan tidak dapat diterima apabila perjanjian,
yang menyerahkan putusan sengketa kepada arbiter/ badan arbitrase atau
klausula arbitrase terscbut, dianggap tidak cukup untuk dijadikan dasar
kewenangan BANI untuk memeriksa sengketa yang diajukan itu.

Apabila perjanjian arbitrase atau klausula arbitrase menunjuk BANI sebagai
badan arbitrase yang akan memutus sengketa, atau apabila dengan tegas
disebutkan bahwa pemutusan sengketa akan dilakukan oleh suatu badan
arbitrase menurut ketentuan-ketentuan yang berikut :

Adalah diperboiehkan bahwa BANI atas persetujuan kedua belah pihak
memeriksa dan memutusi suatu sengketa dengan memakai ketentuan-ketentuan
prosedur yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut. Persetujuan yang
demikian harus didakaan dengan tegas dan tertulis.

Apabila perjanjian yang menyerashkan pemutusan sengketa kepada arbiter/
badan arbitrase atau klausula dianggap sudah mencukupi, maka Ketua BANI
mengeluarkan perintah untuk menyampaikan salinan dari surat permohonan
kepada si termohon, disertai perintah untuk menanggapi permohonan tersebut

dan memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu tiga puluh hari.
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10. Datam jawaban tersebut si termohon harus pula menunjuk (memilih) seorang
arbiter atau menyerahkan penunjukan arbiter itu kepada Ketua BANIL Jika
dalam jawaban tersebut tidak menyerahkan seoarang arbiter, maka dianggap
bahwa si termohon menyerahkan penunjukan arbiter itu kepada ketua BANI.

11. Dalam halnya para pihak telah menunjuk arbiter mereka masing-masing, maka
ketua BANT menunjuk seorang arbiter yang akan mengetuai majelis arbiter
yang akan memeriksa sengketa. Penunjukkan arbiter yang akan mengetuai
majelis itu dilakukan dengan mengindahkan usul-usul dan para arbiter masing-
masing pihak yang dengan mempersilakan masing-masing n';engajukan dua
calon yang dipilihnya dari para arbiter BANL Ketua BANI dapat mengizinkan
para arbiter dari kedua belah pihak, atas dasar kesepakatan mereka bersama,
untuk menunjukkan arbiter ketiga tersebut dari luar daftar arbiter BANI.

12. Apabila para pihak tidak menunjuk seorang arbiter, maka ketua BANI akan
menunjuk suatu tim yang terdiri dari atas tiga orang arbiter yang akan
memeriksa dan memutuskan sengketa. Jika sengketa dianggapnya sederhana
dan mudah, ia akan menunjuk seorang arbiter tungga! untuk memeriksa dan
memutuskar;nya. |

13. Arbiter-arbiter yang ditunjuk oleh Ketua BANI tersebut di atas dipilih dari para
anggota BANL

14. Apabila satu pihak mempunyai keberatan terhadap seorang arbiter yang
ditunjuk oleh ketua BANI, ia wajib mengajukan asalah. Apabila alasan itu

diterima, ketua BANI kan menunjuk arcbiter lain.
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15. Majelis (tim) arbiter yang dibentuk atau arbiter tunggal yang ditunjuk menurut
ketentuan ketentuan BANI, akan memeriksa dan memutuskan sengketa antara
kedua belah pihak, atas nama BANI dan menjalankan semua kewenangan
BANI yang berkenaan dengan pemeriksaan dan pemutusan sengketa.

16. Segera setelah diterimanya jawaban dari si termohon, atas perintah Ketua
BANI, salinan dari jawaban tersebut diserahkan kepada si pemohon. Bersamaan
dengan itu Ketua BANI memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk
menghadap di muka sidang arbitrase pada waktu yang ditetapkan selambat-
lambatnya empat belas hari terhitung mulai hari dikelvarkannya perintah itu,
dengan pemberitahuan bahwa mereka boleh mewakilkannya kepada seorang
kuasa dengan surat khusus. Apabila tidak telah ditentukan dalam perjanjian,
sidang diadakan di tempat yang ditunjuk oleh majelis mengingat kepentingan
para pihak.

16. Apabila si termohon, setelah lewat tiga puluh hari tidak menyampaikan
jawaban, ketua akan memerintahkan pemanggilan kedua pihak.

17. Dalam jawaban atau paling lambat pada hari sidang pertama si termohon dapat
mengajukan suatu tuntutan balasan, Tuntutan balasan ini oleh majelis arbiter
akan diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan tuntutan asli si pemohon.

18. Apabila pada hari yang telah ditetapkan, si pemohon, tanpa suatu alasan yang
sah, tidak datang menghadap, sedangkan ia telah dipanggil secara patut, maka
majelis akan menggugurkan permohonan arbitrase.

19. Apabila pada hari yang telah ditetapkan itu si termohon, tanpa sesuatu alasan

vang sah, tidak datang menghadap, sedangkan ia telah dipanggil sekali lagi
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untuk menghadap ke muka sidang pada waktu kemudian yang ditetapkan
selambat-lambatnya empat hari sejak dikeluarkannya perintah tersebut.
Apabila pada hari yang telah ditetapkan lagi itu termonon tanpa suatu alasan
yang sah tidak datang menghadap juga, maka pemeriksaan akan diteruskan
tanpa hadirnya termohon dan tuntutan pemohon akan dikabulkan, kecuali
tuntutan itu oleh majelis dianggap tidak berdasarkan hukum atau keadilan.
Dalam waktu empat hari setelah putusan diberitahukan kepadanya, termohon
berhak mengajukan perlawanan. Perlawanan diajukan dengan cara yang sama
seperti yang berlaku untuk mengajukan permohonan untuk mengadakan
arbitrase, kecuali bahwa tidak usah dibayar biaya-biaya pendaftaran dan
administrasi/ pemeriksaan. Apabila pada hari perlawanan itu diperiksa oleh
majelis, termohon, meskipun telah dipanggil secara sah, tidak hadir pada sidang,
maka majelis akan menguatkan putusan. Apabila kedua belah pihak datang
menghadap, maka pemeriksaan dilakukan dari permulaan sesuai dengan
ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
a. Terlebih dahulu majelis akan mengusahakan tercapainya suatu perdamaian.
b. Apabila usaha tersebut Wil, maka majelis akan membuatu suatu akte
perdamaian dan menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi
perdamaian tersebut.
c. Apabila usaha untuk mencapai perdamaian tidak berhasil, maka BAN] akan
meneruskan pemeriksaan terhadap pokok sengketa yang dimintakan

keputusannya itu.
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21. Kedua belah pihak dipersilahkan untuk menjelaskan masing-masing pendirian
serta mengajukan bukti-bukti yang oleh mereka dianggap perlu untuk
menguatkannya. Apabila dianggap perlu, Ketua, baik atas permintaan para
pihak maupun atas prakarsa BANI sendiri, dapat memanggil saksi-saksi atau
ahli-ahli untuk didengar keterangannya. Pihak yang minta dipanggilkan saksi/
ahli, harus membayar lebih dahulu kepada sekretaris segala biaya pemanggilan
dan perjalanan saksi/ ahli tersebut. Sebelum mereka memberikan keterangan,
para saksi maupun ahli dapat disumpah terlebih dahulu bahwa mereka hanya
akan menerangkan apa yang mereka ketahui dengan sungguh-sungguh. Semua
pemeriksaan dilakukan dengan pintu tertutup.

22. Selama belum dijatuhkan putusan, pemohon dapat mencabut permohonannya.
Apabila sudah ada jawaban dari termohon, pencabutan tersebut hanya
diperbolehkan dengan persetujuan termohon. Apabila pemeriksaan belum
dimulai, maka biaya pemeriksaan dikembalikan seluruhnya kepada pemohon.
Apabila pemeriksaan sudah dimulai, dari biaya tersebut dikembalikan sebagian
menurut ketentuan Ketua BANI sebagaimana dianggap pantas.

23. Apabila Majelis menganggap pemeriksaan telah cukuia, maka ketua akan
menutup pemeriksaan itu dan menetapkan hari sidang untuk mengucapkan
putusan yang akan diambil. Lama masa pemeriksaan atas sengketa 180 hari
sejak arbitrase atau majelis terbentuk. Dapat diperpanjang apabila ada
persetujuan para pihak (Ps. 48). Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30

(tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup.
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24. Putusan bersifat final and binding (Ps. 60)

25. Dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan,
lembar asli ataun salinan otentik putusan arbitrase didaftarkan oleh arbiter atau
kuasanya kepada panitera Pengadilan Negeri.

26. Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela,
putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas

permohonan salah satu pihak yang bersengketa (Ps. 61).

B. Pelembagaan Penyelesaian Sengketa Alternatif Di Indonesia

Masyarakat Indonesia berada pada persimpangan jalan. Transisi dari
masyarakat agraris (pedesaan) ke masyarakat industri (perkotaan) menyebabkan
terjadinya benturan — bentura nilai. Nilai — nilai tradisional yang dipegang teguh oleh
generasi dulu mulai luntur, sedangkan nilai — nilai baru (modern) belum sepenuhnya
terbentuk dan diterima.

Sengketa yang terjadi saat ini antara lain terdiri atas: (1) sengketa tradisional
(berkisar tentang keluarga, warisan, dan tanah), (2) sengketa bisnis yang rumit serta
sarat dengan unsur keuangan, perbankan modern, peraturan perundangan, etika,
pemenuhan kontrak, dan sebagainya, (3) sengketa lingkungan yang rumit dengan
masalah pembuktian ilmiah dan hubungan administrasi pusat-daerah, dan (4)
sengketa tenaga kerja yang diwarnai dengan masalah hak asasi, reputasi negara, dan
perhatian masyarakat internasional.

Pada masa transisi ini, cara penyelesaian sengketa tradisional dengan bantuan

pemuka masyarakat, kepala adat dan agama, atau sesepuh keluarga cenderung
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terbatas pada sengketa keluarga, perkawinan, dan warisan. Pada kelompok
masyarakat dimana sistem tradisional ini melembaga dan membudaya (seperti
masyarakat Sumatra Barat), peranan figur — figur ini dianggap tidak efektif lagi,
apalagi untuk menyelesaikan sengketa — sengketa modern.”!

Masyarakat masa kini menilai kemampuan seseorang untuk membantu
menyelesaikan masalah tidak lagi hanya berdasarkan lanjutan wusia, padatnya
pengalaman, atau kearifan orang tersebut. Dalam mencari penengah, masyarakat
menuntut penengah yang memiliki pengetahuan mengenai permasalahan yang
dihadapi dan telah mencapai prestasi tinggi di bidang objek sengketa dan lingkungan
sosialnya. Jalan lain yang banyak ditempuh oleh masyarakat sekarang untuk
menyelesaikan sengketa adalah jalur hukum. Dengan berkembangnya kesadaran
hukum masyarakat dan melemahnya pengaruh lembaga — lembaga tradisional,
anggota masyarakat yang merasa dirugikan oleh pihak lain sering mencar keadilan
ke lembaga peradilan resmi >

Akan tetapi, sangat disayangkan bahwa lembaga peradilan sebagai lembaga
penegak hukum modem sedang dilanda “musibah”* Saat sekarang, kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga per_adilan sangat rendah. Rendahnya kepémayaan
masyarakat terlihat dan banyaknya kasus yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk
kasasi. Hal ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan tinggi dan pengadilan negen

dianggap belum merupakan keputudan yang terbaik dan adil.

’' Sutadi Djayakusuma. Peluang Pencrapan Lembaga Penyelesaian Perkara Alternatif di
Indonesia. Suatu pandangan. Makalah pada Seminar Eksekutif Pengelolaan Sengketa Lingkungan di
Indonesia. Yakarta, 24 April 1995.

%2 Sudah Perlu Dik.ntuk, Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif. Harian Kompas, 13
Februari 1995, him 6.

% 3. E.. Sahetapy. Forum keadilan No. 4, Tahun 5, Juni 1996,
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Gambaran di atas mengarah kepada dibutuhkannya suatu cara penyelesaian
sengketa yang efektif, dipercaya, menembus akar permasalahan, dan menyentuh rasa
keadilan dan kemanusiaan pihak yang bersengketa. Adanya cara peyelesalan
sengketa ini akan mendukung tercapai dan terpeliharanya masyrakat yang damai dan
tertib serta mengurangi tekanan — tekanan dan konflik dalam masyarakat.

Dengan rencana pengembangan pasar bebas pada awal abad 21, Indonesia
dihadapkan pada situasi perekonomian, politik, dan sosial, kebijakan pemerintah
yang tidak luput dari perhatian masyarakat dpnia. Perubahan — perubahan sosial,
ekonomi, politik, dan budaya akan terus berlangsung di abad mendatang. Hal
tersebut perlu diikuti pengembangan sistem untuk menangani benturan nilai dari
perbedaan pendapat. Sistem tersebut diharapkan mampu mengurangi kemungkinan
munculnya sengketa atau konflik, menyelesaikan dengna cepat, tepat, dan

memuaskan sengketa — sengketa yang ada di masyarakat.>*

B.1 Sengketa Bisnis

Sengketa dengan rekanan atau mitra bisnis adalah sesuatu vang dianggap tabu
bagi pelaku bisnis. Sengketa yang diketahui oleh masyarakat bisnis sangat merugikan
reputasi pelaku bisnis dan berpotensi mengurangi kepercayaan klien, nasabah, atau
konsumen perisahaan itu sendiri. Berbeda dengan sengketa lingkungan dan tenaga

kerja, sengketa bisnis umumnya sangat dirahasikan oleh pelaku bisnisnya.’’

* Mas Ahmad Santosa dan TM. Luthfi Yazid. Pembentukan ADR, Tidak Cukup Hanya
Dukungan Budaya Musyawarah, Harlan Kompas, 27 Februan 1995,

%% Pengusaha Lebih Suka Lembaga Ahternatif Penyelesaian Sengketa. Harian Kompas, 19
Februani 1995, hlm. 6

Kedudukan Harta Bersama.... Zia Ul Hak



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

86
Kelemahan Jalur Penyelesaian®®

Penyelesaian sengketa bisnis yang terangkum dalam penelitian menunjukkan
bahwa jalan pengadilan dianggap kurang menguntungkan bagi pelaku bisnis maupun
konsumen perorangan karena selain mahal, prosesnya panjang dan berbelit — belit,
kepercayaan pelaku bisnis dan masyarakat akan kenetralan pengadilan juga tidak
mendukung dipilihnya pengadilan.

Arbitrase kurang dikenal dan dipahami oleh kalangan bisnis maupun
masyarakat luas. Klausul arbitrase dalam perjanjian dagang atau Kerjasama sering
mencantumkan kemungkinan pengajuan sengketa ke pengadilan jika arbitrase tidka
berhasil padahal sifat putusannya sudah final. Adakalanya pelaku bisnis membawa
kasus sengketanya ke pengadilan walaupun dalam perjanjian kerja tercantum klausul
arbitrase. BANI sebagai lembaga arbitrase bisnis dianggap mahal, apalagi karena
masih ada kemungkinan putusannya tidak dapat dieksekusi dan diserahkan ke
pengadilan sehingga akan memakan waktu dan biaya lagi. Reputasi BANI makin
merosot dengan adanya kasus — kasus yang diterima pengadilan walaupun telah
diputus oleh BANI dan dalam perjanjian kerjanya jelas — jelas menyebutkan arbitrase
sel-)agai pilihan penyelesaian sengketa. BANI juga dianggap tidak kuat karena tidak
mempunyai wewenang eksekusi.”’

Perundingan adalah proses penyelesaian sengketa bisnis antar pengusaha

yang paling disukai walaupun masih ada keraguan mengenai kekuatan hukum dan

% Bappenas dan The Asia Foundation, Makalah Kebijakan (Policy Paper) Pelembagaan
Penyelesaian Sengketa Perundingan dan Arbitrase di Indonesia. Hasil studi mengenai ADR yang
dilaksanakan secara bersama-sama oleh PT Qipra Galang Kualita, Yayasan Akatiga, ICEL (Indonesia
Center for Environmental Law), dan LPPM {Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen),
Jakarta, Januari 1997, him. 28

S H. Ahmad Zulkifli. Putusan Arbitrase Sulit di Eksekusi. Forum keadilan No. 19, Tahun 4,
Jaruari 1996.
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pematuhan kesepakatannya. Sebaliknya, untuk sengketa antara pengusaha dengan
konsumen, perundingan dianggap tidak memadai.

Pihak yang menawarkan jasa perundingan atau arbitrase untuk sektor bisnis
saat sekarang ini belum banyak. Arbiltrase yang ada terbatas pada BANI, BAMUI,
dan P3BI, sedangkan jasa perundingan hanya tersedia secara informal pada asosiasi

profesi.

Bisnis dan Peluang®®

Perundingan dan arbitrase mempunyai peluang yang baik dan perlu
dikembangkan sebagai jalur penvelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan karena
pengadilan dianggap bukan pilihan yang menguntungkan. Pengembangan jasa pada
asosiasi profesi untuk perundingan dan arbitrase perlu mendapat perhatian yang
serius. Pengurus atau anggota asosiasi profesi berada pada posisi yang baik untuk
berlaku sebagai penengah karena selain mengerti substansi permasalahan yang
dihadapi oleh yang bersangkutan. juga mempunyai kemampuan menjaga hubungan
antarangota atau anggota dengan konsumen agar tetap baik.

Salah satu prospek pengembangannya adalah keberadaan lembaga penengah/
arbitrase yang setidaknya berada di bawah naungan departemen teknis, seperti
Departamen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Kehutanan, dan
Departemen Kesehatan, Besamya volume investasi asing dan perdagangan
internasional yang terjadi dan akan bertambah pada abad 21 menambah pentingnya

jasa juru runding dan arbitrase profesional berkembang di Indoensia.

** Bappenas dan The Asia Foundation, Op., cit., him. 29
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Dengan dibukanya pasar dumia di Indonesia, tidak tertutup kemungkinan
masuknya tenaga mediator / arbiter profesional dan luar negeri. Apabila Indonesia
tidak mempersiapkan diri dengan mengembangkan profesi ini, tenaga Indonesia akan

tertinggal dan memiliki daya saing yang rendah di negeri sendiri.

Pelembagaansg

Masalah pelembagaan diulas dengan tujuan untuk menggambarkan
pentingnya melembagakan ADR jika diharapkan memegang andil dalam mencegah
dan menyelesaikan sengketa di masyarakat. Pelembagaan di sni tidak terbatas pada
pengertian adanya suatu badan atau organisasi, namun mencakup adanya perangkat —
perangkat lembaga yang memungkinkan proses perundingan / arbitrase dilaksanakan

di Indonesia.

Kebutuhan
Suatu fungsi atau proses akan dilembagakan jika memenuhi beberapa kriteria
yang meliputi :
1. konsistcasi / kebakuan pelaksanaan fungsi atau proses tersebut,
2.  sistematisasi atau aturan main yang jelas,
3. kesinambungan yang tidak tergantung pada satu atau dua individu,
4. keberhasilan yang tidak tergantung pada satu atau dua individu.
Berdasarkan kriteria di atas, jika perundingan dan arbitrase diharapkan
memainkan peranan yang berarti dalam masyarakat, pilihan penyelesaian sengketa

int perlu dilembagakan. Walaupun bukan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia,

 Ibid., hlm. 30-40
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bentuk perundingan dan arbitrase yang ingin dikembangkan harus diperkenalkan ke
masyarakat secara jelas agar tidak menimbulkan salah pengertian dan
penyalahgunaan. Jika perudingan / arbitrase dijadika sebagai suatu profesi, kesamaan
persepsi dan pengertian menjadi penting sekali. "

Di samping itu, pengembangan profesi juru runding dan wasit di Indonesia
harus sejalan dengan aturan main dan kode etik profesi yang berlaku secara
internasional (badan -- badan ADR internasional) sarta mampu bersaing dengan juru

runding / wasit internasional.

Unsur Kelembagaan
Unsur — unsur kelembagaan yang telah disorot dalam penelitian, mencakup

sebagai berikut :

1. Peraturan perundangan — undangan
Penelitana ini secara garis besar berupaya untuk mengenali dasar hukum yang
telah ada yang mendukung pengembangan perundingan / arbitrase. Pengalaman
penerapan ADR yang sudah ada juga dipergunakan utuk menelaah apakah
diperlukan peraturan perundanganbaru atau tidak. Akan tetapi, karena titik tolak -
penelitian ini adalah kebutuhan masyarakat, penelitian ini tidak membahas
secara mendalam masalah persyaratan hukwum yang tepat untuk pengembangan
ADR dan pelembagaannya.

2. Lembaga penyediaan jasa
Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan tentang lembaga macam apa yang
sesuai sebagai lembaga penyedia jasa perundingan / arbitrase dan bagaimana

statusnya ( badan pemerintah, swasta, atau lembaga swadaya).
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Prosedur pendayagunaan

Bagaimanakah seseorang atau sebuah lembaga yang sedang bersengketa dapat
memperoleh jasa perundingan dan memilih juru runding atau wasit yang
diinginkan.

Sumber daya manusia

Unsur ini adalah uwjung tombak pengembangan perundingan / arbitrase.
Penelitian ini menelaah persyaratan menjadi juru runding / wasit, termsuk latar
belakang pendidika{l dan pekerjaan serta ketrampilan sebagai fasilitator
penyelesaian sengketa. Dipikirkan pula langkah — langkah yang paling efisien
dan efektif untik mengembangkan profesi ini.

Sumber dana / pembiayaan

Dalam penelitian ini ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, penyandang
dana bagi kegiatan — kegiatan persiapan pengembangan perundingan / arbitrase.
Kedua, pembayaran biaya jasa juru runding / wasit oleh pihak — pihak yang
bersengketa.

Pemasyarakatan

Penelitian ini mencoba menggali segmen — segmen masyarakat tertentu untuk
mengenalkan negosiasi, mediasi, konsiliasi, serta arbitrase. Pengamatan yang
dilakukan juga tentang harapan dan kekecewaan masyarakat terhadap jalur —
jalur penyelesaiaan sengketa yang ada. Berdasarkan penelitan tersebut dapat
diidentifikasi hal — hal yang perlu dimasyarakatkan dalam pengembangan

perundingan / arbitrase.

Kedudukan Harta Bersama.... Zia Ul Hak



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

%1

Prasyarat dan Titik Lemah

Pengembangan proses perundingan dan arbitrase tidak terlepas dari konteks
sosial, e¢konomi, dan polittkk Indonesia secara keseluruhan dan khususnya
pengembangan budaya hukum, pembenahan lembaga peradilan, penyetaraan daya
tawar dan akses informasi bagi masyarakat lemah. Ada beberapa prasyarat yang
harus dipenuhi agar perundingan dan arbitrase berhasil. Tanpa prasyarat tersebut
ADR akan gagal memberikan pilihan yang terbaik dan menjadi harapan keadilan
yang mudah terjangkau bagi masyarakat luas.

Salah satu prasyarat yang sangat menentu'kan keberhasilan ADR adalah
pandangan dan perilaku masyarakat. Di sektor bisnis, peluang pelembagaan ADR
terletak pada pemantapan lembaga arbitrase yang telah ada serta pengembangan
fungsi mediator sengketa bisnis. Untuk sengketa yang melibatkan konsumen
perorangan, pemantapan peran lembaga — lembaga pelindung konsumen perlu
mendapat perhatian.

Secara umum, perundingan dan arbifrase mempunyai potensi untuk
menyelesaikan berbagai macam sengketa di masyarakat dan mencegah terjadinya
l-etupan sosial yang diakibatkan oleh senékﬂa berskala besar atau berkepanjangan.
Dengan majemuknya masyarakat Indonesia serta makin banyaknya benturan
kepentingan dan pendapat, penerapan perundingan dan arbitrase dipercaya dapat

memainkan peranan dalam memelihara keseimbangan sosial. *’

% Ibid, him. 33-34
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B.2 Pengembangan dan Pelembagaan

Paling tidak terdapat 5 faktor utama yang memberikan dasar diperlukannya

pengembangan ADR di Indonesia,®’ meliputi sebagai berikut :

L.

Salah satu cara meningkatkan daya saing dalam mengundang penanam modal
ke Indonesia adalah adanya kepastian hukum, termasuk ketersediaan sistem
penyelesaian sengketa yang efisien.

Tuntutan masyarakat terhadap mekansime penyelesaian sengketa yang efisien
dan lebih mampu memenubhi rasa keadilan.

Meningkatkan daya kritis masyarakat yang diikuti dengan tuntutan berperan
serta aktif dalam proses pembangunan.

Hak masyarakat berperan serta memiliki makan perlunya pengembangan
mekanisme penyelesaian konflik.

Menumbuhkan iklim persaingan yang sehat bagi lembaga peradilan sehingga
akan terjadi proses seleksi yang menggambarkan tingkat kepercayaan
masyarakat. Kehadiran pembanding dalam bentuk lembaga ADR ini diharapkan
mendorong lembaga penyelesaian sengketa tersebut (pengadilan) meningkatkan
citranya sehingga kepercayaan masyarakat pun‘meningkat.

Sebagai tindak lanjut dari usaha pelembagaan ADR di Indonesia, terdapat 2

(dua) studi yang terkait, yaitu sebagai berikut :

L.

Studi dalam rangka penyusunan Makalah Kebijakan (Policy Paper) yang

diprakarsai oleh Bappenas bekerja sama dengan Tha Asia Foundation. Studi ini

®! Mas Achmad Santosa. Pelembagaca ADR di Indonesia. Makalah untuk menanggapi

Laporan Diagnostic Assesment of Legal Development in Indonesia (bidang ADR). Jakarta, September

1997,
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dilaksanakan bersama — sama oleh PT. Qipra Galang Kualita (konsultan),
Yayasan Akatiga, ICEL (Indonesian Center for Environmental Law), dan LPPM
(Lembaga Pendidikan dan Pengembagan Manajemen).

2. Diagnostic Assessment of Legal Development in Indonesia yang diprakarsai
oleh Bappenas dengna pendanaan dari Bapak Dunia (IDF Grang). Studi ini
dilaksanakan oleh Firma Hukum Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro bekerja
sama dengan Mochtar, Karuwin dan Komar. Salah satu objek kajian diagnostik
ini adalah pengembangan dan pelembagaan ADR.

Studi di atas menemukan bahwa faktor - faktor prioritas dalam
mengembangkan dan melembagakan perundingan dan arbitrase®? di Indonesia adalah
sebagai berikut :

1. Tersedianya sumber daya manusia yang terampil dan memiliki intergritas tingg
untuk menjalankan peran sebagai juru runding / wasit dengan netral imparsial,
jujur, dan menjunjung tinggi profesionalisme kerja.

2. Terbentuknya permahaman masyarakat mengenai manfaat dan Kkelebihan
perundingan dan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa serta kebutuhan akan
jasa mediasi dan arbitrase,

3. Terdapat konsistensi antarproduk hukum mengenai pemanfaatan perundingan
dan arbitrase scbagai alternatif penyelesaian sengketa, serta peningkatan

keberlakukannya (enforceability).

 Makatah kebijakan memilih menggunakan istilab perundingan untuk mewakili negoftiation,
mediaton dan conciliation, dan istilah arbitrase sebagai terjemahan arbitration. Pilihan untuk tidak

menggunakan istilah ADR didorong oleh keinginan memakai istilah bahasa Indonesia yang mudah
dimengerti awam.
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Rekomendasi Makalah Kebijakan

Bagian ini menguraikan secara rinci inti dari usulan pelembagaan dalam
Makalah Kebijakan (Policy Paper) yang mencakup proses pelembagaan dan
pengembangan profesi yang menuntut disiapkannya sumber daya manusia untuk
menjalankan peran sebagai juru runding / wasit, serta tata laksana untuk menjalankan
peran tersebut. Di samping itu, diuraikan pula tentang perlunya pemasyarakatan
untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat luas tentang perundingan dan arbitrase.

Dengan pengembangan sumber daya manusia, tata laksana, serta peningkatan
kebutuhan (demand) masyarakat akan jasa juru runding dan wasit diharapkan
terbentuknya suatu kelompok profesiaonal yang terlatih dan cermat dalam
melakukan praktek ADR. Kelompok ini pada tahun 2000 atau 2001 diharapkan
sudah melewati critical mass schingga asosiasi profesi juru runding dapat dibentuk.
Asosiasi  priofesi  inilah yang  berfungsi untuk melanjutkan upaya
menumbuhkembangkan profesi jura runding guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ringkasnya, selama tiga atau empat fahun yang akan datang diasarankan

untuk diadakan program pendidikan dan pengembangan juru runding / wasit

(Gambar2). Kedua program ini mendapat arahan dan bimbingan dari suatu tim

pengarah yang terdiri atas wakil — wakil lembara pemerintah, LSM, pendidikan,
swasta, dan sebagainya. Pada tahun kelima diusulkan agar sebuah asosiasi profesi
juru runding / wasit dibentuk secara resmi. Tim pengarah di atas berfungsi
menfasilitasi pembentukan asosiasi terscbut serta mensosialisasikannya sehingga
menjadi perhatian nasional. Secara lebih rinci, gagasan di atas diuraikan dalam

subbagian dibawah ini.

Kedudukan Harta Bersama.... Zia Ul Hak



Tesis

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

95

Sasaran Jangka Pendek

a.

Program pendidikan dan pengembangan

Pelaksanaan program pendidikan dan pengembangan bertujuan menyiapkan

dasar — dasar bagi pengembangan profesi juru runding / wasit. Program ini

mempunyai fungsi sebagai berikut :

)
2)
3)
D
5)

6)

Merancang kurikulum pelatihan juru runding.

Merancang metode pelatihan yang tepat.

Menyiapkan tenaga pelatih.

Menyelenggarakan pelatihan umum untuk jurs runding / wasit.
Pengembangan dasar — dasar kode etik profesi.

Pengembangan metode perundingan / arbitrase.
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Gambar 3
Rangkuman Rekomendasi dan Bagan Alir Jadwal Kerja®
Sasaran
pelembagaan Asosiasi profesi
terbentuk
Program pemasyarakatan 3
Program pendidikan dan
Pelaksanaan pengembangan
Persiapan
pelembagaan
Tim pengarah terbentuk dan berfungsi
1997 1998 1999 2000 2001 2002
1. Arahan fasilitas dan pengawasan program
2. Dasar — dasar kegiatan dan fungsi assosiasi profesi
3. Fasilitas pendirian asosiasi profesi
Sasaran Jangka Menengah

a. Asosiasi Profesi

Setelah program pendidikan dan pengembangan serta program
pemasyarakatan berjalan selama beberapa tahun, diharapkan pada tahun 2000 atau
2001 sudah tersedia profesional dalam jumlah yang memadai untuk mendirikan
sebuah Asosiasi profesi im beranggotakan perorangan yang menawarkan jasa sebagal

juru runding / wasit.

% Bappenas dan The Asia Foundation, Op. cit., him. 38
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Gambar 4
Fungsi Asosiasi Profesi Juru Runding,™
Kode Etik
Pendidikan dan Prosedur dan
Sertifikasi Metode
Asosiasi profesi
Internasional

Pemasyarakatan

Fungsi asosiasi profesi antara lain sebagai berikut.

1. Melaksanakan program pendidikan dan sertifikasi bagi juru runding/ wasit.
Asosiasi ini dapat mengambil alth koordinasi program pendidikan dan
pengembangan yang telah berjalan atau menjalin kerjasama jangka panjang
dengan pusat pendidikan yang melaksanakan program.

2. Mengembangkan prosedur dan metode negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan
arbitrase dengan peleburan tekntk moc_lem dan pola-pola musyawarah tradisiomﬁ.

3. Mengembangkan dan menerapkan kode etik profesi diantara anggotanya. Dengan
demikian, asosiasi berwenang memberi sanksi atan mencabut sertifikat seorang
juru runding biia terbukti menyalahi kode etik profesi.

4. Memberikan jasa referral dengan menyediakan daftar juru runding/ wasit untuk

bidang-bidang sengketa bagi pihak yang membutuhkan. Pemilihan juru runding

% Ibid., hlm, 44
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dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, namun asosiasi membantu dengan
memberi akses pada nama calon juru runding.

5. Menjalin kerjasama dengan lembaga serupa di mancanegara, baik untuk
pendidikan, prosedur, maupun kode etik proses sebagai antisipasi era globalisasi.
Kerjasama ini menjadi ujung tombak juru runding Indonesia dengan pihak
internasional.

6. Melakukan pemasyarakatan yang berhubungan dengan profesi juru runding serta

fungsi asosiasi itu sendiri.

Perangkat hukum
Saat ini telah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang
memberikan peluang dan atau mengatur pelaksanaan perundingan umum maupun
scktoral. Secara khusus, komponen ADR yang paling membutuhkan legitimasi
hukum adalah arbitrase. Dalam arbitrase, keputusan wasit membutuhkan kekuatan
hukum yang jelas dan pasti penerapannya. Tanpa kekuatan hukum, arbitrase tidak
akan diminati dan dipercaya masyarakat sebagai sistem penyelesaian sengketa yang
efektif. Apabila pelaksanaan RUU Arbitrase yang menetapkan kclz_'umsan wasit
bersifat final dan mengikat (binding) kurang memuaskan, periu dimnbil langkah-
langkah untuk menjamin legitimasi hukum yang diingiokan tanpa mendorong
ditempuhnya jalur pengadilan.
Berbeda dengan arbitrase, pelaksanaan hasil perundingan tidak terkait pada sifat
keterikatan hukum. Pada prinsipnya, kesepakatan perundingan dihasilkan olch para

pihak yang bersengketa sendiri dan disepakati oleh kedua belah pihak sechingga
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pelaksanaan hasil perundingan lebih tergantung pada pribadi dan integritas pihak-
pihak yang bersengketa dalam menjalan kesepakatan. Pihak-pihak yang
menghormati proses perundingan, keadilan, hak-hak dan kewajiban asasi akan
menaati kesepakatan tanpa tekanan apa pun dari pihak luar. Dengan demikian, setiap
orang yang memasuki proses perundingan harus sepenuhnya memahami dan siap
memenuhi tanggung jawabnya dalam menjalankan kesepakatan. Asosiasi dan para
juru runding mempunyai peranan yang penting dalam mendidik dan meyakinkan
para pihak bersengketa mengenai kewajil?an mereka.

Pendirian asosiasi profesi juru runding mengharapkan agar dasar hukum
yang diperlukan tidak banyak berbeda dengan pendirian asosiasi lainnya, seperti akte

pendirian dan AD/ART.

Peranan Pemerintah

Peranan pemerintah dalam mengembangkan sistem ADR di Indonesia
sangat dibutuhkan, khususnya pada tahun-tabun pertama pelaksanaan program
pendidikan dan pengembangan serta program pemasyarakatan. Peranan pemerintah
yang diharapkan meliputi sebagai berikut.

1. Pembentukan suatu tim pengarah yang memberikan arahan bagi perencanaan dan
pelaksanaan kedua program diatas serta segala persiapan pendirian asosiasi
profesi juru ninding, termasuk masalah keanggotaan, pendanaan, iuran anggota,
sertifikasi dan sebagainya.

2. Memfasilitasi perubahan budaya, pandangan, dan kebijakan di lembaga-lembaga

pemerintah yang berpotensi menangani sengketa. Di samping ite, juga

Tesis Kedudukan Harta Bersama.... Zia Ul Hak



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

100

diharapkan fasilitas pemerintah yang memberikan keleluasaan gerak ADR
sebagai pihak penengah dalam sengketa dan peran pemerintah untuk mengawasi
pengembangannya.

3. Menyediakan dana untuk pelaksanaan kedua program di atas serta dana awal
untuk pendirian asosiasi profesi juru runding, baik dari anggaran dalam negen
maupun hasil kerjasama dengan badan-badan internasional.

Walaupun lembaga-lembaga mediasi/ arbitrase telah ada, namun minat
pelaku bisnis untuk menggunakan jasa juru runding masih perlu dikembangkan.
Pemasyarakatan untuk sektor bisnis disarankan agar dilakukan melalui lokakarya dan
program pelatihan di lembaga-lembaga pendidikan manajemen maupun pelatihan-
pelatihan umum. Pendekatan khusus pada para ahli hukum perusahaan (corporate
lawyer) perlu dipertimbangkan.

Jurz runding atau wasit yang tepat untuk menyelesaikan sengketa antar
pelaku bisnis adalah perorangan yang bekerja sebagai individu atau terkait dengan
asosiasi profesi/ dagang, perusahaan konsultan bisnis atau hukum, atau badan
arbitrase (BAN], P3BI, dan sebagainya}). Untuk sengketa antar pelaku bisnis dan
konsumen perorangan, dapat juga mw jasa juru runding atan wasit yang
terkait dengan lembaga masyarakat.

Konsep ahli pendamping dapat juga diterapkan dalam perundingan atau
arbitrase bisnis. Hal ini mengingat makin rumitnya peraturan penanaman modal,
perdagangan, hukum ekonomi, perpajakan, dan sebagainya. Para ahli tersebut dapat
direkrut dari bidang-bidang ilmu yang sesuai dengan kebutuhan dalam suatu

sengketa.
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C. ADR Sebagai Jawaban Penyelesaian Sengketa Jual Beli Ketenagalistrikan

Sampai sekarang umat manysia masih memandang keberadaan peradilan
sebagai pelaksana kekuasan kehakiman tetap dibutuhkan. Tempat dan kedudukan
peradilan dalam negara hukum dan masyarakat demokrasi masih dapat diandalkan,
antara lain berperan sebagai berikut® :

1. Peradilan berperan sebagai katup penekan atau pressure valve atas segala
pelanggaran hukum, ketertiban masyarakat, dan pelanggaran ketertiban umum.

2. Peradilan masih tetap diharapkan berperan sebagai the last resorf atau tempat
terakhir mencari kebenaran dan keadilan sehingga peradilan masih tetap
diandalkan sebagai badan yang berfungsi menegakkan kebenaran dan keadilan
(to enforce the truth and enforce justice).

Berdasarkan kedudukan dan keberadaannya sebagai pressure vaive dan the
last resort, peradilan masih tetap diakui memegang peran, fungsi, dan kewenangan
sebagai® :

1. Penjaga kemerdekaan masyarakat (in guarding the freedom of society),

2. Wali masyarakat (are regarding as costudian of society),

3. Pelaksana penegakan hukum yang lazim disebut judiciary as the upholders pf
the rule of law.

Disamping itu, tempat dan kedudukan peradilan masih dihargai sebagai
badan atau institusi yang memiliki fungsi istimewa (serve a very special function).
Dalam kedudukan istimewa yang demikian, JR Spencer’ mengatakan bahwa
putusan yang dijatuhkan pengadilan diibaratkan seperti “putusan tuhan” atau the

judgement was the of God. Pendapat yang menganggap bahwa putusan pengadilan

“ M. Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 237.

* Ibid., hlm 238.

¢ IR Spencer Jackson’s, Machinery of Justice (Cambridge: Cambridge University Press,
1989, hal. 19,
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sebagai the judgement was the of God sudah lama berakar dalam kehidupan manusia.

Masyarakat Yunani menyebutnya sebagai judicium die.

C.1. Kritik Umum Lembaga Peradilan

Kritik vang muncul terhadap peradilan bukan hanya gejala yang tumbuh di
Indonesia, melainkan terjadi di seluruh dunia. Di negara-negara industri maju, kritik
yang dilontarkan masyarakat pencari keadilan, terutama dari kelompok ekonomi,
jauh lebih gencar. Kalangan ckonomi Amerika menuduh bahwa hancurnya
perekonormian nasional disebabkan oleh mahalnya biaya peradilan. Tony Mc
Adams®® dalam tulisannya mengemukakan bahwa law has become a very big
American business and that litigation cost may be doing damage to nation’s
comparny.

Kenyataan atas kritik yang menggangp bahwa mahalnya biaya berperkara ikut
mempengaruhi kehidupan perekonomian bukan hanya terjadi di Amerika, melainkan
terjadi di semua negara. Kritik terpenting dari berbagai negara (wujud kritiknya
hampir sama) terangkum dalam uraian sebagai berikut :

1. Penyelesaian sengketa “lambat™

2. Biaya perkara “mahal”

3. Peradilan tidak tanggap (unresponsive)

4. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah

5. Kemampuan para hakim bersifat “generalis”

% Tony Mc Adams, Law Business and Society, Third Edition, 1992, hal. 195.
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Sebenarnya masih banyak kritik yang dapat dideskripsikan. Akan tetapi dari
deskripsi yang diutarakan di atas sudah dapat memberikan gambaran mengenai
kegoyahan keberadaan peradilan sebagai keckuasaan kehakiman. Meskipun
kedudukan dan keberadaannya sebagai pressure valve and the last resort dalam
mencari kebenaran dan keadilan, namun kepercayaan masyarakat terhadapnya sudah
berkurang,.

Faktor utama penyebab hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga
pengadilan adalah sistem peradilan yang terlampau formal dan teknis. Sifat formal
dan teknis pada sistem peradilan mengakibatkan penyelesaian sengketa tcrlunta—l;mta
sehingga membutuhkan waktu yang lama padahal masyarakat menghendaki
penyelesaian yang cepat dan biaya murah. Sengketa bisnis menuntut penyelesaian
yang bersifat informal procedure.

Penyelesaian sengketa yang lambat dalam dunia bisnis mengakibatkan
timbulnya biaya tinggi bahkan dapat menguras segala potensi dan sumber daya
perusahaan yang bersangkutan. Menghadapi kenyataan lambatnya proses
penyelesaian sengketa dan beratnya beban biaya yang harus dikeluarkan melalui
proses litigasi, muncul kegiéltan-kegiatan yang diarahkan kepada pelmikiran upaya
memperbaiki sistem peradilan,

Jika kecaman yang diarahkan ke pengadilan dihubungkan dengan ungkapan-
ungkapan yang melekat pada pengadilan, masih pantaslah mempertahankan
pengadilan sebagai the first resort and the last resort penyelesaian sengketa bisnis
pada masa mendatang? Apakah tidak perlu dicani dan dikembangkan bentuk-bentuk

penyelesaian baru sebagai alternatif?
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Penulis berpendpat bahwa lembaga peradilan tetap dipertahankan sebagai
katup penekan (pressure valve) dalam negara hukum dan demokratis. Akan tetapi,
kedudukannya perlu digeser hanya sebagai lembaga rhe last resort, sedangkan

lembaga alternatif yang lain ditempatkan sebagai the first resort.

C.2 Tindakan Preventif Untuk Memperkecil Sengketa

Sebelum membicarakan ADR sebagai pilihan penyelesaian sengketa bisnis di
masa datang, lebih dulu dikemukakan hal yang berkenaan dengan tindakan preventif
sebagai upaya menghindari terjadinya sengketa. Tindakan preventif yang baik dapat
dijadikan dasar prediksi kemungkinan terjadinya sengketa dari persetujuan bisnis
yang discpakati.

Setiap perjanjian mengandung resiko terjadinya sengketa. Akan tetapi resiko
timbulnya sengketa pasti lebih besar jika sejak awal perjanjian tidak diupayakan
pencegahan. Persetujuan yang tidak memperhitungkan faktor-faktor yang relevan
dengan jenis persetujuan sangat rawan menimbulkan persengketaan. Perikatan yang
tidak disertai dengan analisis yang matang mengandung kemungkinan terjadinya
sengketa,

Sehubungan dengan hal di atas, saat sekarang salah satu cara yang paling
tepat untuk menghindari kemungkinan terjadinya sengketa adalah dengan
mempersiapkan serta merencanakan dengan baik segala sesuatu yang berkenaan

dengan perjanjian (a good planning to avoid dispute).®

 Lawrence S. Clark dan Peter D Kinder, Law and Business, Third Edition (New York : Mc
Graw Hill, Inc, 1991, hal. 2.
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Perencanaan transaksi bisnis yang baik, sejak awal selalu mengupayakan
sekecil mungkin terjadinya sengketa yang membawa para pihak berperkara di
pengadilan. Penyusunan perencanaan transaksi yang baik dan seksama merupakan
kondisi yang kuat ke arah langkah pencegahan dan menghindari terjadinya perkara di
depan pengadilan dan menempatkannya sebagai jalan penyelesaian akhir (prevention
and avoid law suit and law suit are the last resort).

Dalam menghadapi kegiatan transaksi bisnis yang berskala nasional, regional,
dan internasional di masa datang, jalan terbaik untuk menghindari timbulnya
sengketa adalah melalui perencanaan yang baik. Suatu transaksi bisnis yang
dikualifikasikan dan dibuat berdasarkan rencana yang baik dapat memperkecil
timbulnya sengketa, Perencanaan transaksi bisnis yang baik dan memadai tidak
hanya berdasarkan faktor fundameantal bisnis, seperti prospek usaha mitra bisnis
(business prospect), risiko moral (moral risk), risiko bisnis (business risk), risiko
finansial (financial risk), tetapi juga memperhitungkan faktor ekstrem yang
menyangkut kemungkinan perubahan kebijakan pemerintah, misalnya perubahan
perundang-undangan tentang jenis perusahaan yang bersangkutan.

Y&;ng terpenting lagi, dalam transaksi bisnig perlu dilakukan pengkajian dan
perencanaan yang seksama mengenai legal opinion dalam setiap pembuatan
persetujuan yang menyangkut analisis tentang :

1. Jenis dan status perusahaan pihak mitra ditinjau dari segi hukum perdata dan
hukum admintstrasi.
2. Hal-hal yang berkenaan dengan persetujuan pimpinan kKorporasi sesuai dengan

sistem yang dianut, dan
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3. Menghindari perumusan perjanjian yang sulit dipahami, tidak jelas dan
membingungkan. (ambiguitas).

Oleh karena iti, perumusan persetujuan disusun dalam redaksi yang jelas,
baik maksud maupun pengertiannya. Dalam kenyataan atau praktek, sering muncul
sengketa yang bersumber dari rumusan perjanjian yang tidak jelas karena masing-
masing pihak memberikan penafsiran yang berbeda-beda tentang hak dan kewajiban
dalam pemenuhan perjanjian.

Sehuhungan dengan persoalan perencanaan yang baik, dari sudut hukum
dalam suatu transaksi, peran pengacara atau konsultan hukum sangat penting.
Mereka (pengacara atau konsultan hukum) dibayar oleh pengusaha untuk
memberikan legal opinion yang tepat. Untuk itu mereka dituntut pemahaman dan
wawasan yang luas mengenai hukum bisnis (business law), antara lain hukum
perjanjian (contract law), hak milik intelektual (intelectual property), hukum ekspor
impor, dan hukum transportasi. Di samping itu, mereka juga harus menguasai
peraturan hukum di bidang kegiatan bisnis, seperti peraturan hukum perbankan,
leasing, commercial paper, pasar modal, serta cara-cara penyelesaian sengketa, baik
melalui litigasi maupun ADR.

Dengan demikian, betapa luasnya wawasan hukum bisnis yang harus dikuasai
para pengacara atau konsultan hukum dalam menghadapi kegiatan bisnis di masa
datang. Tanpa penguasaan yang baik tentang aspek-aspek hukum bisnis di atas,
mereka tidak dapat diharapkan dapat mengatur a good planning to avoid dispute or

law suit,
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C.3. ADR Merupakan Jawaban Penyelesaian Sengketa

Sampai sekarang kekuasaan kehakiman (judicial power) dianggap masih
pertu dipertahankan. Sesuai dengan ajaran Trias Politica badan Judikatif ditemptkan
sebagai satu-satunya badan resmi dan formal dalam peradilan. Lembaga peradilan
masih dibutuhkan sebagai katup penekan dalam negara hukum dan masyarakat
demokrasi.

Sehubungan dengan itu, dengan tidak bermaksud menghapuskan eksistensi
pengadilan, perlu dicari sistem yang dapat dianggap lebih efisien dan efektif. Upaya
pencarian itu felah berjalan lama, terutama sejak maraknya kegiatan bisnis secara
nasional atau berskala internasional. Tabel 7 memperlihatkan gelombang
perkembangan pada siklus sistem penyelesain sengketa dagang (legal system cycles)
dalamn mencari keadilan.

Tabel 7

Siklus Sistem Penyelesaian Sengketa

Siklus Smten;e 1:,;::0‘;!:‘2““ Proses
I Ligitsi melalui peradilan o Sangat formal
‘ » Pengadilan sebagai the fist
resort dan the last resort
I Arbitrase sebagai ADR e Sedikit formal
* Arbitrase sebagai first resort
o Litigasi scbagai the last resort
111 Berbagai macam bentuk dan | ¢ Tanpa formalitas
sistem ADR ¢ Penyelewengan oleh para
pihak
« Pihak ketiga sebagai
intervensi netral
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Litigasi Gelombang Pertama

“Litigation is the first wave of the equity legal system” atau litigasi adalah
gelombang pertama siklus penyelesaian sengketa. Litigasi adalah penyelesaian
sengketa (perkara) melalui proses peradilan resmi (ordinary court). Peradilan
memiliki kedudukan dan kewenangan yang bebas dan merdeka sehingga peradilan
disebut sebagai the first resort and the last resort dalam penyelesaian sengketa.

Oleh karena itu, orang terperdaya dan hanya badan peradilan yang dianggap
mampu memberi penyelesaian yang adil. Dalam gelombang ini, sistem peradilan
diatur sebagai : |

1. Satu satunya lembaga yang sah dan resmi menyelesaikan sengketa yang
timbul dalam masyarakat, dan

2. Setiap penyelesaian harus menurut tata cara formal yang diatur dalam hukum
acara.

Ide tersebut ternyata telah membawa sistem litigasi ke arah formalitas yang
berlebihan, terlalu teknis, dan biaya mahal. Menghadapi kenyataan itu, dunia bisnis
makin cemas dan masyarakat umum merasakan kepahitan atas peran badan

peradilan.

Arbitrase Gelombang Kedua

Perkembangan arbitrase ditandai dengan adanya JAY Treaty pada tahun
1794. Perjanjian ini adalah perjanjian antara Amerika dan Inggris yang bertujuan
untuk menanggulangi perselisthan dagang yang terjadi antara warga mereka. Cara
penyelesaian melalui sistem diplomatik sering mengecewakan dan penyelesaiannya

dipengarchi kepentingan politik.
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Cara ini kemudian dirombak dan akhirnya mencapai kesepakatan untuk
membentuk institusi yang akan membentuk mixed commissions yang berfungsi
menyelesaikan sengketa dagang secara hukum. Mixed commissions berkembang dan
menjadi cikal bakal arbitrase nasional dan internasional.

Masing-masing negara mengakui bahwa arbitrase hanya sebagai eckstra
yudisial, penyelesaian sengketa yvang dilakukan berdasarkan rule yang disepakati,
pemberi putusan langsung yang bersifat final and binding dapat dieksekusi oleh
pengadilan, dan vurisdiksinya hanya terbatas pada penyelesaian sengketa dagang.

Untuk memperluas peran arbitrase, berbagai konvensi internasional,

diantaranya konvensi ICC, ICSID, dan New York Convention 1958 menyepakati

penggunaanmnya.

Dispute Resolution Gelombang Ketiga

Siklus ketiga mengembangkan sistem penyelesaian sengketa terutama untuk
kepentingan dunia bisnis. Penyelesaian sengketa bisnis pada era globalisasi dengan
ciri “moving quickly” menuntut cara-cara yang informal procedure dan cepat.

Sejak tahun 1980, berbagai negara mengembangkan ADR secbagai jalan
terobosan alternatif atas kelambatan penyelesaian litigasi dan arbitrase yang
mengakibatkan terkurangnya dana, waktu, pikiran dan tenaga para eksekutif serta
menjerumuskan ke arah kehancuran usaha. Berbagai ragam ADR dikembangkan
dalam waktu singkat. Perkembangan ADR sejak tahun 1990 sangat pesat karena
mampu memberikan penyelesaian yang cepat.

Di Amerika Serikat, pada tanggal 12 Februari 1980, Presiden Jimmy Carter

memperkenalkan bentuk ADR melalui Dispute Resolution Act. Selanjutnya, diikuti
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bentuk-bentuk ADR yang lain, seperti conciliation, mini trial, summary jury trial dan

lain-lain.

C.4 Kelebihan dan Kendala Proses Penyelesaian Sengketa Alternatif

Mediasi mencoba meruntuhkan mitos dan pendapat bahwa dua orang yang
bersengketa tidak dapat duduk satu menit pun dalam suatu ruangan. Kenyataan yang
terjadi adalah apabila sengketa tidak mempertontonkan kelebihan atau kekuatannya
sebagaimana dalam proses litigasi dan arbitrase, penyelesaian sengketa temyata
dapat dicpai dengan adil (fair) dan cepat. Dengan cara itu sumber sengketa lenyap
dan diatasnya tumbuh hubungan persaudaraan untuk masa depan (for the future).
Jika dijabarkan lebih lanjut, masih banyak nilai-nilai yang dapat diperoleh dari
penyelesaian sengketa melalui perundingan sebagai bentuk sistem penyelesaian
sengketa ADR.

Dari uraian perbandingan beberapa alternatif bagi penyelesaian sengketa
perdata, penulis berpendapat bahwa penyelesaian sengketa melalui perundingan
(negosiasi, mediasi, konsiliasi) memiliki beberapa keunggulan komparatif
dib_andingkﬂn dengan penyelesaian sengketa‘mclalui arbitrase dan litigasi.

Kelebihan dalam perudingan. Bagian ini memberikan gambaran umum

tentang perbandingan antara perundingan, arbitrase dan litigasi.
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'11

Perbandingan Antara Perundingan, Arbitrase dan Litigasi

Proses Perundingan Arbitrase Litigasi

Yang mengatur Para pihak (parties) | Arbiter Hakim

Prosedur Informal Agak formal sesuai | Sangat formal dan
dengan rule teknis

Jangka waktu Segera Agak cepat Lama (2 tahun

- (3 - 6 minggu) {3 — 6 bulan) lebih)

Biaya Murah (low cost) | Terkadang sangat | Sangat mahal
mahal (expensive)

Aturan Tidak perlu Agak informal Sangat formal dan

pembuktian teknis

Publikasi Konfidensial Konfidensial Terbuka  untuk

umum

Hubungan  para | Kooperatif Antagonistis Antagonistis

pihak

Fokus For the future Masa latu (the past) | Masa lalu (the

penyelesaian ast)

Metode negosiasi | Kompromis Sama keras pada | Sama keras pada
prinsip hukum prinsip hukum

Komunikasi Memperbaiki yang | Jalan buntu Jalan buntu

sudah lalu (blocked) (blocked)

Result Win-win Win-lose Win-lose

Pemenuhan Sukarela Selalu ditolak dan | Ditolak dan
mengajukan mencari dalih
oposisi

Suasana Bebas emosi Emosional Emosi bergejolak

emosional

Kendala bagi pelaku usaha :

Undang-undang Perlindungan konsumen (Undang-Undang No. 8 Tahun 1999).

Bersamaan dengan undang-undang ini telah lahir pula Undang-Undang Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sechat (Undang-Undang No. 5 Tahun 1999).

Kedua undang-undang yang berkaitan erat satu dengan yang lain.

Sekalipun demikian Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 ini memiliki ketentuan

yang menyatakan bahwa “kesemua undang-undang yang ada dan berkaitan dengan
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perlindungan konsumen tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau telah diatur
khusus oleh undang-undang”. Karena ity, tak dapat lain haruslah dipelajari juga
peraturan perundang-undangan tentang konsumen dan/atau perlindungan konsumen
ini di dalam kaidah-kaidah hukum peraturan perundang-undangan umum yang
mungkin atau dapat mengatur danfatau melindungi hubungan dan/atau masalah
konsumen dengan menyedia barang atau jasa. Sebagai akibat dan penggunaan
peraturan perundang-undangan umuwm ini, dengan sendirinya berlaku pulalah asas-
asas hukum yang terkandung di dalamnya pada berbagai pengaturan dan/atau
perlindungan konsumen tersebut. Padahal, nanti akan temyata, beberapa diantara
asas hukum tersebut tidak cocok untuk memenuhi fungsi pengaturan dan/atau
perlindungan pada konsumen, tanpa setidak-tidaknya diadakan pembatasan
berlakunya asas-asas hukum tertentu itu. Pembatasan dimaksudkan dengan tujuan
“menyeimbangkan kedudukan” di antara para pihak pelaku usaha dan/atau konsumen
bersangkutan.

Surat Keputusan Gubernur, Surat Keputusan Bupati, Walikotamadya, dan lain
sebagainya. Purnadi’® dalam bukunya menyebut perundang-undangan umum ini
sebagai undang-undang dalam arti materiil.

Dengan demikian dan ditambah dengan ketentuan Pasal 64 (Ketentuan
Peralihan) undang-undang ini, berarti untuk “membela” kepentingan konsumen,
masih harus dipelajari semua peraturan perundang-undangan umum yang berlaku.
Tetapi peraturan perundang-undangan umum yang berlaku, memuat juga berbagai

kaidah menyangkut hubungan dan masalah kousumen Sekalipun peraturan

™ Pumadi Purbacaraka, $.H., Perundang-Undangan dan Yurispru-densi Alumni, Bandung, 1979, H.
12
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perundang-undangan itu tidak khusus diterbitkan untuk konsumen atau perlindungan
konsumen, setidak-tidaknya ia merupakan sumber juga dari kum konsumen dan/atau
hukum perlindungan konsumen.

Hukum Konsumen, terutama Hukum Perlindungan Konsumen mendapatkan
landasan hukum pada Undang-Undang Dasar 1945, Pembukan, Alinea ke-4
berbunyi : “Kumudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia”.

Landasan hukum lainnya terdapat pada ketentuan termuat dalam Pasal 27 Ayat
(2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Ketentuan tersebut berbunyi : “Tiap
warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”,

Sesungguhnya apabila kehidupan seseorang tergnggu atau diganggu oleh pihak
atau pihak-pihak lain, maka alat-alat negara akan turun tangan, baik diminta atau
tidak, untuk melindungi dan atau mencegah terjadinya gangguan tersebut.
Penghidupan yang layak, apalagi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,
merupakan hak dari warga negara dan hak semua orang. Ia merupakan hak dasar
bagi rakyat secara menyelhiwruh. Penjelasan otentik Pasal 27 Ayat (2) ini berbunyi :
“Telah jelas, Pasal-pasal ini mengt:m;i hak-hak warga negara”.

Salah satu yang menarik dari TAP-MPR 1993 ini adalah disusunnya dalam
satu napas, dalam satu baris kalimat, tentang kaitan produsen dan konsumen.
Susunan kalimat tersebut berbunyi : “meningkatkan pendapatan produsen dan
melindungi kepentingan konsumen”.

Karena it dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai

pelaksanaan dart TAP-MPR ini, haruslah jclas siapa yang dimaksudkan dengan
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pelaku usaha dan siapa pula konsumen, apa hak-hak dan/atau kewajiban sesuai
kepentingan masing-masing pihak. Pencampur-adukan keduanya, seperti pemikiran
sementara orang pada sat ini, lebih banyak menimbulkan kerancuan dan kesulitan
daripada kemanfaatan.

Pelaku usaha adalah pelaku usaha, dan konsumen adalah konsumen: haruslah
diciptakan keadaan yang seimbang, serasi dan selaras dalam kehidupan diantara

keduanya.
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BAB 1V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa proses penyelesaian sengketa/ konflik di masyarakat mengalami
perubahan dan berkembang. Kemudian, muncul bentuk penyelesaian sengketa
alternatif yang dikenal dengan nama ADR (Alternative Dispute Resolution). Bentuk
ini menekankan pada pengembangan metode penyelesaian konflik yang bersifat
kooperatif di luar pengadilan (out of court). Metode/ cara penyelesaian sengketa
ADR bersifat konsensus (consensus), dapat diterima para pihak yang bersengketa
(mutual acceptable solution), dan informal procedure.

Bahwa para negosiator-negosiator pelaku usaha yang khususnya PT PLN
(Persero) dalam hal ini menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum
tidak berlatar belakang pendidikan hukum untuk itu dengan adanya pemahaman ilmu
hukum tentang penyelesaian alternatif diharapkan untuk memperkeci! benturan-
benturan kepentingan yang selama ini dengan konsumen.

Bahwa pengembangan dan p;elcmbagaan diterapkannya metode perun‘dingan.
arbitrase sebagai ADR terlihat sangat baik. ADR merupakan pilihan yang murah,
cepat, efisien dan sejalan dengan budaya masyarakat Indonesia yang tidak
konfrontatif.

Pelembagaan ADR dilakukan dengan melihat perbandingan praktek
penerapan ADR di negara-negara lain, dimana ADR dapat berkembang dan

dilaksanakan dengan baik. Pengembangan dan pelembagaan ADR diharapkan

[15
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memegang andil dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa di masyarakat. Proses
pelembagaan ADR tidak hanya mencakup suatu badan atau organisasi namun
mencakup adanya perangkat lembaga yang memungkinkan ADR dapat dilaksanakan
di Indonesia.

Bahwa prioritas diperlukannya pengembangan dan pelembagaan ADR di
Indonesia melahui legitimasi atau perangkat hukum tercermin dengan diselesaikan
dan dikeluarkannya Undang-Undang tentang arbitrase. Dimana Undang-Undang
Arbitrase yang baru mengadopsi perkembangan bentuk dan prinsip-prinsip ADR

sebagai bentuk penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan,

B. Saran

Agar proses penyelesaian alternatif berbudaya di masyarakat tidak sekedar
formalitas belaka dengan mengedepankan etika baik para negosiator, abriter dan
mediator dan mengedepankan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.
Sehingga mengurangi perkara yang menumpuk di pengadilan.

Dalam perkembangan dunia usaha, baik nasional maupun internasional, serta
perkembangan hukum' melalui produk perundang-undangan, pe;ioman arbitrase yang
berdasarkan Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtvordering) sudah tidak
sesuai lagi dan perlu disesuaikan pengaturannya, baik secara substantif maupun
filosofisnya.

Selama ini didalam klausula, surat perjanjian jual-beli temaga listrik
(SPIBTL) tercantum klausula : Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam

pelaksanaan Surat Perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan
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dengan cara musyawarah. Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara
musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, kedua
belah pihak menyerahkan penyelesaian melalui Pengadilan Negeri. Maka sebaiknya
didalam SPIBTL menyantumkan klausula arbritase dalam suatu kontrak. Penyusunan
harus berhati-hati, jika kurang tepat menumuskan bahasa atau klusula arblitase , usul
itu menjadi sengketa dikemudian hari.

Pemerintah dan masyarakat, terutama pelaku bisnis dan kalangan perguruan
tinggi, harus segera mepgkaji dan mengembangkannya selaras dengan kebutuhan
penyelesaian sengketa dagang di luar pengadilan dalam bentuk perundingan sehingga
terdapat pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan kelebihan perundingan

(ADRY) ataupun arbitrase dalam menyelesaikan sengketa.
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Lamplran Keputusan Direksi
Nes, QG KIOIRI2001
Tanggal 9 Mei 2001

——— e i ———————

" SURAT PERJANJIAN

Tentang

~ JUAL BELI TENAGA LISTRIK

Antara

PT PLN (PERSERQ)

Dan
PT, xxx

Nomor PIHAK PERTAMA,

Nomor PIHAK KEDUA .

Yang bertanda téhgén di bawah ini :

I. PT PLN (PERSERQ) dalam hal ini diwakili oleh ............... selaku .......... . berdomisiii
di Jalan oo, berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT PLN tPERSERO) Nomor
......... langgal .....ociieinnn selanjutnya dalam Sural Peranjran int disebul PIMAK
PERTAMA.

(1= O dalam hal ini diwakili oleh ......... selaku . ... berdonusili . . ds
Jalan - . yang berdasarkan omor
......................... tanggal ................... . selanjutnya dalam Surat Perjanjian - ini disebut
PIHAK KEDUA. .

menerangkan terlebih dahulu, hal-hal .éebaqai berikut ;.

1. BahWa wveievieers o

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kedua belah pihak sepakal unluk membual Perjanpan
Jual Beli Tenaga Listrik dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal
pasal sebagai berikul '

PASAL 1

TUJUAN

PIHAK PERTAMA bersedia untuk merijual dan menyalurkan lenaga lisirik kepada PIMAK

KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia unfuk membeli dan menerima tenaga lsirk térsebut
yang akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA uniuk dlpergumkan unluk milik PIHAK KEOUA

beralamat ......
e b . 1
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Apabila salah salu plhak me[akukan pemulusan per]an;lan kedua pihar sepakat unluk Wak
memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata

PASAL 21~

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi‘pe.rs‘elisihan pendapat dalam pelaksanaan Surat Perjanpan . maka
kedua belah pihak akan. menyelesalkan dengan cara musyawarah.

Apatila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) Pasai ini tidak {ercapai, kedua belah pihak akan menyerahkan penye-
iesaiannya melalui Pengadilan Negeri ... ..oooeevvvre e

Kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum yang telap dan tidak berubah di Kantor
Panitera Pengadilan Negeri .........

PASAL 22

PERUBAHAN - PERUBAKAN

Setiap perubahan ketenluan Pasal atau Pasai-pasal Sural Perjanjian it hanya dapat
dilakukan alas persetujuan kedua belah pihak kecuali unluk Qerubahan keienivan Pasal 13
ayal (5) dan alav Pasal 14 ayat (3) dan atau Pasal 16 aya@hurufé‘,}ura: Pananpan in

Setiap perubahan kelentuan Pasal atau Pasal-pasal Sural Perjanjian it kecuali untuk
perubahan kelentuan Pasal 13 ayat /™! dan atau Pasal 14 ayat {J) dan atau Pasal 16 ayal
(7) huruf ¢ Surat Perjanjian ini..... dan atau Pasal 13 ayal (3) Surat Perjanpan ini setelah
disepakati ,dibuat dalam suatu Amandemen yang merupakan Dagian yang nidak
{erp|sahkan darl Surat Perjanjtan ini, ., 4

,; ! }‘;’.' “'“ ["f'}' H '}, . i‘ \ 3
Usul perubahan ketentuan Pasal atdu Pasal-pasal sebagalmana dimaksud dalam ayal (1}

Pasal ini harus diajukan secara tertufis oleh pihak yang barkepentingan kepada pihak yang

lainnya  selambat-fambalnya dalam jangka waklu ... sebelum saa! perubahan yang
diusulkan . '

PPABAL 24

BERLAKUNYA SURAT PERJANJIAN

Suwral Perjanjian im berlaku seqak langgal dilandatangam untuk  wakle yang bdak ferbolas g
capat diakhiri oleh masing-masing pihak dengan memperhatikxan kzizniuan unius gengakiear
cunaksud dalain Pasal 20 Surat Perjanijian ini.

et b g0y oy 1""
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DISTRIBUSI JAWA TIMUR
AREA JARINGAN SURABAYA BARAT

BERITA ACARA PENETAPAN

No

B0855

v No.:

vefnzarkan ¢ L

Hasil Pemeriksaan Langganan No. 19/2 2,/X/

01345, /PPTLJAJ. SBB/..12/.20%

2005/A7-888

tanggal .. 21102005

[

Derita Acara Pembuxaan Barang Bukti No.
RATIO=Z00S

tanggal ..

Berita Acara Pcngamhllan Barang Bukti No. .

.olpzzx,/u 83B/X/2005

4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoriumm No... o s et rrimsss s e e e

3. Berita Aca
rrskia,
* Fama
Asemat Pelanggan
Yava terpasang f Tarip
Faoaer Ingtalasi
i woddaan Penyambungan

Vil Pomeniksaan Setempat

int! Pemeriksaan Laboratorinm

. -*)
Aasid Bvaluasi / Kestmpudan

Uenvan ini ditetaphkan sbb. :

1. Teijadi pelanggaran / tidak terj
2. XKlasifikasi pelanggararl

a tagihan susulan / sup,

L

Besarnya
S erat

sesuai ketcntuan yang bf;rlaku.

duta semtua

F8 EVALUASI TNO. Loeiiiereeies s ier e vime e s eassarareessaasaaasasiesastsesnnspemassommtee s hrmssmanedmeedemde s enesmsann

... tanggal

m; I'GEIDH mmm NO 33
Ly K“'Vm
33.038'[043

_Menyele dengan pmsamm NH Fuse 31250“-

_Kedapatan penguluran -36,5 % karena pada poel cw(se)pums.

. Puta.ra:n th Ma'tcsr setelah dioek terda.p;et"ﬁ minug 1/3
. = Kabel ;.k;soen ¢ pb.a.se 5 (32) Gipu'bu.s

| * ?elmamh.-. OImSm B mEmimmamgimmbsasrgaramdmm s mh s d AT RN A A A

adi pelanggaran : terhadup pemakaian aliran listrik.
LB

llSlysg%harus dlbaﬁar R,) 100'000"120’

Tupl

4 Tagithan susulan / cuplisi diatas harus diselesaikan pemibayarannya paling lambat tanggal «..ovvveerrererorinnn

Tromikian Beritn 2.

*1 periu bila panetapan tid

Tesis. ..

~ara ini dibuat dengan sebenarnya sesuzi dengan peraturan yang berfaku.

Surabaye, 24 Oktober 2005

PT.PLN{ PERSERO)
DISTRIBUSI JAWA TIMUR

AREA JARING SURABAYA DARAT
a ager

214

al diperlukan evalvasi Team Anew.
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1. PLN (PERSERO) :
DILTRIBUSI JAWA TIMUR
AREA JARINGAN SURABAYA BARAT . No. PPTL - 10/?2‘1'1,/!/2005/”—333

Tgl pPTL ; 21 Ok tobar 2005

PERHITUNGAN TAGIHAN SUSULAN

el : OV Xustika INDAH
Al - DitSh NOSIONM MEGARE Wo.33

i monttak/Kootrol ;. BGLOXBTO43

“inlonzan Pelanggaran : A/BICID @ F/G
inyn Wontrak / Tarip VA/
Py Redapatan : VA/
L.« Beabeban =6 X 1,5 daya tersambung X biaya beban tarif bersangkutan
CXLSX. oo, X R o e Rp.....oovivnt,

- Bea pemakaian =6 X 720 jam: X KVA daya tersambung X 0,85 X harga per kWh

yaug testinggi pada golongan tarip bersangkutan sesuat TDL yang berlaku

CXT720)Jam X ........ .. X085 = ... .. EwhXRp.o...oooooooo. Rpovovvnann..,
227.273 Kwh X Rp 440, Bp.100.000,120,

1 Bea peayegelan kembali. .. ......... biji@Rp....... Rp..oooovviiii,
Beatera AFP(sesuai No. 0037471 /DIR/I993 ) oo, Rp..............

- Bea ganti pembatas : harga material + ongkospasang . ..................... Rp.oooovvnuon o
[3ca ganti kWh meter (3 phasa ) : harga material + ongkos pasang ............ Rp.......... ...,
BBea ganti kWh meter (| phasa ) : harga material + ongkos pasang............ Rp..ooooviiaii o,

- Bea ganti kabel ; harga material + ongkospasang . ......... .. ..., Rp..ooooiiiinil,
Sea pasang APP Lo L. U e, Rp..oovvoinin
ea Tata Usaha ... .. B e e e Rp.oooooviiini .

- BuaMaterai ..o, S Rpoooovnis,

..............

JUMLAH(I+i) Rp.100s000.120,-

Mengetalwi, C S ..... B-N‘E- ’28968@]“1‘ 2005 .
Penung mm?wab Harian Team Tagihan Susulan PPTL
Ay ,P.ﬁ.&.?.mq | (.. Rt Bartatd
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1 JL. URIP SUMOHARJO NO. 60
TELP. (031) 5323158
SURABAYA Surabaya, 22 Desember 2005

No : 033/KBI/EKS/XT1/2005
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Keberatan dan Permohonan keringanan

Kepada Yth

Manajer PT. PLN (Persero)
Distribusi Jawa Timur

Area Jaringan Surabaya Barat
Ji. Geluran No. 1 Taman
Sidoarjo

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama klien kami

Nama : Lidya Agustina

Pekerjaan : Direktur CV. Mustika Indah Kencana

Alamat : J1. Ngelom Megare No. 538 Taman Sidoarjo

Sehubungan dengan surat dari PLN Area Jaringan Surabaya Barat secara berturut-turut

1. Tanggal 25 Oktober 2005

2. Tanggal 28 Oktober 2005

3. Tanggal 9 Nopember 2005

4. Tanggal 7 Desember 2005 T

Maka dengan surat ini kami menyatakan sangat berkeberatan atas tagihan susulan yang

berjumlah sebesar Rp. 475.042.420 (empat =1tus tujuh puluh lima juta empat puluh dua ribu

empat ratus dua puluh rupiah) berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Perusahaan CV. Mustika Indah Kencana sejak bulan April 2005 sudah tuntas karena
hasilnya dalam beberapa bulan terakhir terus merugi, sehingga dilakukan PHK total
terhadap 85 karyawan, sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Panitia Penyelesaian
Perusahaan Dacrah Surabaya.

2. Sejak didirikannya CV. Mustika Indah Kencana pada bulan Juli tahun 1989 sampai
ditutupnya perusahaan tersebut pada bulan April tahun 2005 yang menjabat Direktur
adalah Indra Wahyudi Sugianto (selama itu adalah suami klien) kami.

3, Namun karena pada bulan April tahun 2005 telah terjadi putusan perceraian antara klien
kami dengan Indra Wahyudi Sugianio, maka secara resmi telah diterbitkan Akta
Perceraian pada bulan Juli 2005 (Bukti P.1).

4. Sebagai akibat, hasil lanjut dibuat kesepakatan pembagian harta gono gini, yang salah satu
bentuknya adalah: klien kami yang akan mengelola kembali perusahaan CV. Mustika
Indah Kencana, dengan keharusan memberikan kompensasi pembayaran kepada mantan
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suaminya. Perjanjian tersebut dituangkan dalam Akte Notaris No. 41 Tanggal 20 Mei 2005
(Bukti P.2).

. Sehingga baru pada akhir bulan Mei itwlah perusahaan CV. Mustika Indah Kencana dibuka

kembali dengan menerima kembali karyawan sebanyak 25 (dua puluh lima} orang.

. Dalam kondisi yang masib baru merayap untuk tegak ternyata ada musibah dari PLN pada

bulan Oktober 2005, sedangkan secara pasti klien kami bukanlah pelakunya, kiien kami
sama sekali tidak tahu bagaimana hal itu dapat terjadi.

. Sekarang setelah aliran listrik itu diputus, dengan terpaksa klien kami harus mengajukan

permohonan PHK karyawannya (Bukti P.3) kembali oleh karena beban yang terlalu berat
yang harus ditanggung oleh klien kami dalam menjalankan perusahaan yang semakin sulit
memperoleh hasil yang dikerjakan.

. Oleh karena memang klien kami bukanlah orang yang melakukan pencurian aliran listrik

tersebut dan bahkan berani bersumpah dengan cara apapun, sedangkan se¢suai Berita Acara
Pemeriksaan Dan Data dari PLN tanggal 21 Oktober 2005 tentang kondisi segel APP tidak
dibuka siaka klien kami merasa sangat berkeberatan untuk membayar tagihan susulan
sebesar tersebut diatas.

Akan tetapi karena klien kami masih ingin menjalankan perusahaannya dan demi
kelangsungan hidup serta tuntutan para karyawan yang harus menanggung kehidupan
keluarganya masing-masing ; maka dengan segala hormat kami mohon kebijaksanaan dan
bantuan untuk memberikan keringanan jumlah tagihan susulan sesuai dengan kemampuan
klien kami sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk dibayar secara angsuran
24 (dua puluh empat) bulan (Bukti P.4).

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kebijaksanaan serta bantuan yang
Bapak berikan kepada klien kami kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan memberikan
balasan yang berlipat ganda atas kemurahan dan amal baik Bapak amin. '

.
e

Tembusag :

Kepada Yth:

General Manager PT. PT.N (Persero)
Distribusi Jawa Timur
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NOTULEN RAPAT
PENYELESAIAN P2TL AJ. SBB

Hari : Senin, 26 Desember 2005

Ruang : Ruang Sidang Hukum PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur

Waktu : 08.00 WIB

Acara : Pembahasan Surat No. 033/KHI/EKS/XI1/2005, tentang Keberatan dan
Permohonan Keringanan Tagsus.

Rapat dihadiri oleh :

1. Ir. Roberton Manurung Manajer AJ. Surabaya Barat

2. Suprapto Asman Operasi Distibusi AJ. SBB
3. Teguh Adi Santoso, SH DM. Hukum PLN

4. Subhartono, SH Staff Sub. Bid. Hukum

5. Miftakhus Saidir, SH Staff Sub. Bid. Hukum

Posisi Kasus :

1. Telah dilaksanakan P2TL terhadap CV. MUSTIKA INDAH, Desa Ngelom
Megare No. 33 Surabaya, No. PLG. BG 0387043, daya 147 kVA /1 2.

2. Berdasarkan Berita Acara Penetapan No. 01345/PPTL/AJ.SBB/10/2005,
tanggal 24 Oktober 2005, telah terjadi pelanggaran Golongan C dengan total
tagihan sebesar Rp. 475.042.420,- .

3. Pelanggan mengajukan keberatan sebagaimana surat menyurat terlapir.

4. Dalam rapat telah dibahas beberapa fakta sebagai berikut :

Kondisi Segel APP saat ditemukan dalam keadaan utuh dan baik.

Jika dilakukan proses hukum ( Pidana & Perdata ) akan memakan waktu dan

biaya yang tidak sedikit, mengingat adanya kelemahan-kelemahan hukum

dari pihak PLN khususnya dalam pembuktian pelaku tindak pidananya.

c. Pelaku mempunyai itkad baik untuk memenuhi tagihan susulan, namun
karena kondisi Pemilik maupun Perusahaan sedang dalam keadaan
kesulitan keuangan.

d. Telah diadakan kunjungan lapangan oleh Tim dari SBB dan SB. Hukum ke
lokasi tanggal 14 Desember 2005 dan bertemu secara langsung pada
Penanggung jawab ( Ny. Lidya/ mantan istri pemilik) terungkap fakta bahwa
kondisi perusahaan memang dalam keadaan tidak beroperasi dan tidak
produktif terbukti dengan adanya PHK terhadap sebagian besar
karyawannya

e. Telah terjadi perceraian pemilik perusahaan dan kempemilikan Perusahaan

masih dalam sengketa, sehingga siapa yang bertanggung jawab atas

tagihan P2TL menjadi berlarut-larut karena masih terjadi tarik ulur antara
mantan suami dan istri (Tuan Indra dan Ny. Lidya )

oo
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f. Pemiiik menyatakan kepasrahannya dan siap dibongkar, jika hat ini dipenuhi ,
maka kita akan kehilangan pendapatan P2TL dan kehilangan pelanggan.

g. Pemohonan dan kesanggupan untuk membayar Rp. 100.000.000, (Seratus
juta Rupiah} sebagaimana stirat tertanggal 22 Desember 2005, nomor :
033/KHIVEKS/XI2005, jika dihitung secara riil suplisi permakafan dengan
daya dan tarip yang ada sama dengan pemakaian 9 bulan, hal ini sudah
melebihi perhitungan 6 bulan sebagimana diatur dalam SK.Dir. PLN. No.
068/2000.

Kesimpulan Rapat :
Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka diputuskan untuk menerima

tawaran pelanggan sebesar Rp. 100.000.000,- { Seratus juta Rupiah) secara
angsuran. _

wya, 26 Desember 2005

1. Ir. Roberten Manurung

2. Suprapto

3. Teguh Adisantosa, SH

4. Suhartono, SH

5. Miftakhus Saidin, SH

Wiifta\notulen rapat SBB
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— PT. PLN (PERS'I::‘RO takaan Universitas Airlan - a
DISTRIBUS! JAWA TIM angoa 1 No, 01345
. AREA JARINGAN SURABAYA BARAT | .
BERITA ACARA PENETAPAN

No. : .01345. /PPTL/AJ. SBB/.1Q../2005
Berds;sarkan : L Ha.éilPemcriksaanLsnggananNo....‘IQ!.’EZMJV.ZQQS/H:&#&...M.................................,...'.
tanggel . 21, Okteber 2005 |

2. Berita Acara Peng.ambilan Barang Bukii No. 10/£2T/M=3B2/8/2005......o oo

3. Berita Acara Pembukaan Barang Bukti No. ...0264

4. Berita Acara Pemeriksasn Laboratorium No.. 01203

...............

........... cvreesseeesseinrsssaenneenn, 180ggAL . 24 Ok tebez 2005 ...
5. Berita Acara Evaluasi NO. .....co.oorersscneas
............. eeneonrienerronesennne tANEERL Lo
maka, . : .
- Nama
Alamat Pelanggan :
Daya terpasang / Tarip -  ATEVR [ 42
Nomor Instalasi : 840387043 . erveeressaes s b s s s tasas o ssees
Keadaan Penyambungan-  : Yenyals Dg pemgamanaw f. Fuse.3K2504

e

Hasil Pemeriksaan Setempat . Hasil kedspatam psngukuran -36,% karena pads posl ..
. s Upkad _

............

Hasil Pemeriksaan Laboratorium : “Fu8Yen Kvh meter setalah.dicsk. tsrdepat.minus’if3.....
; . %) ; Eabel Slom OF Phene 8.(82). ddputus... _
o =2. 90 nogal PR /04/80D.. 4ak. Buiu 303 /ABE. serta. petengan

+ Hkun ¥ -
R = S i
Hasil Evaluasi / Kesimpulan L eeeess .

= Pealanggaran uelengan Q

) (Hempengaruil panguiciran Energi )

.....

Dengan ini ditetapkan sbl-:. 1

1. Tetjadi pelanggaran /tidaleterjadi pelangparen : terhadap pemakaian aliran listrik.
2. Klasifikasi pclanggaran D GlenERR.. G .

3. Besarnyh tagihan susulan / suplisi yang harus dibayer : Rp. 47530423420,

.............

sesuai ketentuan yang berlaku. )
4. Tagihan susulan /=wphisi diates harus diselesaikan pembayarannya paling lambat tanggal . 25. Qkigaher. 2005

Demikian Bcﬁt:l Acara ini dibuat dengan sebenamya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

STNAT .. 2A . Ok AT 2005,
xnen PT. PLN ( PERSERO )

Nb.:

Tesis @, O7 _ Kedudukan Harta Bersama.... . Zia Ul Hak
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DISTRIBUSLJAWA TIMUR

AREA JARINGAN SURABAYA BARAT . No. PPTL

: 01273

Tl PPTL : 21699042005

PERHITUNGAN TAGIHAN SUSULAN

Nama . OV MDITIXA m

Alamat : Da Ngelon Negare Fo'ud®

No. Kontrak/Kontral : BG 0387043

Golongan Pelanggaran : A/B !g.’ D/E/FIG
Daya Kontrak / Tarip  : 147 K YA/ 12
Daya Kedapatan E Va/

Il.

- Beabeban =6 X 1,5 daya tersambung X biaya beban tarif bersangkutan

....................................... Rp.o.....ooo....
- DBea pemakaian = 6 X 720 jam X KVA daya tersambung X 0,85 X harga per kWh
yang tertinggi pada golongan tarip bersangkutan sesuai TDL yang berlaku
6X 720 Jam X . A4T. ... X 0,85 =. 534IB4.. Kwh XRp. #40.X.2... Rp..4T5:0093920,~
257504960 .
- DBeapenyegelan kembali............ bH@Rp. .. oo, Rp...o...oalt
- PBeatera APP ( sesuai No.003/471/DIR/T1993) ...l Rp..o.oooiovil e,
- Bea ganti pembatas : harga material + ongkos pasang ...................... Rpo.oovivinain,
- Bea ganti kWh meter ( 3 phasa ) : harga material + ongkos pasang............ Y
- Bea ganti kWh meter ( | phasa ) : harpa material + ongkos pasang . ........... Rpoooiioniny,
- Bea ganli kabel : harga material + ongkospasang ......................... Rp..ooooviiin,
- Beapasang APP L Rp........ 25@90:—
- BeaTataUsalia .. ... e Rp...o..o.L, 755004~
- BeaMateral. . ... e, L+ R
JUMLAH(1+i1) Rp.475:0425420,~
Mengetahui, .. .Surabaysy @ Oktober 2005

Penanggung jawab Harian

Team Tagihan Susulan PPTL

ey

Kedudukan Harta Bersama....

Zia Ul Hak



DISTRIBUSI JAWA TIMUR
© AREA JARINGAN SURABAYA BARAY

e . PT. PLN ( FERSERG«I?LN Perpustakaan Universitas Airlangga N(_) ﬁ 1 2 ? H

BERITA ACARA

PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL)
e NOMOR : o/ f2Th/X/2ots /42 b4t

......................

W 5 ' —
Pada har ini, VLY A T....... tanggal PUA PULUHATY wutan DLADPER tahun ... 2085

............................................... kami yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nama . ) MMVU’O{ Lo ERETY . A5
No. Induk Pegawal @ ../21%.. o4 D . 719 4
Jabatan PBN%»[,} KJ)RJ':M vz Tl -
Kedudukan W%—M .

2. Nama “ : M' W&S e %\.f ur g MAL Do
No. Induk Pegawai 5'} J4.2 9 ‘ ’.) - -
Jabatan e urEulad V2Tl
Kedudukan : BARSIAWAA]

masing-masing sebagal anggota Tim P2Tlé(t;)erdasarkan Surat Tugas Pemiumpin PT. PLN {Persero)

Distribusi Jawa Timur Area ... S ¥00 - L ™} et e sttt asa s eaa e n e pane
QAU oot ensnresiesines #439Y NOMIOT ..evvereeeenrresene e Tanggal 24~ VO~ 2BE” melakukan

P2TL dengan cara melakuitan Pemeriksaan Instalasi Sambungan Tenaga Listrik dan instalasi
Pelanggan PLN pada bangunanfpersu sabagaimana tercantum dalam Rekenmg Listrik Pelanggan

sebagai berikut :
Nama dalam rekening : CU'- MU“ ”‘A L“ Q o
Nama Penghunl = g
 Alamat dalam rekening vc, N6E Lo MEeHiE 1o 3
Alamat sebenarnya D veeensnsens =
No. Perjanjlan/Konlsak *) ?79*"?%?04»};
No. Kontrol T emvererersmsrnessenserrons
Tarip/Daya tersambung :..I‘ 2. / '4
No Gardu/Tiang L. O?ﬁ)

Tesis

Penggunaan/peruniukan :..PW“K FL"Q’T“C-'

Kedudukan Harta Bersama.... Zia Ul Hak
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o4 resihpulan

Untuk penyelesaian hasil P2TL, Pelanggan PLN / kuasanyé diatas diminta datang ke
kantor Distribusi / Area / Ranting / Rayon PT. PLN { Persero ) Distribusi Jawa Timur
Area Jaringan Surabaya Barat, di JI. Geluran No. 1 Taman - Sidoarjo.

Pada tanggal / hari e 210 2/ bEne Ay

Pukul . . OFuv .

Pelanggan/Penghuni/Penanggung jawab 1)
' atas bangunan/persil Tim P2TL

Keterangan :
' 1) Coret yang tidak periu. : ,

2) Diisi apabita ada sambungan dan JTL atau SL dengan menggunakan penghantar
dibawah atau diatas tanah termasuk peralatannya dimana tenaga listrik dapat
disatukan tanpa melalui APP. '

3} Diisl secara jelas penggunaan tenaga listrik sesuai fakta di persit/bangunan ybs.

4) Diist uraian secara ringkas berdasarkan hasil pemeriksaan dan butir 8 - 5 dapat

~ juga diberikan keterangan datam bentuk gambar dan atau penjelasan lain.

5) Diisi nama terang dan tanda tangan. ’

Tesis _ Kedudukan Harta Bersama.... Zia Ul Hak
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AREA JARINGAN SURABAYA BARAT

: PT. PLN ( PERSER@L}I Perpustakaan Universitas Airlangga N‘Lf 00104“"
# DISTR!BUSI JAWA TIMUR

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN DATA

Pada hari ini ")Ur"!'zqr\ ............. tanggat W & PULAM ST putan QF-TEETL  tahun
duaribu L= 1MV telah diadakan pemeriksaan dan data APP mifik PT. PLN { PERSERO ) DISTRIBUSI

JAWA TIMUR AREA JARINGAN SURABAYA BARAT pada fokasl

Nama CVH““’T‘M"UMHKF’U Daya / Tarip- : H t‘ﬁ"'/‘rl ............
Alamat : NE [ID‘“’M%A‘M'” Pembatas Daya : AH P e Sx 2y '6
No. Pelanggan ¢ P»GZ)'SE?O‘L'% ................... CT terpasang - : B IETDIEB
No. IDPEL O SO Faktor meter L R3T s
' Nomer Gardu F‘OV}O‘Q ...................
DATA-DATA ALAT UKUR ; |
kwh- kVArh kVA Max Clock DATA - DATA ZEGEL AFPP
Merk NETRAOR UL T HELosP — 2egel kwh \
Type 8e24% ] dRA3L / Zegel term : r .
| Class t, ¢ kNS Zegel kWArh :
Tegangan |y 2% /Yo TN 25t facoys \ Zegel term C oGt a
Arus N Zof & ﬁ Zege! kVA Max
Konstanta | .3Le [¥%) / Zegel term
Nomer Seri [« 204 (V8| (A% Blz, { Zegel Clock
Faktor reg |- Z - \ Zege! term [
sand L [0®3 V2| o3z B ) Zegel Jendi APP - Th .
H 017149, - 4 Zegel Pintu APP 1Baic 3 / Séets 03] (&4

HASIL PERBANDINGAN ANTARA KwH METER DENGAN PEMARAAN > LA/ oy 14

. L. (N) X 3600
S X .30

1. KWh

2 WA R =2%E) ¥4 x@.‘f_g(cos QR) =125 kW
w2 (8) =% (E) X711 x0 (cos Q) =70 kw
W 3 (T) =2 (E) XBU) X238(COS Q/R) =9} kw

JUMLAH PEMAKAIAN =% Ziw
43P = (E)X1,732X o (1) .... (COSQ) = kW

4. SELISIH DALAM % =
b (kwH) - Y. Y2 (P)

BV v T O SR |

X100% =-734,5 %

PETUGAS YANG MEMERIHSA :

MK Gy [
I T i B

Tesis . Kedudukan Harta Bersama....
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PERIJAMIIAN

PEMBAYARAN TAGIHAN SUSULAN

Antara
PI.IN (PERSERO)Y AREA PELAYANAN SURABAYA BARAT ..
dangan

PT.SEKAWAN INTIPLAST

Nomor : 068 PJ/IBEST/041/APSBB/2005

o hari ini Kamls tangoal Tujuh bulan Jull  tahun Dua Rlbu Lima, di : Surabaya. Yang
v tanda tangan di bawah ini :

{. 1. PLN (PERSERD}, Area Pelayanan Surabaya Barat yang dalam hal ini diwakiii oleh Ir. Wesilo
Adi, selaku Manajer Area Pelayanan (Suisbaya Barat , berdemisili dl Jalan Mastrip 114
Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa General Manager PT. PLN {(PERSERO) Distribusi Jawa
Timur  Nomor : 037.5k/021/DIST-JATIM/2003 tanggal 21 Nopember 2003, selanju‘nya
tlisebut PIHAK PERTAMA, '

1. PT.SEKAWAN INTIPLAST, berkedudukan Surabaya Jalan Mastrip Nomor 1012 Waru Gurung
didirikan berdasarkan Akta Notaris NOOR IRAWATI SH tanggal 09 Septeimber 2000 Nomor 66
{Copy Akta — akta terlampir} dalam hal inl diwakili oleh WIRYO SANTOSO, selaku Dirut PT
SEKAWAN INTIPLAST berdemisili di Jalan Darinahusada Indah 11 Ne. 18 Surabaya,{ Copy <TP
lerlampit), sefanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

B nelan terlebth dahuiu hal-hal sebagal berikut

I, Pihak Kedua menerangkan bahwa PT.SEKAWAN INTIPLAST adalah Persercan baru yang men-
tuke over dan/ atau perubahan dari UD,SURABAYA PLASTIK,
2. Swrat Perjanjian Juai Beli Tenaga Listrik Nomor @ 023/160/AP-SBB/2005 Tgi.7 Januari 2005
© % Berita Acara Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik No,01/PPTL/AI-SBB/1V/2005: 12 Mei 2005
4. Perhitungan Tagihan Susulan Nomaor 00263/ 030379 tanqggai 13 Mel 2005
5. Surat Pernyalaan tanggal 13 Mei 2005

Sepekal wsttk imengadakan Perjanjian Pembayaran Tagihan Susutan, dengah ketentuan sbl :

{1). Pihak Kedua mengakui memiliki kewajiban pembayaran tagihan susulan kepada pihak
Pertama sejumlah Rp,1,952.151,188,+( Satu milyard sembifan ratus lma puluh dua jute
seratus lima puluh satu ribu seratus delapan puluh detapan rupiah ).

{2}, Bahwa pembayaran tersebut akan difakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama secara
Lertahap selane 24 (- dua puluh empat ) kalf / bulan terhitung mutai butan Juli 2005 hingga
bulan Juni 2007, dengan rincian dan jadual sebagai berikut :

{2). 1 : Angsuran ke -1 { Pertamz ) sebesar Rp 89.151.188,- { Delapan Puluh Sembilan Jula
Seratus Lima Puluh Satu Ripu Seratus Delapan Pululi Delapan Rupiah } dan
angsuran berikutnya sebesar Rp 81.000.000,- ( Delapan Puluh Satu Jute Rupish ¥/
Bulan. :

{2}. 2 : Angsuran ke-1 difakukan paling lamibat tanggal 7 Juli 2005. -

{2). 3 : Pembayaran angsuran berikutiiya reenjadi satu/ masuk sebagai unsur dalan
rekening pemakaian listrik bulan yang bersangkutan.

T:;‘ TANGGAL MAKSIMAL - © JuMLaH
1. | 73w 2005 | Rp 89.151.180,-

2. Menjadi satu dg tag rek Yist bulan Aqustus 2005 Rp 81.000.000,-
3. Menjadi satu dg tagtek st bulan September 2005 | Rp 81.000.000,-
__4. | Menjadi satu dg tag rek list bulan Oktober 2005 Rp 81.000.000,-
| TAH ' TANGGAL MAIKSIMAL JUMLAH

A
[t

17
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AP
.%....| Menjadi salu dg tag rek list bulan Nopember 2005 | Rp 81.000.000,-
B[ Menjadi satu dg tag rek list bulsn Desember 2005} Rp 81.000.000,-

7. 1 Menjadi satu dg tag rek list bulan Januari 2006 Rp B1.000.000,~
8. | Menjadi satu dg tag rek list bulan Pebruari 2006 Rp §1.000.000,-
9. | Menjadi saty dg tag rek list bulan Maret 2006 Rp 81.000.00G,-
0.4 Menjadi satu dg tag rek list bulan April 2006 Rp 81.000.000,-
11. | Menjadi satu dg tag reklist bulan Mei 2006 Rp 81.000.00M -
12. | Menjadi saltu dg tag rek list bulan Juni 2006 Rp 81.000.000,-
_13. ¢ Menjadi satu dg tag rek list bulan Juli 2006 Rp 81.000.000,-

14. | Menjadi satu dg tag rek lisi buian Aqustus 2006 Rp €1.0060.000,-
15. | Menjadi satu dg tag rek list bulan September 2006 | Rp 81.000.000,-
16. | “enjadi satu dg tag rek list bulan Oktober 2006 Rp B1.000.000,-
17. | Menjadl satu dq tag rek list bufan Nopember 2006 | Rp 81.000.000,-
18. 1 Menjadi satu dg tag rek list butan Desember 2006 | Rp 81.000.000,-
19, { Menjadi satu dg tag rek list bulan Januari 2007 Rp 81.000.000,-
20. i Menjadi satu dg tag rek lict bulan Pebruari 2007 Rp 81.000.000,-
21. | Menjadi satu dg tag rek list bulapn Maret 2007 Rp 81.000.000,-
22. i ‘Menjadi satu dq tag rek list bulan April 2007 Rp 81.000.000,-
23. | Menjadi satu dg tag rek list bulan Mei 2007 Rp 81.000.000,-
24, _j Menjadi satu dq tag rek list bulan Juni 2007 Rp 81.000.000,-

Apabita Mhak Kedua tidak melaksanakan pembayaran sesuai tahapan pada angka (2), pihak
Kedua  mengijinkan Pihak  Pertama  melakukan  pemutusan  sementara  aliran  listrik
dirtanal/bangunan/lokast Pihak Kedua '

Penyalaan kembali aliran alistrik atas peimutusan sementara tersebul pada angka (3) alan
rhlaksanakan setelah Pihak Kedua melunasi tahapan pembayaran seperti diatur pada angka
{2},

Aisclda dalam jangka waktu 60 (enam puish) harl kalender terhitung sejak tanggal
dilaksanakannya Pemutusan Sementara sebagaimana dimaksud dalam angka (1), Pihak
fedua belum menyeiesaian kewajiban permbayaran yang ditetapkan, maka Pihak Perlama
userhak melaksanalian Pemutusan Rampung aliran listrik dirumai/bangunan/lckasi Pihak
Kedua, :

Fenyambungan kembali akibat Pemutusan Rampung sebagaimana dimaksud dalam angka
{5), akan diberlakukan sebagai pelanggan baru yaitu disamping harus metunasi kewajiban
pembayaran tagihan susulan juga diharuskan membayzr Biaya Penyambungan dan Uang
Jaminan Langganan lagi sebagal pelanggan baru sesuai ketentuan yang berlaku.

|
Fara Pihak akan melaksanakan Perjanjian ini dengan itikad baik, dan Pihak Kedua mienjanin
anabila Pihak Pertama menghendaki bersedia membuat Surat Pengakuan Hutang dihadapan
MNotaris. ’

i=aeting perjanjian ini dibuat dengan bebas, tanpa ada tekanan dan paksaan darl pihak manapun

SLrTengag
R RANS

) ivs f; -
ERRRRIEY Y My RITE

Tesis
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CtATy "'H\'I!IR
VUHEARYYA !.“,‘\? ;}.I . No.PPIL U ﬁ ":\ G "f //,r)n(_:_; !

Tel. PPIL @ fg —gp- - Aen.t

PERHITUNGAN TAGIHAN SUSULAN

Lintim

Adamial

s, Kordrnk/Kontrof

P i A \

Ctetoigan PPelanggaran
“o Kunteak / Tarip  :

s Al edapatan

Rpooooovvviin o
dagan =6 X 720 jam X KVA dfl)"t tersambung X 0,85 X harg'l per kWh
Coue iriinggd md 1 }:olonﬂau turip bersahgkulﬁn sesuai TDL yang berlaku
b (G52l
Rp........ K.000
0
Bea ganti pcmba(as ]\alga mat _' by J“I.gkos PASAIE ... uvicun.s R - T Y
g e :
Tten ganti kWi meter (3 phasa ¥ _I;args.j‘natcrlal + ongkos PASANG ... oo Rpoeveaninnnnns
e ganti kWh meter ( 1 phas" 3 l; i

Bea panti kabel : liarga materlal.-,. ‘ '
Nea pasang APP ..., ...
Bea TataUsaha .. ... ... o

- DeaMaterai ... ... ..., PR

I”qTRTiJU i
JA“ q -” }U
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Pada hariini,: K’fr””fi

#iaina dalam ,_r_e._i(ening
iiama Pen'ghu'r:i o
Mamat dalam rekentng
Alamat sebenamya .
#o. Perjan]ian{Kontral. *)__ _ ‘? >

S HHIHGUIAWA TIMUR
© LI AN SURABAYA BARAT

reyopy (i) " ¢ i airgy
. PLN { RIS ERQ[)LN Perpustakaan Unlver5|tas Airlangga N"‘) . ”n' e )

PENE RTiPAN AIAN TENAGA LISTRIK (P2TL)
| o ';'of //’,076 /Ar/ I»’ﬁfé/ﬂf/"ﬂ’ff""-fr

lu

M&zm Dl

Mama
No. induk }Eeg'awai . , 1

Jabatan - .

.......

Kedudukén;

Mama

Mo. induk Pegawat

Jabatan

Faodudukan

SRRUNT :asmg qeb'agal anggota 'ﬁn; PZTL berdgsarkan Surat Tugas Pe lumpln PT. PLN {Perseru)
L .

%@ﬁq ~ i "l'anggat LU= BT ¥ melakukan

ESaan instalasi Sambungan Tenaga Listrik dan instalasi
i iét?._l::agalrnana tercantum dalam Rekening Listrik Pelanggan
] ." ' :

"-.\:1:;:": : L-l 4

o Hontrat
T argdNava teréambung
cewndnfTiang :
pmaaniperunlukan | gi¥

Zia Ul Hak
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-rrmympulan
401 Gt peeshany s s pomiiy pr
! ANCEAT] DTt [ VB RS GG Reoyy
TaE AR R A famg B AR IR REE NP R
§77

(&\-"P r 7;,%‘&1__/

' b /95"%?‘4" ;4)'7/0 BN Py (r’f‘.
v i“ % miteknis yany dl!akukan oleﬁ pelugas P2TL:

nﬁ«&%é 2/5543 .. ‘2’?’

“,E . :-.i:«gg

L anyelessian hai ll.:F?%,‘Tl:,"!". i Ianggan PLN/ kuasanya dlatas diminta datang ke
} .,Rdyon PT. PLN ( Persero ) Distribusi Jawa Timur

Area Janngan Smabay: Ba

kanjor DlsinbusuArea:f Ra ng ]
égﬁlf Geluran No.. 1Taman Sidoarjo.
AOL " roog /MR

X3

Pada tanggal / har .
Tk

i d
L e

;‘Ecﬂ.srangan :

; ah termasuk pe

g{slatannya dimana tenaga listrik dapat

'mi?ﬁan tenaga lis :'k_sesual fakta di persiVbangunan ybs.
s berdasarkan hasil pemeriksaan dan butir 8 - 5 dapat
SF dalam bentuk dambar dan atau pen;eiasan tain,

3) ! Di s mecara Blaéﬁ% _
4) Ds isi uralan acécé!agl'
“uga dzbenkan:ketaﬁa

Tesis Zia Ul Hak



I‘\l Yiv g
| {i ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga i Q [!(i () ,i i ’
i 2

nicbdsanonn 12T yang dilaksanaksi sebagaimana tersebut di atas, Tim P2TU yang dis-o
vocccibbat el Alal Negara lainnya/PPNS ) disaksikan oleh pelangganikelumga pelangy:
Coeriennugnny jawab atas bangunan/persil yang diperiksa tersebut *) yaitu

WZW LE A0/ /o’ﬂ J AL JEALTL

rokoian ¢ AL [Pt a7

Sl

Hasil P27TL .+,

Bordasarkan P2TL yang dilaksanaka .sebaaal mana erseout diatas, diperoleh hasil sebagainizn.

sesnilum daiam Lampiran Benia Acara_tm yang merupaxan bagian yang tidak terpisahkan d-
st Acara i B '_:;_~-_ & e -

©Eeapyelesaian

“rovkan hasil P2TL sebagas m Na dimaksud pads angka [l diatas, penetapan golong::

sy beraasarkan pada Iar‘hp Berita Acara ini 2kan ditetapkan lebih lanjut oleh pejaii:
e Loemeaig). ) :

B

-yclasaian lersebut, pﬂlanggan 1Prsebut diatas atau kuasanya diminia datang ke kantor 1°1 ¢4
“towidan tangys) sesuai tampwan Berita Acara ini )

w0 Uerila Acara ini seleiah dibada dan ditanda tangani o*eh masmg -masing pihak tersebut diaio:
i mqkap WAAY B berikut Iampwannya unluk pelanggan seperti pada angkn

Tim P2TL

BRUIEE TN
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